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LAPORAN AKTUALISASI

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
ANGKATAN 1 TAHUN 2018

Perancang Belum Semua Menjalankan SOP dalam Proses

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang

Oleh :
ARYANI SINDUNINGRUM, S.H.
NIP. 19930529 201803 2 001

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2018



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL AKTUALISASI
PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
LINGKUP SEKRETARIAT JENDERAL DAN DPR RI ANGKATAN I

TAHUN 2018
Nama : Aryani Sinduningrum, SH.
NIP : 19930529 201803 2 001
Jabatan : CPNS Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Pertama
Instansi  : Pusat Perancangan Undang-Undang

Bogor, 2 Oktober 2018

Mengetahui, Menyetujui,
Coach Mentor
b
Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M. Zagiu Rahman, S.H., M.H.

NIP. 197803282010012012 NIP. 197506172002121004



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat
dan karunianya yang telah diberikan sehingga penyusunan laporan hasil
Aktualisasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan
hasil Aktualisasi ini memuat kegiatan habituasi yang telah diterapkan di
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Terlaksananya Pembuatan Laporan Hasil Aktualisasi ini tidak terlepas dari
dukungan, bimbingan, arahan, masukan dan kerjasama dari berbagai pihak.
Sebagai bentuk penghargaan, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. ITbu Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H, M.M selaku Kepala Pusat Pendidikan

dan Pelatihan;

2. Bapak Dr. Inosentius Samsul, S.H.,, M.Hum selaku Kepala Pusat
Perancangan Undang-Undangan,;
Dr. Shanty Irma Idrus, ST., M.M selaku Coach;
Zagiu Rahman, S.H., M.H. selaku Mentor;
Teman-teman CPNS Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Tahun 2018; dan
6. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan Laporan Hasil Aktualisasi ini

el
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yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.
Penulis menyadari adanya peribahasa bahwa tiada gading yang tak retak maka
Penulis meyakini Laporan Hasil ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, untuk

itulah kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan.

Jakarta, 2 Oktober 2018
Hormat Takdzim Penulis,

Aryani Sinduningrum, SH.
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BAGIAN I.
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1.

Tugas Pokok Organisasi/Unit Kerja
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 291,
Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai tugas mendukung
kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia di bidang legislasi dalam perancangan undang-
undang.
Pusat Perancangan Undang-Undang mempunyai fungsi yaitu:
a. Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Perancangan
Undang-Undang;
b. Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Perancangan
Undang-Undang;
c¢. Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat
Perancangan Undang-Undang;
d. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit
organisasi di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang;
e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan
Perancang Undang-Undang;
f. Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan Perancangan Undang-
Undang;
g. Pelaksanaan dukungan evaluasi Perancangan Undang-Undang;
h. Pelaksanaan dukungan perancangan Undang-Undang;

i. Pelaksanaan tata usaha Pusat Perancangan Undang-Undang;

j. Penyusunan laporan kinerja Pusat Perancangan Undang-Undang; dan

k. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Badan Keahlian.
Pusat Perancangan Undang-Undang terdiri atas Subbagian Tata Usaha
dan Kelompok Jabatan Fungsional. Visi Pusat Perancangan Undang-
Undang yaitu Menjadikan Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai
Organisasi Pendukung DPR RI Bidang Keahlian Perancangan Undang-



Undang yang Profesional, Akuntabel, dan Berkualitas. Sementara itu Misi

Pusat Perancangan Undang- Undang yaitu :

a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan Perancangan Undang-
Undang yang mendukung proses pelaksanaan fungsi legislasi dewan;
dan

b. Memperkuat manajemen pengetahuan yang bernilai.

2. Jabatan Peserta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6/Kep/M.Pan/12/2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang
Peraturan Perundang- Undangan dan Angka Kreditnya Pasal 3 dan 4,
jabatan fungsional Perancang berkedudukan sebagai pelaksana teknis
fungsional perancang peraturan perundang-undangan pada unit Direktorat
Perundang-undangan dan atau Biro/Bagian/Bidang Hukum di lingkungan
instansi pemerintah.

Tugas pokok Pejabat Fungsional Perancang adalah menyiapkan,
mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang- undangan
dan instrumen hukum lainnya.

Secara spesifik, Penulis memiliki tugas sebagaimana yang tercantum
dalam Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) yang telah disusun bersama
dengan atasan penulis yaitu Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang,
yaitu :
l.Mengumpulkan data dalam rangka melakukan studi kelayakan persiapan

penyusunan peraturan perundang-undangan;
2.Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan;
3.Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap

waktu diperlukan.



3. Deskripsi Isu
a.Matriks Pemilihan I[su Prioritas dengan Analisis USG

No Isu Nilai

14

c
7
&0

1. | Perancang belum semua menjalankan SOP 5 | 5
dalam proses penyusunan naskah akademik

dan rancangan undang-undang. |

I
2. | Belum Optimalnya Penggunaan E-mail dengan | 3 |3 | 3 9

domain dpr.go.id dalam melaksanakan

pekerjaan sehari-hari.

3. | Belum ada lokasi penyimpanan secara online| 4 | 3 | 3 10
terkait referensi studi pustaka dari naskah
akademik dan rancangan undang-undang yang
terintegrasi di lingkup Pusat Perancangan

Undang-Undang.

erdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah :
Isu ke-1 dengan rumusan isu : Perancang belum semua menjalankan SOP
dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang.

b. Deskripsi

Tugas utama dari seorang perancang peraturan perundang-
undangan adalah melakukan penyusunan naskah akademik dan
rancangan undang-undang. Dalam proses penyusunan naskah
akademik dan rancangan undang-undang tersebut, ada Standar
Operasional Prosedur (SOP) yang harus di lalui.

Secara keseluruhan ada 13 (tiga belas) SOP yang di gunakan
dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan namun
dalam perancangan naskah akademik dan rancangan undang-undang
akan difokuskan saja pada SOP sebagai berikut :

1. SOP Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-
Undang;



2. SOP Pengumpulan Data Naskah Akademik dan Rancangan Undang-
Undang;

3. SOP Uji Konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang;

4. SOP Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan Naskah
Akademik dan Rancangan Undang-Undang.

Kondisi Masalah

Dalam praktik yang terjadi di lingkungan Perancang pada Pusat
Perancangan Undang-Undang ini, masih ada Perancang yang tidak
mengikuti alur dari prosedur yang sudah tertuang di SOP.

Kemungkinan penyebabnya masih beragam, bisa dikarenakan
faktor internal yaitu kurangnya pengetahuan dan pemahaman SOP dari
setiap Perancang karena kurangnya sosialisasi SOP, maupun faktor
eksternal seperti desakan dari Anggota Dewan kepada para Perancang
atau kemungkinan pula bisa disebabkan karena SOP yang memang
sudah ada selama ini seiring berjalannya waktu belum dapat
mengakomodasi praktik penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
Undang-Undang. Sehingga akar permasalahan dari isu ini perlu dicari

tahu terlebih dahulu dengan melakukan penelitian.

Dampak yang terjadi apabila isu tidak segera diselesaikan

Dampak jika isu ini tidak segera ditanggulangi yaitu proses
penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang menjadi
tidak efektif dan efisien sehingga berimplikasi pula pada output dari
produk Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang
dihasilkan belum tentu menjawab perkembangan, permasalahan,

maupun kebutuhan hukum di masyarakat.

Dukungan teoritik dari mata pelatihan terkait
1)Komitmen Mutu

Meningkatkan mutu dengan menelaah lebih lanjut tentang SOP di Pusat

Perancangan Undang-Undang sebagai acuan dalam bekerja agar kualitas

hasil produk Pusat Perancangan Undang-Undang dapat maksimal.

2) Akuntabilitas

Dalam kegiatan habituasi ini diperlukan kemampuan untuk menjelaskan

kondisi yang dialami termasuk keputusan vyang diambil dalam
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menyelesaian permasalahan didalam lingkup Pusat Perancangan Undang-

Undang.

3) Manajemen ASN
Agar mewujudkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar,
etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,
kolusi, dan nepotisme maka di butuhkan standar kerja dalam
melaksanakan pekerjaannya. Dalam hal ini sebagai seorang perancang
peraturan perundang-undangan ditutut untuk dapat selalu mematuhi SOP
dalam bekerja. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukanlah SOP yang
baik untuk menunjang pekerjaan seorang Perancang Undang-Undang itu

sendiri.

4) Etika Publik
Mempertanggungjawabkan dan melaksanakan fungsi ASN sebagai
pelayan publik sebaik-baiknya sesual dengan tugas dan fungsi

jabatannya.

5)Integritas
Konsisten dengan setiap rangkaian kegiatan dan tahapan kegiatan
sesuail yang telah di rencanakan dalam rancangan aktualisasi serta

menerapkan nilai-nilai yang dipegang teguh sebagai seorang ASN.

&) Whole of Government
Dalam memecahkan masalah dan mencari solusi atas permasalahan
dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang terlibat dan mengetahui
akar dari permasalahan.

7)Anti Korupsi
Dalam melakukan kegiatan ini dilaksanakan dengan jujur dan
dibuktikan dengan data yang valid sesuai kondisi yang ada.

8) Nasionalisme
Sebagai seorang ASN dalam melakukan pekerjaannya harus
menjunjung nilai-nilai nasionalisme yang salah satunya yaitu adil

dan amanah dalam mengemban tugas.



f. Rumusan Isu
1) Kurangnya pengetahuan Perancang di Pusat Perancangan Undang-Undang

terkait adanya SOP dalama bekerja.
2] Belum sepenuhnya SOP diterapkan oleh Perancang.
3) Diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap SOP yang sudah ada.

B. Nilai-Nilai Organisasi
Nilai-nilai organisasi diatur dalam peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PER-SEKJEN/2012 tentang
Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Terdapat 4 nilai yang menjadi pedoman perilaku pegawai,

yaitu: Religius, Akntabel, Profesional dan Integritas (RAPI)

SETJEN DPR SIAP BERUBAH

Religius, Akuntabel, Profesional, Cinicgritas

BAB Il
NILAI-NILAI DASAR BAGI PNS

Pasal 4

Nilai-nilai dasar PNS adalah sebagai berikut

a. Religius;

b Akuntabilitas;

c.  Profesional; dan
d.  Integritas

Sikap Religius diwujudkan melalui tindakan percaya kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Sikap Akuntabel diwujudkan melalui tindakan:

1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

2. Bekerja sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan

3. Memberikan teladan bagi lingkungan kerja, dan/atau

4 Memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana kedinasan sesuai

dengan peruntukkannya

Sedangkan sikap professional diwujudkan melalui tindakan:
1.Mengembangkan etos kerja untuk meningkatkan Kkinerja Sekretariat

Jenderal DPR RI
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2.Bekerja dengan inisiatif, inovatif, dan responsive dalam rangka
meningkatkan kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja, dan/atau
4 .Memiliki dan berusaha meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan
pekerjaan
5. Dan sikap integritas diwujudkan melalui tindakan:
Jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PNS
b. Menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kehormatan Sekretariat
Jenderal DPR RI
c. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak
langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
e. Tidak merugikan orang lain dan negara
f. Menjaga informasi yang bersifat rahasia, dan
g. Menghormati perbedaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengintimidasi

rekan kerja.

C. Tujuan
Tujuan dari diselesaikannya isu yang dipilih adalah diharapkan adanya
kepatuhan terhadap SOP di semua bidang pada Pusat Perancangan Undang-
Undang agar memiliki standar bekerja yang sama sehingga dapat
mengoptimalkan perancangan naskah akademik dan rancangan undang-

undang sebagai output yang ada di Pusat Perancangan undang- undang.
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BAGIAN II.
CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

1. Penjelasan Perubahan

Perubahan pertama yaitu pada Tahapan Kegiatan menyebarkan
kuisioner yang ada pada kegiatan 2, dalam rancangan aktualisasi awalnya
direncanakan penyebaran kuisioner dilakukan melalui media google docs,
namun ada kekhawatiran apabila penyebaran kuisioner menggunakan media
google docs, para responden tidak segera mengisi kuisioner dan faktor kesibukan
mereka akan membuat mereka cenderung mengabaikan atau lupa untuk
mengisi kuisioner tersebut. Akhirnya atas pertimbangan Penulis setelah
berdiskusi dengan Mentor, demi memudahkan Penulis untuk melakukan
pendataan responden siapa saja yang sudah mengisi kuisioner ini dan untuk
mendapatkan hasil pengisian kuisioner yang lebih cepat, diputuskanlah metode
penyebaran kuisioner dengan media penyebaran kertas secara satu persatu
kepada responden yang hendak dituju.

Selanjutnya perubahan kedua yaitu ada beberapa kegiatan yang mundur
dari rancangan jadwal yang sudah di tentukan hal ini disebabkan karena
adanya kesibukan baik bagi Perancang lainnya maupun bagi Penulis seperti
kegiatan Simposium Nasional maupun kegiatan di luar unit pekerjaan Penulis
atas instruksi dari Deputi Administrasi seperti wajib ikut dalam kegiatan paduan
suara yang latihannya dilaksanakan pada jam kerja, namun hal ini tidak
mengurangi substansi dari masing-masing kegiatan maupun tahapan kegiatan

yvang telah dilaksanakan.

2. Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

Kegiatan 1:

Menggali informasi terkait hal-hal yang terjadi pada proses penyusunan naskah

akademik dan rancangan undang-undang.

A. Tahapan Kegiatan:

1. Mengumpulkan SOP di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian
DPR RI terkait Penyusunan Perancangan Naskah Akademik dan Rancangan
Undang-Undang

Mengawali kegiatan ini saya telah mengumpulkan SOP terkait
penvusunan perancangan naskah akeshesiint aanrancangan uhcmmasiicame,

Saya meminta dokumen SOP ini kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha



Pusat Perancangan Undang-Undang yaitu [bu Sagung Putu S.Y., S.H., M.H.
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Mei 2018.
Tujuan dari mengumpulkan SOP ini adalah untuk membatasi ruang

lingkup dari bahan kuisioner sehingga meningkatkan mutu dari kuisioner

itu sendiri untuk dapat menggali akar permasalahan. (Komitmen Mutu)

Berkomunikasi dengan Kasubag PUU unituk meminta dokumen SOP (25/05/2018)

2. Membuat Pedoman Wawancara kepada Pihak terkait penyusunan
perancangan Naskah Akademik dan Perancangan Undang-Undang
Saya telah membuat pedoman wawancara yang dilakukan dengan
diskusi bersama mentor saya Bapak Zaqiu Rahman, S.H., M.H. Diskusi
dengan mentor ini dilaksanakan pada hari Rabu, 30 Mei 2018.
Penyelesaian pedoman wawancara ini sedikit mundur dari jadwal yang
semula direncanakan selesai pada minggu IV bulan Mei 2018 menjadi
mundur pada minggu I bulan Juni 2018. Pedoman wawancara ini yang
akan menciptakan nilai-nilai konsisten dan netralitas dalam melakukan

wawancara. (Akuntabilitas, Manajemen ASN).

"

Melakukan diskusi dengan mentor terkait pedoman wawancara (30/05/2018)
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Dari hasil diskusi tersebut dirumuskanlah pedoman wawancara
vang dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan wawancara. Berikut

pedoman wawancara tersebut:

PEDOMAN WAWANCARA

lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang?

K [ Tidak Tabu

4 +

SOP terkait apa saja yang saudara Meoghn, Gudera fdag

ketohui? mengetahui terkait SOP yarg
: * ada?

Apakah  saudara  termasuk \

anggota tim penyusun SOP? Bagaimana  praktik  dalam

penyusunan  Naskah Akademik
dan RUU selama ini? Apakah ada
ketetapsn  yang  baku  atay
kesepakatan dalam pembentukan

tim?

3. Aga latar belakang penyusunan SOP?

b. Apa dasar hukum yang dijadikan refarensi dalam
penyusunan SOP?

c. Adakah kendala dalam penyusunan SOP ini?

¥
Apakah SOP tersebut sudah diterapkan dalam
pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dan RUU?

+

Ya

¥
Apakah sebenarnya dibutuhkan 509 dalam proses penyusunan Naskah
Alademik dan RUU?

v

Bagaimana saran perbaikan untuk SOP kedepannya?
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3. Melakukan Wawancara Kepada Pihak Terkait Penyusunan Perancangan
Naskah Akademik dan Perancangan Undang-Undang
Tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan wawancara kepada
pihak-pihak terkait. Wawancara ini berpedoman terhadap pedoman
wawancara yang telah disusun pada tahapan kegiatan sebelumnya. Dalam
pelaksanaan wawancara telah saya lakukan dengan memperhatikan etika
dan mengedepankan sikap sopan santun. (Etika Publik)
Wawancara pertama saya lakukan dengan Bapak Akhmad Aulawi.,
S.H., M.H. Selaku Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan
Pembangunan. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 28 Juni 2018. Dari
wawancara tersebut diketahui Bahwa Bapak Akhmad sudah mengetahui
bahwa Pusat Perancangan Undang-Undang telah memiliki SOP namun
biasanya SOP belum diterapkan seluruhnya karena adanya fleksibilitas
waktu sehingga kadang meleset dari waktu yang telah ditentukan dalam
SOP. Seperti pada RUU PPAD yang waktunya mundur dikarenakan
membutuhkan substansi lebih dalam lagi. Terkait saran perbaikan terhadap
SOP yaitu SOP ini belum mengatur keterlibatan pihak luar Pusat
Perancangan Undang-Undang seperti pada Pusat Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pusat Penelitian karena mereka memang mempunyai tupoksinya
masing-masing sedangkan ketika dibutuhkan oleh PUU maka sebenarnya

tidak ada kewajiban penuh dari mereka.

Melakukan wawancara kepada Bapak Akhmad Aulawi df Pusat Perancangan Undang-Undang
(28/06/2018)

Wawancara kedua saya lakukan dengan Ibu Laksmi Harundani, S.H.,
M.Kn. Wawancara ini dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2018. Dari
wawancara tersebut diketahui bahwa Ibu Laksmi telah mengetahui adanya
SOP di Pusat Perancangan Undang-Undang. Ada beberapa bagian SOP yang
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belum diterapkan karena kita di lembaga politis maka semua tergantung
keputusan politis seperti apa serta terkait juga penyerapan anggaran. SOP
tentu sangat dibutuhkan dalam proses Penyusunan Naskah Akademik dan
RUU dan perlu dilakukan sosialisasi.

Melakukan wawancara kepada Ibu Laksmi Harundani di Pusat Perancangan Undang-Undang
128/06/2018)

Wawancara ketiga saya lakukan dengan Ibu Wiwin Sri Rahyani, S.H.,
M.H. Selaku ketua Tim pembentukan SOP. Wawancara ini dilakukan pada
tanggal 29 Juni 2018. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa awal mula
adanya SOP ini karena ada nya program reformasi birokrasi untuk
percepatan keunggulan dari institusi. Sebenarnya SOP sudah dijalankan
sejak dahulu namun memang belum dilegalitaskan karena harus ada Surat
Keputusan dari Sekretariat Jenderal. Awal tahun 2016, Ibu Wiwin
ditugaskan sebagai penanggung-jawab dari quick win yang ditunjuk kepada
bagian Pusat Perancangan Undang-Undang. Terkait kepatuhan dalam
menjalankan SOP, secara umum SOP ini sudah di patuhi namun ada
beberapa kondisi apabila user kita seperti Anggota Dewan minta cepat, misal
dalam penyusunan Naskah Akademik idealnya di kerjakan dalam 3,5 bulan,
tapi pada RUU Jalan diminta tidak sesuai dengan SOP yaitu hanya 2 minggu
saja. Sewaktu-waktu apabila ada keadaan memaksa, bisa mengecualikan
dari SOP yang sudah ada karena secara praktik fleksibilitas itu bisa terjadi
tapi secara eksplisit memang tidak tergambar. Apabila ada di SOP pun akan
bingung di letakkan di bagian mana, yang paling memungkinkan bisa di
tulis di keterangan.

Kesulitan lainnya dalam pembentukan SOP adalah terkait formatnya
yang menjadi kendala untuk memahaminya. Awalnya format tidak seperti ini

namun berbentuk bagan proses kemudian di seragamkan oleh bagian
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Organisasi dan Tata Laksana dengan mengadakan Bimbingan Teknis.
Seharusnya ada keterangan juga bentuk-bentuk gambar ini artinya apa.
Untuk sosialisai langsung seperti Bimbingan Teknis memang tidak
ada, namun dalam kegiatan besar guick win pernah ada presentasi yang
salah satu isinya adalah mempresentasikan tentang SOP yang dihadiri pula
oleh para Perancang. Untuk penjelasan rinci memang belum pernah
dilakukan tapi penyebaran melalui emai/ sudah pernah dilakukan. Untuk
perlu tidak nya sosialisasi dirasa sudah lewat untuk dilaksanakan karena
kegiatan pun sudah dilakukan, lebih baik dilakukan evaluasi pelaksanaan
SOP dari setiap tim RUU apakah ditemui kendala dalam pelaksanaannya

maupun apabila dirasa ada unsur yang belum masuk.

Melakukan wawancara kepada [bu Wiwin dif Pusat Perancangan Undang-Undang
{29/06/2018)

4.Melakukan perbandingan SOP dengan Permenpanrb No. 6 Tahun 2016
tentang Perubaan Kedua atas Keputusan Menteri Negara Pendayaan
Aparatur Negara No. 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya.

Perbandingan peraturan ini mundur pula dari jadwal pelaksanaan

sehingga selesai di Minggu ke IV Bulan Juni 2018.

Dalam perbandingan ini ditemukan bahwa pada peraturan sebelumnya,
naskah akademik dibuat pada waktu yang bersamaan dengan RUU namun
di peraturan yang baru disebutkan bahwa penyusunan naskah akademik di
buat dalam rangka penetapan prioritas tahunan kemudian setelah itu baru
di bentuk RUU.

Dampaknya adalah dikhawatirkan apabila Perancang menyusun naskah
akademik setelah ditetapkannya prioritas tahunan, maka Perancang tidak

akan mendapat angka kredit dari pekerjaan penyusunan Naskah Akademik
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itu. Implikasi lainnya terhadap SOP di Pusat Perancangan Undang-Undang
adalah perlu ada evaluasi SOP dengan cara harus di pisahnya antara SOP
Penyusunan Naskah Akademik dan SOP Penyusunan RUU karena dalam

proses penyusunan nya tidak dalam waktu yang bersamaan.

Proses perbandingan SOP telah dilakukan dengan melihat apakah SOP
sudah konsisten dengan peraturan lainnya sechingga tidak ada

disharmonisasi yang terjadi. (Integritas)

B. Analisis Manfaat, Dampak, dan Hambatan

Manfaat dalam kegiatan ini adalah untuk mendapatkan bahan-bahan
dalam penyusunan kuisioner. Dampak jika nilai-nilai yang ada tidak
diterapkan adalah tidak didapatkan bahan kuisioner yang memadai dan
mencukupi dalam penyusunan kusisioner di kegiatan selanjutnya. Hambatan
dalam kegiatan 1 ini yaitu mundurnya tahapan kegiatan 2 dan berdampak
pula pada mundurnya tahapan kegiatan 3. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk
merumuskan bentuk pedoman wawancara yang memudahkan dalam
melakukan wawancara awal guna menggali informasi untuk mendapatkan
bahan-bahan kuisioner. Tahapan kegiatan pun juga berdekatan dengan hari

libur lebaran maka kegiatan ini sedikit mundur dari jadwal.

Kegiatan 2:
Membuat dan menyebarluaskan kuisioner terkait pelaksanaan pelaksanaan
penyusunan naskah akademik dan RUU kepada Para Perancang serta
menghimpun saran dari Perancang.
A. Tahapan Kegiatan:
1. Melakukan brainstorming dengan pihak terkait mengenai daftar
pertanyaan dan format kuisioner
Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya di Kegiatan 1, Penulis
diberikan rekomendasi untuk menentukan responden berdasarkan
populasi yang ada di Pusat Perancangan Undang-Undang dengan
bekonsultasi kepada Bapak Dr. Ujianto Singgih P, M.Si. di bagian Pusat
Penelitian. Tahapan kegiatan 1 ini dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018
dan 5 Juli 2018.
Dalam diskusi ini, Bapak Dr. Ujianto Singgih P, M.Si. Memberikan 3

(tiga) pilihan untuk menentukan akar permasalahan beserta dengan
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kelebihan dan kekurangan dari pilihan-pilihan yang diberikan. Pilihan-

pilihan tersebut yaitu:

1. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)
FGD dapat diselenggarakan dengan mengumpulkan beberapa
Perancang yang memiliki pengetahuan terhadap SOP, Kelebihan FGD
ini adalah Penulis dapat dengan mudah menarik kesimpulan dari
diskusi yang dilakukan, namun kelemahannya adalah sulit nya untuk
mengumpulkan perancang dengan kualifikasi tersebut di waktu yang

bersamaan dikarenakan kesibukan perancang.

2. Membuat kuisioner dengan pertanyaan terbuka
Kuisioner terbuka ini ditujukan kepada Perancang vang
memang mengetahui tentang kondisi SOP di Pusat PUU. Kuisioner
dengan pertanyaan terbuka ini dapat memudahkan responden untuk
menuangkan pengetahuan yang mereka punya namun, akan adanya

kesulitan bagi Penulis untuk melakukan analisis data.

3. Membuat kuisioner dengan pertanyaan tertutup

Kuisioner dengan pertanyaan tertutup ini ditujukan kepada
semua Perancang yang ada di Pusat PUU karena populasi Perancang
yang cenderung sedikit maka lebih baik kuisioner di sebarkan kepada
seluruh Perancang yang bersedia untuk mengisi atau setidak-tidaknya
lebih dari 50% jumlah Perancang di Pusat PUU. Jumlah Perancang di
Pusat PUU berjumlah 46 (empat puluh enam) orang sehingga paling
tidak jumlah responden harus berjumlah (46 x 50%)+1. Dengan rumus
penentuan responden ini diharapkan hasil yang di peroleh dapat
representatif untuk mewakili jumlah populasi yang ada di Pusat PUU.

Hal ini menjadi kelemahan karena tentu akan menyulitkan
Penulis untuk menyebarkan kuisioner ke banyak responden. Namun
kelebihan dari kuisioner dengan pertanyaan tertutup ini akan

memudahkan Penulis untuk melakukan analisis data.
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Melakukan diskusi untuk menentukan jumiah responden serta struktur kuisoner kepada Bapak

Ujianto Singgih dr Pusat Penelitian (5/07/2018)

Berdasarkan pilihan-pilihan tersebut, akhirnya Penulis memutuskan
untuk menggunakan pilihan ketiga agar hasil kuisioner yang diperoleh
lebih valid.

Pelaksanaan Brainstorming dalam tahapan kegiatan 1 ini telah
dilakukan dengan kolaborasi kepada pihak terkait (Whole of Governmen)
serta dilaksanakan dengan memperhatikan etika dan mengedapankan
sopan santun. (Etika Publik)

Membuat daftar pertanyaan dan format kuisioner

Setelah diputusukan untuk membuat format kuisioner dengan
pertanyaan tertutup, saya mulai menyusun daftar pertanyaan ke dalam
format kuisioner. Dalam membuat daftar pertanyaan dan format kuisioner,
saya banyak mendapatkan masukan dari mentor saya Bapak Zagiu
Rahman, S.H., M.H dan Bapak Dr. Ujianto Singgih P, M.Si. Pelaksanaan
tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada 6 Juli 2018 dan selesai pada 13
Juli 2018 sehingga mundur 1 (satu) minggu dari jadwal yang sudah di
rencanakan akibat dari adanya sedikit kesulitan dalam menyusun daftar
pertanyaan pada kuisioner. Membuat pertanyaan pada kuisioner ini harus
sangat hati-hati agar tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan
kuisioner akan terwujud. Kuisioner akan bermutu baik jika pertanyaan
disusun secara efektif dan efisien serta tepat sasaran terhadap jawaban

yang ingin diketahui. (Komitmen Mutu).
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Berdasarkan bahan wawancara yang diperoleh dalam kegiatan 1 yang

telah dilaksanakan sebelumnya, isi kuisioner kemudian di bagi menjadi 6

(enam) bagian, yaitu:

1)
2)
3)
4)
S)
6)

Tingkat pengetahuan terhadap SOP;
Pedoman dalam bekerja;

Manfaat SOP terhadap Jobdesc,

Sumber pengetahuan terhadap SOP;
Penerapan SOP di dalam praktiknya; dan.
Evaluasi terhadap SOP.

Berikut hasil kuisioner yang telah disusun:

KUTSIONER
ANALISIS PENERAPAN STANTAET OPERATIONAL PROCEDURE (SOF)
FENYUSUNAN SASKAHAKADFMIE (NA) DAN RANCANGAN
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Format Kuisioner

Menyebarkan Kuisioner

Awalnya penyebaran kuisioner dilakukan dengan media google docs,
namun ada kekhawatiran apabila penyebaran kuisioner menggunakan
media google docs, para responden tidak segera mengisi kuisioner dan
faktor kesibukan mereka akan membuat mereka cenderung mengabaikan
atau lupa untuk mengisi kuisioner tersebut.

Akhirnya atas pertimbangan Penulis dan juga setelah berdiskusi
dengan Mentor, demi memudahkan Penulis untuk melakukan pendataan
responden siapa saja yang sudah mengisi kuisioner ini dan untuk
mendapatkan hasil pengisian kuisioner yang lebih cepat, diputuskanlah
metode penyebaran kuisioner dengan media penyebaran kertas secara
satu persatu kepada responden yang hendak dituju agar dapat segera
langsung dilakukan pengisian terhadap kuisioner tersebtu. Tahapan
kegiatan 3 ini dilaksanakan pada rentang waktu antara 16 Juli 2018

sampai 25 Juli 2018 kegiatan ini mundur 1 (satu] minggu dari target
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penyelesaian karena dampak dari mundurnya tahapan kegiatan
sebelumnya.
Penyebaran kuisoner ini ini dilakukan tanpa mengurangi esensi dari

kualitas hasil kuisioner yang akan di terima nantinya. (Komitmen Mutu)

{bu Devi sedang mengisi kuisioner yang disebarkan (24/07/2018)

B. Analisis Manfaat, Dampak, dan Hambatan

Manfaat dalam kegiatan 2 ini adalah untuk mengetahui kondisi dalam
pelaksanaan SOP di lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang. Dampak
jika nilai-nilai yang ada tidak diterapkan adalah tidak didapatkan hasil
kuisioner yang valid dan representatif dari seluruh Perancang di Pusat
Perancangan Undang-Undang. Hambatan dalam kegiatan 2 ini yaitu sulitnya
menentukan jumlah responden serta adanya kesulitan dalam penyusunan dari
kuisioner itu sendiri. Kesibukan perancang pun mempengaruhi penyebaran
kuisioner ini karena tidak semua Perancang dapat standby di ruangan masing-
masing untuk ditemui oleh Penulis dikarenakan Dinas Luar maupun adanya

rapat-rapat.
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Kegiatan 3:
Melakukan Pengolahan Kuisioner dan Melakukan Analisis Hasil Kuisioner
A. Tahapan Kegiatan:
1. Melakukan pengolahan data
Berdasarkan hasil dari pengumpulan kuisioner, kemudian Penulis
melakukan pengolahan data. Kegiatan ini dilaksanakan pada rentang
waktu tanggal 1 - 7 Agustus 2018.
Dalam pengolahan data ini saya telah melakukan dengan obyektif
(Akuntabilitas). Penulis memasukkan data hasil kuisioner ke dalam tabel
yang di bagi kualifikasi nya antara bidang (Kesra, Polhukam, Ekuinbang)

serta berdasarkan jabatan Perancang (Madya, Muda, Calon Perancang).

Penulis melakukan pengolahan data (1 /08/2018)

Data hasil Kuisioner
Ne. Aspek Bidang Jumish Jabatan Jumlah
Responden
I Tingkat Pengetahuan SOP
l. |MengetahuiSOP | Eku 11 [Madva J 13
Polhuk 10 | Muda
Kesra 11 Calon Perancang 12
| Total A1 | Total 31
2. | Ragu-mgu | Eku Madya -
megetahui SOP ['Pofhk Moda
Kesma 2 | Calon Perancang
Total 2 Total 2
3. |Tiak why karena  Eku Madya 2
belum permah | Polhuk Muda
disosialisasilan Kesm 2 Calon PI:MIE
Total 2 | Total 2
4. | Tidak pemah Eku Madya 1
mengalami masalah | Polhuk Muda
Kesra 1 Ea.lun Perancang
Total 1 Total 1

[data lengiap ada dr lampiran/
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2. Melakukan analisis hasil kuisioner untuk mengidentifikasi akar
permasalahan dan melakukan tindak lanjut

Setelah melakukan pengolahan data kemudian saya melakukan
analisis hasil kuisioner. Tujuan dari analisis hasil kuisioner ini adalah
untuk mengidentifikasikan akar permasalahan sehingga ditemukan cara
penyelesaian permasalahan sebagai tindak lanjut. Kegiatan analisi hasil
kuisioner ini dilaksanakan pada 8-10 Agustus 2018. Saya telah
mengedepankan profesionalitas dalam mengidentifikasi akar
permasalahan (Akuntabilitas, Manajemen ASN)]. Hasil dari analisis hasil
kuisioner adalah sebagai berikut.

Terkait tingkat pengetahuan SOP diketahui bahwa sebagian besar
Perancang ternyata memang sudah mengetahui bahwa Pusat PUU
memiliki SOP walaupun ada juga beberapa Perancang yang masih belum
tau maupun ragu-ragu. Menjadi perhatian disini bahwa walaupun
sebagian besar Perancang sudah tahu tentang SOP, tetapi seluruh
responden berpendapat bahwa penerapan SOP di lingkungan Pusat PUU
belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Ini merupakan temuan
penting bahwa kondisi yang ada SOP diketahui tapi tidak semua di
jalankan dengan konsisten. Hal ini membuktikan bahwa memang benar
rumusan isu yang Penulis angkat pada habituasi ini benar terjadi.

Belum seluruhnya SOP diterapkan secara konsisten salah satu
analisis yang Penulis bisa dapat dari hasil kuisioner disebabkan karena
belum mendalamnya pemahaman Perancang terhadap SOP. Nyatanya
sekitar 94% dari total responden masih membutuhkan sosialisasi terhadap
SOP yang ada. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan
menyelenggarakan forum sosialisasi substansi SOP. Solusi ini masuk
dalam ranah wewenang dari Kapus PUU untuk memberikan instruksi
kepada Perancang senior maupun tim penyusun SOP untuk melakukan
sosialisasi sehingga hal ini akan Penulis masukkan ke dalam rekomendasi
sebagai output hasil akhir dari habituasi ini.

Penyebab lainnya, berdasarkan hasil kuisioner penyebab yang paling
banyak dipilih terkait belum seluruhnya SOP diterapkan secara konsisten
adalah karena SOP tidak dapat diterapkan seluruhnya karena terdapat
kondisi tertentu seperti desakan dari AKD untuk menyelesaikan pekerjaan
dalam kurun waktu tertentu. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan
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melakukan peninjauan SOP secara berkala dan perlu ada tim evaluasi
terhadap pelaksanaan SOP. Hal ini juga akan Penulis masukkan sebagai
rekomendasi kepada Kapus PUU.

3. Membuat Laporan Hasil Kuisioner

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah saya telah membuat laporan
hasil kuisioner. Kegiatan ini dilaksanakan pada 13-16 Agustus 2018.
Dalam membuat laporan hasil kuisioner, saya akan mengedepankan
kejujuran sesuai hasil kuisioner yang sebenar-benarnya serta
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab (Anti Korupsi).

Isi dari laporan hasil kuisioner adalah kumpulan dari data yang telah
di olah dalam tahapan kegiatan 1 serta pemaparan presentase dari tiap-
tiap bagian pertanyaan dalam kusioner, dan analisis hasil kuisioner yang
telah dilakukan dalam tahapan kegiatan 2.

B. Analisis Manfaat, Dampak, dan Hambatan
Manfaat dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan hasil akhir dari
pelaksanaan penyebaran kuisioner. Dampak jika kegiatan ini dilakukan tanpa
nilai-nilai ASN adalah tidak didapatkan penyelesaian dari akar permasalahan
yang ada dalam pelaksanaan SOP di Pusat PUU. Hambatan dalam kegiatan 3
(tiga) ini yaitu sulitnya dalam mengolah data serta menganalisis data
dikarenakan keahlian dari Penulis yang belum terbiasa melakukan penelitian

dalam bentuk kuisioner.

Kegiatan 4:

Melakukan sosialisasi terkait hasil kuisioner kepada Perancang
A. Tahapan Kegiatan:

1. Membuat media sosialisasi hasil kuisioner;

Dalam rangka menyebarkan hasil kuisioner kepada para perancang yang
merupakan responden dalam pengisian kuisioner, saya telah membuat media
sosialisasi yang jelas dan sesuai dengan hasil laporan kuisioner yang sebenar-
benarnya (Akuntabilitas). Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 20-24
Agustus 2018.
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Media Sosialisasi hasil kuisioner berupa selebaran yang telah disebarkan
{Dekumen Terlampin)

2. Melakukan sosialisasi hasil kuisioner

Wujud dari kepedulian dan tanggung jawab saya menyelenggarakan
kuisioner (Etika Publik) adalah saya melakukan sosialisasi hasil kuisioner.
Saya melakukan sosialisasi hasil kuisioner dan menyerahkan hasil kuisioner
berupa dokumen cetak yang diserahkan langsung kepada responden. Hasil
kuisioner ini telah disampaikan dengan adil dan amanah (nasionalisme)
kepada Perancang selaku responden dengan mengedepankan transparansi,
keterbukaan (Akuntabilitas) dan kejujuran (Anti Korupsi). Kegiatan ini
dilaksanakan dari tanggal 27 Agustus 2018 - 7 September 2018.

27



Para Responden menunjukkan hasil kuisioner yang relah mereia rerima

Memastikan setidak-tidaknya 50% Perancang dari masing-masing bidang telah
menerima laporan hasil kuisioner

Wujud kepedulian dan tanggung jawab saya dari melakukan sosialisasi
hasil kuisioner tidak hanya berhenti pada proses sosialisasi itu saja, tetapi
juga memastikan bahwa memang benar Perancang telah menerima hasil
kuisioner. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi hasil
kuisioner yaitu dari tanggal 27 Agustus 2018 - 7 September 2018.

Cara untuk membuktikan bahwa Perancang sebagai responden benar-
benar telah menerima laporan hasil kuisioner adalah dengan mendatangi

langsung satu persatu responden untuk menyerahkan hasil laporan kuisioner
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kemudian saya juga meminta responden untuk bersedia menandatangani

daftar nama Perancang yang telah menerima hasil kuisioner.(Etika Publik).

Jumlah Perancang pada masing-masing bidang yaitu:

No. | Bidang Jumlah | 50% Jumlah Jumlah |  Sesuai
Perancang | Perancang Perancang yang | Target/
minimal yang | telah menerima Tidak
‘ harus | Laporan Hasil
menerima Kusioner
laporang hasil
' kuisioner
| 1. |Kesra 15 orang [ 7/8 orang 8 orang Sesuai
. : Target
| 2. | Ekuinbang | 15 orang 7/8 orang 9 orang Sesuai
‘ I ' Target
‘ 3, Polhukam 16 orang 8 orang 8 arang Sesuai
, Target
Sehingga target 50% perancang dari masing-masing bidang telah

menerima laporan hasil kuisiong

fbu Febri menandatangani absensi sosialisast hasil kuisioner vang drserahkan satu persaru kepada
para responden (28/08/2018)
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Bukti telah diterimanya hasil kuisioner vieh Perancang

B. Analisis Manfaat, Dampak, dan Hambatan

Manfaat dalam kegiatan ini adalah responden tidak hanya dilibatkan
dalam sekedar mengisi kuisioner saja tapi juga dilibatkan hingga tahapan akhir
kegiatan penyebaran kuisioner ini, sehingga para responden juga memiliki
kesadaran dalam pelaksanaan SOP setelah melihat hasil kuisioner. Dampak jika
nilai-nilai dalam ASN tidak dipenuhi adalah tidak adanya kerja sama yang baik
antara Penulis sebagai peneliti dengan para Responden. Hambatan dalam kegiatan
ini adalah sulitnya menemui responden dalam membagikan hasil kuisioner ini
dikarenakan kesibukan masing-masing responden sebagai Perancang.

Kegiatan 5:

Melakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis dari kuisioner

A. Tahapan Kegiatan

1. Mengkonsultasikan dengan pimpinan terkait tindak lanjut

Konsultasi dengan pimpinan, yaitu Kepala Pusat Perancangan Undang-

Undang (Kapus PUU) yaitu Bapak Dr. Inosentius Samsul., S.H., M.H
dilaksanakan pada Senin, 10 September 2018. Dalam konsultasi ini terdapat
masukan dari Kapus PUU bahwa SOP ini harus friendly user dan mudah di
cari serta dapat diakses dengan cepat oleh Para Perancang.
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Mengkonsultasikan tindak lanjut dengan Kapus PUU [(10/0%/2018)

Konsultasi selanjutnya saya lakukan bersama 3 (tiga)] orang Korbid di
Pusat PUU. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 24 September 2018.
Dalam konsultasi ini, saya meminta bantuan dari Korbid untuk dapat
meneruskan dokumen SOP yang akan saya bagikan dalam bentuk softcopy
kepada para Perancang di bidangnya masing-masing. Dalam pertemuan ini,
terdapat masukan dari salah seorang Korbid yaitu Bapalk Mardisontori, S.Ag.,
LL.M., untuk kedepannya SOP dapat didokumentasikan dalam bentuk buku
seperti pada buku pedoman penyusunan NA dan RUU.

o

Konsuiltasi dengan Korbid PUU {24/08/2018)

Konsultasi ini saya lakukan dengan memperhatikan etika dan
mengedepankan sopan santun (Etika Publik) guna terwujudnya koordinasi di
berbagai pihak yang nantinya berkaitan erat dengan isu yang saya angkat
( Whole of Government.

Menyusun langkah-langkah tindak lanjut
Langkah-langkah tindak lanjut disusun untuk menghasilkan output dalam

kegiatan ini. Langkah-langkah tindak lanjut ini telah disusun berdasarkan
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hasil kuisioner dan penyusunan tindak lanjut akan dilakukan secara
profesional (Akuntabilitas). Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal
24 September 2018.

Output pertama berbentuk rekomendasi kepada Kapus PUU untuk
menyelesaikan permasalahan yang ditemukan oleh Penulis. Langkah-langkah
tindak lanjut pada output pertama dilakukan dengan diskusi kepada Mentor
serta menyusun rekomendasi.

Output kedua, berdasarkan masukan dari Kapus PUU bahwa SOP ini
harus friendly user dan mudah di cari serta dapat diakses dengan cepat oleh
Para Perancang oleh karena itu, Penulis memberikan sarana yang
memudahkan Perancang di Pusat PUU untuk dapat dengan mudah dan cepat
mengakses SOP. Dalam pelaksanaan tindak lanjut, Penulis mengumpulkan
SOP dan melakukan scanning SOP yang sudah di tandatangani. Penulis juga
mendata SOP yang sudah terunggah di website PUU dan mengumpulkan SOP
yang belum terunggah di website PUU.

Menjalankan tindak lanjut

Tindak lanjut dijalankan untuk menghasilkan output akhir dari seluruh
kegiatan ini yaitu rekomendasi kepadan Kapus PUU dan sarana yang
memudahkan Perancang di Pusat PUU untuk dapat dengan mudah dan cepat
mengakses SOP.,

Output pertama yaitu, rekomendasi yang di ajukan kepada Kapus PUU
dilaksanakan pada 25 September 2018. Isi dari rekomendasi tersebut yaitu:

1) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan rumusan SOP dengan
cara membentuk tim evaluasi SOP

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada Perancang di
Pusat PUU sebagai responden, diketahui bahwa responden memilih
bahwa perlu di lakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan
SOP di Pusat PUU.

2) Memberikan arahan untuk mendokumentasikan SOP dalam bentuk
buku sepeti pada Buku Pedoman Penyusunan NA.

Berdasarkan diskusi dengan Koordinator Bidang di Pusat PUU, diperoleh
saran bahwa SOP perlu di dokumentasikan dalam bentuk buku agar
mudah dipahami oleh para Perancang di Pusat PUU.
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3) Memberikan arahan untuk menyelenggarakan sosialisasi SOP kepada

Perancang.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada Perancang di
Pusat PUU sebagai responden, diketahui bahwa walaupun responden
sudah mengetahui tentang SOP di Pusat PUU, responden masih

memerlukan sosialisasi lebih dalam lagi dalam memahami SOP.

Rekomendasi ini telah disampaikan kepada Kapus PUU dan kemudian
diperbaiki setelah mendapatkan masukan dari Kapus PUU. Pada dasarnya
tindak lanjut terhadap rekomendasi ini diserahkan kembali kepada wewenang

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.

Menvampaikan rekomendasi kepada Kapus PUU (25/08/2015)

Ouput kedua adalah Penulis telah mengunggah SOP di dalam cloud DPR
dan juga di website PUU pada 24 September 2018 . Link untuk mengakses
data tersebut telah di sebarkan melalui e-mail kepada 3 (tiga) Korbid di
masing-masing bidang untuk dapat membantu meneruskan kepada Perancang

di bidangnya masing-masing.
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Mengunggah SOP ke dalam Cloud DFR dan melakukan sharing data kepada para Perancang

Selain mengunggah ke cloud DPR saya juga telah mengunggah SOP yang
belum terunggah ke website PUU.

34



@ susatpuwdpr.goud; adrmip; padaman-gerngaied g 12

s Edit Pedoman Kerja

Bangruna Ay
Sandheningrum Back o Tuline Fadoman Fars
ot e
A e Belan: oon v
Dnftar T * Tebun: g -
Tty T
P > Judul: 509 Syopieencre Hal dara
iy gt - Deshrgsi | 508 Swroscumpronae ~osdl arp n S s Bagas Tea Lare o
2 -
Cafe MR ot L SwarEangan Loding-l Erg GeE Aol wpe hasl cann-dapat
Dadtas gartaa - o

= TR B L 3 emran 10aads weedicua e han mne
Dalte toriee Stats SR PELA Saii SRSUIRR R SIS SR e e T b
Cwiftsr viiao

# Pl inh 1 oede=ie=iemee i oo TU206. 9 WY [Duirta}

Freatih Himan File Pabdih 1 setwm e stieou 0 22 00 | 1256 36 @) [T
Bada® Ak . Covnr s | Crposs bis | o e onowen Fung s LAY
i -
o B ooy ® (Y Benudon Akl
el l
Fadoran 1ers * l..dllll.hﬂ
L -
Soman UL m —

Frmmmrn

Mengunggah SOP ke Website PUU

Setelah mengunggah SOP ke dalam Cloud DPR dan website PUU, saya
mengirimkan link melalui e-mail kepada 3 (tiga) korbid untuk dapat
meneruskan kepada Perancang di bidangnya masing-masing agar kedepannya
SOP dapat friendly user dan mudah dijangkau dengan cepat.
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s o Aryani Sinduningrum 1140
8 L] ‘ s 18 Bty B T
Fepada Kodnd Bidong Ponulcam, Kevbig
Korbid Bidong Pofhukam, Korbid Bidang Kesra, dan Bitlirn Kesna, dan Korbid bigang Ekuinhang
Keibid bigang Ekuinbang
Dalam rargka memudahkan dalam mengakses SOP el
Aryani Sinduningrum 14
di Pusal Perancangan Undang-Undang, mahon dapat o ;
di teruskan kepatda Perancang di bidang nya masing K-_'g..:j.f ?.‘l;jfr'..lr':mrili.l 1:‘; uda’tll-..tln jiil'-'.\rﬂ
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atau pada Websde Puse! Perancangan Undang-

Lindang:
Terima kasih Aryand, Akan diteruskan ke Perancang
Padoman Herja LU Wl Podhukham, Sukses utk Programnia.
Tierima kash atas bantuan dan kerja sarma mya Tetima Kasih
Salam, Mardi
Aryani Sinduningrum
CPNS Pusat Perancangan Undang-Undang Shoss cutted teal
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Mengirimkan link melalui e-mail kepada para Korbid

Saya telah menjalankan tindak lanjut tersebut dengan konsisten dan

bertanggung-jawab. (Akuntabilitas)
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B. Analisis Manfaat, Dampak, dan Hambatan
Manfaat dalam kegiatan ini adalah hasil penelitian dari penyebaran
kuisioner dapat dimanfaatkan dengan melaksanakan tindak lanjut dan
melakukan penyelesaian dari akar permasalahan. Dampak jika nilai-nilai ASN
tidak terwujud adalah tidak diselesaikannya akar dari permasalahan sehingga
hasil kuisioner akan menjadi tidak bermanfaat. Hambatannya adalah waktu
yang semakin mendekati target penyelesaian membuat pekerjaan di kegiatan 5

ini harus dikerjakan dalam waktu yang singkat.

36



BAGIAN III.
JADWAL PELAKSANAAN AKTUALISASI

Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

No

Kegiatan /
Tahapan Kegiatan

MEI JUNI JULI AGUSTUS

SEPTEMBER

Oimiv 1 injmiwv|ir|olm[v|1 ol

Menggali informasi
terkait hal-hal yang
terjadi pada proses
penyusunan naskah
akademik dan
rancangan undang-
undang

I | II [ID | IV

1. Mengumpulkan SOP
di Pusat

Perancangan
Undang-Undang

DPR RI terkait

penyusunan

perancangan naskah
akademik dan
rancangan undang-

undang,
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No

Kegiatan /
Tahapan Kegiatan

2

Membuat Pedoman
wawancara kepada
Pihak terkait
penyusunan
Perancangan Naskah
Akademik dan
Perancangan
Undang-Undang,

Melakukan
wawancara kepada
Pihak terkait
penyusunan
Perancangan Naskah
Akademik dan
Perancangan
Undang-Undang.

Melakukan

perbandingan SOP
dengan Permenrb
No. 6 Tahun 2016
tentang Perubaan
Kedua atas
Keputusan Menteri
Negara Pendavaan
Aparatur Negara No.
41 /KEP/M.PAN/12/




No Kegiatan / AGUSTUS SEPTEMBER
Tahapan Kegiatan | m I[ojm|v
2000 tentang
Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan
Perundang-
Undangan dan
Angka Kreditnya.
2. | Membuat dan
menyebarluaskan
kuisioner terkait
pelaksanaan
pelaksanaan
penyusunan naskah

akademik dan RUU
kepada Para Perancang
serta menghimpun
saran dari Perancang.

1.Melakukan
brainstorming
dengan pihak terkait
mengenai daftar
pertanyaan dan
format kuisioner.

2.Membuat daftar
pertanyaan dan

format kuisioner




No Kegiatan AGUSTUS SEPTEMBER
Tahapan Kegiatan Il | III I | ({Im| IV
3.Menyebarkan
kuisioner.
3. | Melakukan pengolahan
kuisioner dan
melakukan analisis hasil
kuisioner.
1. Melakukan
pengolahan data.
2. Melakukan analisis
hasil kuisioner
untuk
mengidentifikasi
akar permasalahan
dan melakukan
tindak lanjut.
3. Membuat laporan
hasil kuisioner
4. | Melakukan  sosialisasi

terkait hasil kuisioner
kepada Perancang




No

Kegiatan /
Tahapan Kegiatan

MEI

1.Membuat media
sosialisasi hasil
kuisioner.

2 Melakukan sosialisasi
hasil kuisioner,

3. Memastikan setidak
tidaknya 50%
Perancang dari
masing-masing bidang
telah menerimea
laporan hasil
kuisioner.

Melakukan tindak lanjut
terhadap hasil dari
analisis kuisioner.

1. Mengkonsultasikan
dengan pimpinan
terkait tindak lanjut.

2. Menyusun langkah-
langkah tindak
lanjut.
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No

Kegiatan /
Tahapan Kegiatan

AGUSTUS

3. Menjalankan tindak
lanjut.

I

III
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A. Kesimpulan

BAGIAN IV.
PENUTUP

Rumusan Isu Ke-1 : Perancang belum semua menjalankan SOP dalam proses
penyusunan Naskah Akademik dan RUU

Kegiatan Ke-1

Kegiatan Ke-2

Kegiatan Ke-3

Kegiatan Ke-4

Kegiatan Ke-5

B. Saran

Menggali informasi terkait hal-hal yang terjadi pada
proses penyusunan naskah akademik dan rancangan
undang-undang. (Komitmen mutu, akuntabilitas,
manajemen ASN, etika publik, integritas.)

Membuat dan menyebarluaskan kuisioner terkait
pelaksanaan  pelaksanaan penyusunan  naskah
akademik dan RUU kepada Para Perancang serta
menghimpun saran dari Perancang. (Whole of

government, etika publik, komitmen mutu.)

Melakukan pengolahan kuisioner dan melakukan
analisis hasil kuisioner. (Akuntabilitas, Manajemen

ASN, Anti Korupsi.)

Melakukan sosialisasi terkait hasil kuisioner kepada
Perancang [Akuntabilitas, etika publik, nasionalisme.)

Melakukan tindak lanjut terhadap hasil dari analisis
kuisioner. (Etika publik, Whole of Government,

Akuntabilitas.)

1) Untuk Penyelenggara Pelatihan
a) Penyelenggara diharapkan dapat menyusun segala peraturan dalam

pelaksanaan diklat dan habituasi ini dengan konsisten;

b) Seharusnya ada sosialisasi dalam pengisian laporan hasil aktualisasi

agar format yang digunakan dalam satu instansi ini dapat disamakan

dan tidak berbeda persepsi antara satu peserta dengan peserta

lainnya.
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2}

Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta

a)

b)

Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan rumusan SOP dengan

cara membentuk tim evaluasi SOP. Dalam evaluasi ini kedepannya

perlu diperhatikan apakah SOP telah mengakomodasi terkait:

= Permintaan AKD atau Anggota Dewan yang dipengaruhi oleh situasi
dan kondisi politik di lingkup DPR RI dalam penyusunan naskah
akademik dan RUU;

- Koordinasi antara tim dan pimpinan PUU dalam penyusunan
naskah akademik dan RUU;

- Kompetensi dan pembagian kerja;

- Pengaturan antara komposisi beban kerja junior dan senior; dan

- Pengaturan manajemen waktu dalam menyelesaiakan penyusunan
naskah akademik dan RUU.

Memberikan arahan untuk mendokumentasikan SOP dalam bentuk

buku sepeti pada Buku Pedoman Penyusunan NA.

Memberikan arahan untuk menyelenggarakan sosialisasi SOP kepada

Perancang.
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LAMPIRAN



Unit Kerja
Identifikasi Isu

Isu yang diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

HASIL AKTUALISASI

Pusat Perancangan Undang-Undang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Perancang belum semua menjalankan SOP dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan

undang-undang.

Perancang belum semua menjalankan SOP dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan

undang-undang

Melakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pelaksanaan proses penyusunan naskah
akademik dan rancangan undang-undang berdasarkan identifikasi akar permasalahan

MatrikS Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

2 . : Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Ho Reglatan. | Tahapan Kegiatan | Qutput /-Hasil Mata Pelatihan Visi/Misi Organisasi Orgpnisasi
1. 2. 3. 4, 5. 6. N
1. Menggali 1. Mengumpulka | Bahan kuisioner Mengawali kegiatan | Menggali informasi | Menggali
informasi terkait n SOP di ini saya telah | terkait hal-hal yang | informasi terkait
hal-hal yang Pusat mengumpulkan SOP | terjadi pada proses | hal-hal yang
terjadi pada Perancangan terkait penyusunan | penyusunan naskah | terjadi pada
proses Undang- perancangan naskah | akademik dan | proses
penyusunan Undang DFR akademik dan | rancangan undang- | penyusunan
naskah RI terkait rancangan undang- | undang akan | naskah
akademik dan penyusunan undang yvang | memperkuat misi PUU | akademik dan
rancangan perancangan bertujuan untuk | vaitu manajemen | rancangan
undang-undang . naskah membatasi ruang | pengetahuan vang | undang-undang
akademik dan lingkup dari bahan | bernilai menguatkan nilai




No Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output /Hasil | ‘o oo SUDStansi ﬁ;ﬂ“ﬁ;ﬂm ol
1. 2, 3. 4. 5. 6. ¥
rancangan kuisioner  sehingga integritas  yang
undang- meningkatkan mutu bertujuan
undang. dari kuisioner itu mengetahui
sendiri untuk dapat konsistensi
menggali akar praktik dengan
permasalahan. peraturan yang

Membuat
Pedoman
wawancara
kepada Pihak
terkait
penyusunan
Perancangan
Naskah
Akademik dan
Perancangan
Undang-
Undang.

Melakukan
wawancara
kepada Pihak
terkait
penyusunan

2. Tahap

[Komitmen Mutu)

selanjutnya
saya telah membuat
pedoman wawancara
yang akan
menciptakan  nilai-
nilai konsisten dan
netralitas.
(Akuntabilitas,
Manajemen ASN)

3. Dalam pelaksanaan

WAWAICAra saya
telah melakukan
dengan

memperhatikan etika

memayungi demi
terwujudnya
profesionalisme
dalam bekerja




No Kegiatan | Tahapan Kegiatan | Output / Hasil K“w[; ]mim Al ﬁf;mgmhf‘ﬁ ng“c St Hilal
1§ 2. 3. 4, o 6. T

Perancangan dan mengedepankan

Naskah sikap sopan santun.

Akademik dan (Etika Publik)

Perancangan

Undang-

Undang.

Melakukan Proses perbandingan

perbandingan SOP telah dilakukan

SOP dengan untuk melihat

Permenpanrb apakah SOP sudah

No. & Tahun
2016 tentang
Perubaan
Kedua atas
Keputusan
Menteri
Negara
Pendayaan
Aparatur
Negara No.
41/KEFP/M.PA
N/12/2000
tentang
Jabatan
Fungsional

konsisten dengan
peraturan lainnya
sehingga tidak ada
disharmonisasi yang
terjadi. (Integritas)




3 3 : Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
No Kegatan, | Tehapan Kegistan') Qupac /i Resl Mata Pelatihan Visi/Misi Organisasi Orsanisasi
1 2. 3. 4, 5. 6. 7.
Perancang
Peraturan
Perundang-
Undangan
dan Angka
Kreditnya.
Membuat dan | 1. Melakukan Format kuisioner Brainstorming telah | Membuat dan | Pembuatan
menyebarluaska brainstorming | dan daftar dilakukan dengan | menyebarluaskan kuisioner harus
n kuisioner dengan pihak | pertanyaan kolaborasi  kepada | kuisioner mendukung | dilaksanakan
terkait terkait pihak terkait (Whole | penguatan visi | dengan nilai
pelaksanaan mengenai of Government) serta | Perancangan Undang- | profesionalitas
penylstnag daftar dilaksanakan dengan | Undang sebagai | dalam  bekerja
naskah pertanyaan memperhatikan etika | Organisasi Pendukung | serta dilakukan
aleademiic dan d format dan mengedapankan | DPR RI Bidang | dengan
RUU  kepada sy EICRPETE . il :
nare Perancang, kuisioner. sopan santun. (Etika | Keahlian Perancangan | bertanggungjawa
Publik) Undang-Undang yang| b untuk
Profesional, Akuntabel, | mewujudkan
dan Berkualitas nilai akuntabel.
2. Membuat Tujuan yang hendak
daftar dicapai dari
pertanyaan pelaksanaan
dan format kuisioner terwujud
kuisioner, jika kuisioner

bermutu baik dengan
disusunnya




. : : Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
No Kegiatan Tahapan Kegiatan | Output / Hasil Mata Pelatihan Visi/Misi O G 0 anil
15 ¥ 3. 4. 5. 6. i
pertanyaan secara

3. Menyebarkan
kuisioner.

efektif dan efisien.
(Komitmen Mutu)

Proses  penyebaran
kuisioner telah saya
lakukan secara
profesionalitas  dan
juga dengan penuh
rasa tanggung jawab

kepada para
perancang yang
bertindak sebagai
responden dalam
survey ini

(Akuntabilitias) serta
mengedepankan pula
nilai etika dan sopan
santun. (Etika
Publik.)




Melakukan
kuisioner

analisis
kuisioner

dan

Melakukan
pengolahan
data

Melakukan
analisis hasil
kuisioner
untuk
mengidentifik
asi akar
permasalahan
dan
melakukan
tindak lanjut

Membuat
laporan hasil
kuisioner

Laporan Kuisioner

Saya telah berupaya
memahami cara
mengolah data yvang
lebih obyektif.
(Akuntabilitas)
Saya telah
mengedepankan
profesionalitas dalam
mengidentifikasi
akar permasalahan.
[Akuntabilitas,
Manajemen ASN|)

Dalam membuat
laporan hasil
kuisioner, saya telah
mengedepankan
kejujuran sesuai
hasil kuisioner yang
sebenar-benarnya

serta dilaksanakan
dengan penuh
tanggung jawab.

(Anti Korupsi)

Melakukan pengolahan
kuisioner serta
mengidentifikasi akar
permasalahan demi
menemukan saran
perbaikan mewjudkan

kontribusi nyata dalam
visi PUU yaitu
menjadikan Pusat
Perancangan Undang-
Undang sebagai
Organisasi Pendukung
DPR RI Bidang

Keahlian Perancangan
Undang-Undang vyang
Profesional, Akuntabel,
dan Berkualitas

Pengolahan
kuisioner harus
dilakukan secara
profesional
dengan
berlandaskan
nilai Religius
vaitu
mengutamakan
kejujuran,




Melakukan
sosialisasi terkait
hasil kuisioner
kepada

1. Membuat media
sosialisast hasil
kuisioner;

2_Melakukan
sosialisasi hasil
kuisioner;

Laporan hasil
kuisioner untuk
disosialisasikan
kepada para
perancang.

Saya telah membuat
media sosialisasi
yang jelas dan sesuai
dengan hasil laporan
kuisioner yang
sebenar-benarnya.

(Akuntabilitas)

Wujud dari
kepedulian dan
tanggung jawab saya
menyelenggarakan
kuisioner (Etika
Publik) adalah saya
telah melakukan
sosialisasi hasil
kuisioner yang akan
disampaikan dengan
adil dan amanah
(nasionalisme]
kepada Perancang
dengan
mengedepankan
transparansi,
keterbukaan
(Alkuntabilitas)
kejujuran

Korupsi).

dan
[Anti

Sosialisasi hasil
kuisioner mendukung
nilai akuntabilitas yang
menjadi visi PUU pula
sebagai organisasi
Pendukung DPR RI
Bidang Keahlian
Perancangan Undang-
Undang yvang
Profesional, Akuntabel,
dan Berkualitas
Memperkuat
manajemen
pengetahuan yang
bernilai

Nilai organisasi
vang terkandung
dari melakukan
sosialisai hasil
kuisioner adalah
terwujudnya
nilai-nilai
akuntabilitas.




3.Memastikan
para Perancang
telah menerima
laporan hasil
kuisioner.

Wujud  kepedulian
dan tanggung jawab
saya dari melakukan
sosialisasi hasil
kuisioner tidak
hanya berhenti pada
proses sosialisasi itu

saja, tetapi juga

memastikan bahwa

memang benar para

perancang telah

menerima hasil

kuisioner. [Etika

Publik)
Melakukan 1. Mengkonsulta | Pelaksanaan Konsultasi  dengan | Tindak lanjut dari hasil | Pelaksanaan
tindak lanjut sikan dengan | tindak lanjut dari atasan telah saya | kuisioner secara umum | tindak lanjut ini
terhadap  hasil atasan terkait | permasalahan lakukan dengan | mendukung Visi dan | harus
analisis dari tindak lanjut. memperhatikan etika | Misi PUU yaitu Visinya | dilaksanakan
kuisioner dan mengedepankan | menjadikan Pusat | secara

sopan santun (Etika
Publik) guna
terwujudnya
koordinasi di
berbagai pihak yang
nantinya berkaitan
erat dengan isu yvang
saya angkat (Whole
of Government).

Perancangan Undang-

Undang sebagai
Organisasi Pendukung
DPR RI Bidang

Keahlian Perancangan
Undang-Undang yang
Profesional, Akuntabel,
dan Berkualitas;

Serta Misi nya yaitu:

profesional yang

didasari sikap
religius yaitu
jujur dan
amanah, sikap
akuntabel
dengan
bertanggung
jawab, serta

mengedepankan




Menyusun
langkah-
langkah
tindak lanjut.

Menjalankan
tindak lanjut;

Langkah-lagkah

tindak lanjut telah
disusun berdasarkan
hasil kuisioner dan
penyusunan tindak

lanjut akan
dilakukan secara
profesional.
(Akuntabilitas)

Saya telah
menjalankan tindak
lanjut dengan
konsisten dan
bertanggung-jawab.

(Akuntabilitas)

Memperkuat
penyelenggaraan
fungsi  dukungan
Perancangan
Undang-Undang
yang mendukung
proses pelaksanaan
fungsi legislasi
dewan; dan
Memperkuat
manajemen
pengetahuan yang
bernilai

integritas.




Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Mentor

Nama Peserta Aryani Sinduningrum
NIP 19930529 201803 2 001
Unit Kerja : | Pusat Perancangan Undang-Undang
Jabatan Calon Perancang PUU Pertama
Perancang Belum Semua Menjalankan SOP dalam
Isu Proses Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan
Undang-Undang
b,
Kegiatan 1:  Menggali informasi terkait hal-hal yang terjadi proses

penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-

undang.
Paraf

[ Penyelesa.lan Kegata.n | Catatan Mentor Meater

. e R S R e S T | S b i i S ey ol e e b

Tahapa.n Kegiatan

Output Kegiatan Terhadap <

Pemecahan Isu | a

)
| ! %’lﬂl LR

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

ﬂﬂaﬁ/u;-mw

L

Penguatan Nilai Organisasi

i




Kegiatan 2:  Membuat

dan menyebarluaskan

kepada para Perancang

kuisioner

terkait
pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan RUU

: ; Paraf
Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor
: Mentor
b domiialil e S iRt i | e o e s e s et il o e - il | e e S

Tahapan Kegiatan
Output Kegiatan Terhadap e

-
Pemecahan [su

i

. 3/ /1ol

Keterlkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

Penguatan Nilai Organisasi




Kegiatan 3: Melakukan pengolahan kuisioner dan melakukan analisis

hasil kuisioner.

Paraf
Mentor

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor

gt st e S | i T Sl A
Tahapan Kegiatan

QOutput Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu

Keterkaitan Substans:

Mata Pelatihan W& EW\AWW ,qu"

rpefdn Mm
Kontribusi terhadap Tusi E N e
organisasi "JJ W

Penguatan Nilai Organisasi




Kegiatan 4 : Melakukan Sosialisasi terkait hasil kuisioner kepada

Perancang
e _ Parafl |
Penyelgéman Ke:g.La.ta..n. cod Cétatan Mentor Macior
LIS e Wiy . ; li}_‘.:-_,‘f_].ff’{i'.-ré:l',i—.:.'ﬁirj:._;;-_1 ok M L '.c_-z'.:!'u'-! e s '*-.; -_-_,--.-_-_-,..
Tahapan Kegiatan
Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu :
Lt
\:L !0’31\@"‘ 4
Keterkaitan Substansi %
Mata Pelatihan ( JZCW% &U'bu‘ﬂ" ,&/I 7
ﬂgxmum L,.D
Kontribusi terhadap Tusi
organisasi

Penguatan Nilai Organisasi




Kegiatan 5 : Melakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis dari

kuisioner

. Bimn : Paraf |
-Pényeles?an Kegl.gtan Catatan Mentor Mestor
#%’f-ﬁ!b&ftl%%ht&#'-;;:ﬁ_-;'t.'-'--l-'ﬁ-'-_.:-.: e A WA & e T o i e 55 e e ARG e
Tahapan Kegiatan
Output Kegiatan Terhadap \
Pemecahan Isu
2K [agf

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

g ey i

prere porgadie.

TANY

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

L




Bukti Pengendalian Pembelajaran Aktualisasi oleh Coach

Nama Peserta

Aryani Sinduningrum

NIP

19930529 201803 2 001

Unit Kerja Pusat Perancangan Undang-Undang
Jabatan Calon Perancang PUU Pertama
Perancang Belum Semua Menjalankan SOP dalam
Isu Proses Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan

Undang-Undang

1) Kegiatan 1 : Menggali informasi terkait hal-hal yang terjadi pada proses

penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-

undang

Waktu dan Media

Penyelesaian Kegiatan Catatan Coaching Chating
.-_- pre I”- ..r:'-': Ly A G s "l'-'" I'a'-.' B i '--:.i‘.-'_':_".-."".-- '.-'f".:- .,
Tahapan Kegiatan
Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu b JPLD\
lab Ge ﬂ(j:\[m
=

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

g ?@UC; ?ﬁi}ﬂi{‘a L

bcw \ceg,

Kontribusi terhadap Tusi

FRe fertecd 1

organisasi J[ A s
G Qeu CuPtan
TV des

Penguatan Nilai Organisasi b.,".\a': @U"B@

g




2)

Kegiatan 2:  Membuat

dan menyebarluaskan

kuisioner terkait

pelaksanaan penyusunan naskah akademik dan RUU

kepada Perancang

Tahapan Keg;ata.n

Penyelesaian Keglatm
E"'rr'!’-',l-.r _r..'.'-.u.. ratuii bR et _:I,Lh

sl |

Catatan Cnachmg
ﬂ‘iﬁ\:tr .-u-l' I’fﬁ,- J4E

_-;.'.;.\ W | L ana

Waktu dan Media
Coachmg
il 1-—1:"- -llmu'ﬂ-k B el

Gt (evan v e

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu

}Aguiﬁ kvuy
Pc wecalan (G

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

P‘gﬂ{{u} '-(}rkc‘n{/

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

!

6 evleutpe

Penguatan Nilai Organisasi

h}gutﬂ-cm".'ﬁ(uu wile -
CUGar S,




hasil kuisioner

3) Kegiatan 3 : Melakukan pengolahan kuisioner dan melakukan analisis

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Coaching

|t R G S i s i o e R P oS e i

Waktu dan Media
Coaching

At T

Tahapan Kegiatan

ge '-;.ua,{ gCL‘ﬁdu [E".-

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu

Mendukung
Pc{ﬁ('c.-‘mcn:i G~
PG'DMC cedagon | S/

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Tc’ it .{

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

@a\f Koun h?\;GU\’ =

Wl ai ovgawnsias. *

Penguatan Nilai Organisasi




4) Kegiatan 4:

perancang

Melakukan sosialisasi terkait hasil kuisioner kepada

Penyelesaian Kegiatan

L Tk o [ P

Catatan Coaching

v e e

Waktu dan Media
Coaching

BB s Lugeny

Tahapan Kegiatan

A

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu

Ehfaw

leeabn

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

L’Eﬂ[ﬂ Ced (ala
J

\

. i
';FG\JG'I P@murg |

C{ Gn (t‘-@%‘.ﬂ‘k -

1

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

.[e‘uL‘ éﬂ((m‘#-}\%: ol
Gd fest Corai aun

1 dae

3
[

—

Penguatan Nilai Organisasi

48 ilr:tf UWF}’TL‘.‘
Sac, *




5) Kegiatan 5:

kuisioner

Melakukan tindak lanjut terhadap hasil analisis dari

Penyelesaian K&giatan
P Tt D T )

Catatan Coachmg

R S AL |

Tpe B =
i e T

Waktu dan Media
Coaﬂhmg

R T B AP e

Tahapan Kegiatan

I

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu

Agar padet Gaat
hecgictan

dilaicutce

Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

bisa &lakvkac
Gowal  fuliapat

an  fecrathin
dora ) bev konthibu

Kontribusi terhadap Tusi

organisasi

’“Agl Pp[,1r.:-1.oa‘|u—
TY% dar piler
f'urﬁfiM"ISeg.t

Penguatan Nilai Organisasi

'
J




LAMPIRAN
KEGIATAN 1



NOMOR SOP PU/_ /BK DPR RI/5/2016
TGL. PEMBUATAN .. Mei 2016

TGL. REVISI =

TGL. EFEKTIF =
DISAHKAN OLEH

Kepala Pusat Perancangan
Undang-Undang,

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN

WAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA D Inosentius Samsul, 511, M Hum,
DE R N NIP.19650710 198003 1 007

NAMA SOP PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  DAN
RANCANGAN UNDANG- UNDANG

' KUALIEIKASIPECAKSANATE GRS e S e S A B s :
1. Memahami Struktur Organisasi Sekrelariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

2. Memahami Penyusunan Naskah Akademik.
3. Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.

EDASARIHUKUM: A S s ka1 2o

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah,

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 teniang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
indonesia.

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Momar 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Momor 2 Tahun 2016 tentang




Perubahan alas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia.

KETERKAITAN: IPERALATAN/PERLEENGKARAN : &l St e SR o Sl

1. SOP Pembentukan Tim Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang | 1. Nota dinas/lembar disposisi.
Atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik | 2. Kemputer/printer/scanner.
Indonesia. 3. Jaringan internet.

2. SOP Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan | 4. Buku terkail penggunaan teori dalam penyusunan Naskah Akademik dan
Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang.

3. SOP Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan Naskah Akademik dan | 5. Peraturan perundang-undangan terkait penyusunan Naskah Akademik dan
Rancangan Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang.

4. SOP Pendokumentasian Hasil Kerja.

PERINGATAN: X . W TR © J|IPENCATATAN'DANPENDATAAN: B iR e T

Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aklivitas yang telah d:tetapkan

Disimpan sebagai data manual dan elektronik.

Kaq

TPUD

1. |a Menenma arshan dari Kepala
Badan Keahlian DPR Rl (BKD)
untuk menyusun Naskah Akademik
(NA) dan Rancangan Undang-
Undang (RUU).

. Menugaskan Ketua Tim untuk
melaksanakan  penyusunan lime
schedulelrencana kegiatan penyu-
sunan NA dan RUU.

Pembentukan Tim
dibuat SOP tersendiri.

20
menit

Aréhan ' Disposisi

. Mengadakan  rapat dengan
anggota tim:

1) Melakukan brainstorming.

2) Menentukan fime schedule!

rencana kegiatan.

Time
Schedulel
Rencana
kegiatan

Disposisi | 4 jam




K

. Menyampaikan  time  schedule/
rencana kegiatan kepada Kepala
Pusat  Perancangan Undang-
Undang (PUU).

an NA dan RUU.

Menerima time schedulelrencana Time 20 Disposisi
kegiatan penyusunan NA. Schedulel | menit
. Menugaskan Ketua Tim untuk: _J Rencana
1) Melakukan pengumpulan bahan l kegiatan
kepustakaan,
2) Melakukan kajian dan telaahan
bahan kepustakaan lerkait
urgensi RUU,
3) Menyusun oulline NA.
Melakukan pengumpulan  bahan Disposisi | 4 hari | a. Bahan
kepustakaan. Pustaka
Melakukan kajian dan telaahan b. Outline
bahan kepustakaan terkait urgensi ———! NA
RUU. c. Time
Menyusun oullineg NA. Schedul
Mempresentasikan dan el
menyampaikan outline NA dan Rencana
time schedule/ rencana kegiatan kegiatan
kepada Kepala Pusat PUU.
. Menyampaikan masukan terkait Outline 60 Disposisi
outline NA dan lime schedulef NA  dan | menit
rencana kegiatan kepada tim. -: time
. Menugaskan Ketua Tim untuk schedule!
menindaklanjuti rencana kegiatan. rencana
kegiatan
. Melakukan diskusi dengan Disposisi 4 hari | a. Kegiatan |a. Diskusi dilaksanakan
pakar/narasumber terkait penyusun- b. Laporan maksimal 4  kali

dalam 4 hari (SOP




Disk

usi  Pakar/
MNarasumber).

b. Melakukan  pengumpulan  dala 8 hari . Pengumpulan rT'lata
penyusunan MNA dan RUU dalam dalam kota maksimal
kota dan daerah. 3 kali dalam 3 hari

(SOP Pengumpulan
Data).

Pengumpulan  data
ke daerah
dilaksanakan
maksimal 5  hari
(SOP Pengumpulan
Data).

. Menyusun laporan pengumpulan 4 hari . Setiap pengumpulan
data penyusunan NA dan RUU data dalam kota
dalam kota dan daerah. diberikan waktu 1

hari setelahnya untuk
menyusun laporan.

Setiap pengumpulan
data daerah
diberikan waktu 3
hari setelahnya unluk
menyusun laporan.

. Menyampaikan laporan pengum- 20
pulan data kepada Kepala Pusat menit
PUU.

. Menerima laporan. Laporan 20 Disposisi
. Menugaskan lim untuk merumus- menit
kan konsep NA dan menyusun
kerangka dasar draf RUU.

. Mengadakan rapat untuk Disposisi 12 | 2. Kegiatan. | Rapat dilakukan dengan




Keterangan

merumuskan konsep NA. hari pembagian lugas
. Mengadakan rapat untuk menyusun 1 hari NA kepada anggola tim.
kerangka dasar draft RUU: c. Kerangka
1) Mengumpulkan bahan. dasar
2) Menganalisis bahan. draf RUU
3) Merumuskan kerangka dasar/
sistematika RUU.
. Menyampaikan kerangka dasar/ 20
sistematika RUU kepada Kepala menit
Pusat PUU.
9. . Menerima kerangka  dasar/ Kerangka 60 Dispaosisi
sistematika RUU dasar menit
. Memberi masukan terhadap draf RUU.
kerangka dasar draf RUU,
. Menugaskan Ketua Tim untuk
menyusun draft RUU.

10. | a. Mengadakan rapat untuk Disposisi 12 a, Kegiatan. | = Rapat dilaksanakan
merurmuskan draf RUU sesuai hari | b. Bahan dengan  pembagian
masukan Kepala Pusat PUU. Presen- tugas kepada ang-

. Menyiapkan presentasi konsep NA 2 hari tasi gota tim, 12 hari.
dan RUU kepada Kepala Pusat Konsep = Menyiapkan
PUU. 20 NA dan presentasi konsep

. Menyampaikan dan memresenta- menit RUU. NA dan RUU, 2 hari.

sikan konsep NA dan RUU kepada
Kepala Pusat PUU.

Konsep NA dan RUU
disampaikan melalui
email kepada Kepala
Pusat PUU.

= Presentasi dilaksana-
kan 1 hari.
Dalam hal Koordina-
tor Bidang bukan
sebagai  ketua lim,




sdls i e

prese oleh ketua |
tim didampingi Koor-
dinator Bidang.

11. | Menerima konsep NA dan RUU yang Kensep 60 Kaonsep NA

telah dipresentasikan: NA menit | dan RUU.
a apabila ada koreksi, konsep NA dan RUU.

dan RUU dikembalikan kepada

Ketua Tim,
b. apabila tidak ada koreksi, konsep

NA dan RUU dijadikan bahan

untuk melakukan uji konsep NA

dan RUU.

12. | a. Mengadakan  rapat untuk Konsep 2 hari | Konsep NA | Rapat dilaksanakan
membahas konsep NA dan RUU MNA dan RUU maksimal 2 hari.
berdasarkan koreksi dari Kepala dan RUU Dalam hal Koordinator
Pusat PUU. Bidang bukan sebagai

b. Menyampaikan konsep NA dan 20 ketua tim, pembahasan
RUU hasil koreksi kepada Kepala menit didampingi Koordinator
Pusat PUU. Bidang.
13. | Menugaskan Tim uniuk melakukan uji Konsep 15 Disposisi
konsep NA dan RUU. NA menit
dan RUU
14. | a. Melakukan uji konsep NA dan RUU. Disposisi | 6 hari | a.Kegiatan. |a. 3 hari uji konsep NA
b.Bahan dan RUU ke daerah
Presenta- | dan 3 hari uji konsep
si konsep NA dan RUU di dalam
NA dan | kota (6 hari).




- Sesuai dengan
SOP Uji Konsep
NA dan RUU

- Uji Konsep NA
dan RUU dapat
dilakukan melalui
seminar, workshop
flokakarya, atau

FGD.

Kepala BK.

. Mengadakan  rapat untuk 2 hari b. Rapat untuk mem-
membahas konsep NA dan RUU bahas kaonsep NA
berdasarkan hasil uji konsep. dan RUU dilaksana-

kan 2 hari.

. Menyiapkan  bahan  presentasi 2 hari c. Penyiapan bahan
konsep NA dan RUU untuk Kepala presenlasi dilaksana-
BK yang akan disampaikan kepada kan 2 hari.

Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau
Anggota DPR.

. Menyampaikan bahan presentasi 20 d. Konsep NA dan RUU
konsep NA dan RUU kepada menit disampaikan melalui
Kepala Pusat PUL. email kepada Kepala

Pusat PUU.
15. . Mempresentasikan konsep NA dan Bahan 1hari | Konsep NA | Preseniasi  dilaksana-
RUU kepada Kepala BK. Presentasi dan RUU kan 1 hari.

. Menyampaikan konsep NA dan konsep Presentasi oleh Kepala

RUU hasil presentasi kepada NA  dan Pusat PUU didampingi
RUU Koordinator Bidang dan/

atau Ketua Tim,




Meneria kc:-nse NA dan RUU yang

telah dipresentasikan:

a.

apabila ada koreksi, konsep NA
dan RUU dikembalikan kepada
Kepala Pusat PUU  untuk
diteruskan kepada tim.

apabila tidak ada koreksi, konsep
NA dan RUU disampaikan kepada
AKD atau Anggota DPR.
Menugaskan Kabag TU BK untuk
membuat surat penyampaian NA
dan RUU kepada Pimpinan AKD
atau Anggota DPR.

G

17.

Membuat surat penyampaian NA
dan RUU yang ditujukan kepada
Pimpinan AKD atau Anggota DPR.
Melaporkan pelaksanaan tugas
dan lindak lanjut sural penyam-
paian NA dan RUU dari Pimpinan
AKD atau Anggota DPR kepada
Kepala BKD.

Disposisi

1 hari

Sural

Tembusan disampaikan

kepada:

1. Sekretaris Jenderal
DPR.

2. Kepala Pusat PUU.

18.

Alas permintaan AKD atau Anggota
DPR, mempresentasikan NA dan
RUU kepada AKD atau Anggota
DPR didampingi Kepala Pusat
PUU, Koordinator Bidang, dan Tim.

. Menerima masukan dan tanggapan

dari AKD atau Anggota DPR
terhadap NA dan RUU yang telah
dipresentasikan:

1) apabila ada masukan dan
tanggapan, NA dan RUU

Sural/
Perminta-
an

1 hari

a. Presen-
tasi

b. Masukan

c. Disposisi

Sesuai dengan permin-
taan AKD atau Anggota
DPR.




disempurnakan oleh Kepala
BKD.

2) apabila lidak ada masukan dan
tanggapan, NA dan RUU
diserahkan kepada AKD atau
Anggota DPR.

c.Menugaskan Kepala Pusat PUU
untuk menyempurnakan NA dan

RUU.

.......

19,

Menerima dan menugaskan Ketua Tim
untuk melakukan penyempurnaan NA
dan RUU berdasarkan masukan dan
tanggapan AKD atau Anggota DPR.

v

Disposisi

15
menit

Disposisi

20.

a. Mengadakan rapat untuk menyem-
punakan NA dan RUU sesuai
dengan masukan dan tanggapan
dari AKD atau Anggota DPR.

b. Menyampaikan NA dan RUU hasil
penyempurnaan kepada Kepala
Pusat PUU.

Disposisi

3 hari

a. Kegiatan.
b. NA dan
RUU

Kepala Pusat PUU
dapal menugaskan
Koordinator Bidang
untuk berkoordinasi
dengan Kelua Tim
dalam penyempurnaan
MA dan RUU.

21.

a. Menerima NA dan RUU hasil
penyempurnaan.

b. Menugaskan Kasubbag TU Pusat
PUU untuk membuat surat
penyampaian NA dan RUU hasil
penyempurnaan kepada Kepala
BKD.

-

NA dan
RUU.

15
menit

Disposisi

22,

a. Membuat surat penyampaian NA
dan RUU hasil penyempurnaan
kepada Kepala BKD.

| b. Menyampaikan __ surat _ kepada

h

Disposisi

30
menit

Surat




u ; i a
Kepaia- Pusat PUU untuk
ditandatangani.
23. | Menandatangani surat penyampaian ' Surat 15 | Disposisi
NA dan RUU hasil penyempurnaan menit
dan menugaskan Kasubbag TU Pusat
PUU untuk menyampaikannya kepada
Kepala BKD.
24, | Menyampaikan surat beserta lampiran Disposisi 10 Surat, NA,
kepada Kepala BKD melalui Kabag TU menit | dan RUU
BKD.
25. | Menerima dan menyampaikan surat | Surat, NA, [ 10 | Surat, NA,
beserta lampiran kepada Kepala BKD. dan RUU menit | dan RUU
26. | a. Menerima NA dan RUU yang telah NA dan 15 Disposisi Tembusan disampaikan
disempurnakan. RUU menit kepada:
b. Menugaskan Kabag TU BKD untuk 1. Sekretaris Jenderal
membuat sural penyampaian NA DPR
dan RUU kepada AKD atau 2. Kepala Pusat PUU
Anggota DPR.
26. | a. Membuat surat penyampaian NA - Disposisi 30 | Surat
dan RUU hasil penyempurnaan menit
kepada Pimpinan AKD atau
Anggota DPR.
b. Menyampaikan surat kepada
Kepala BKD untuk ditandatangani.
27. | Menandatangani surat dan Surat 15 Disposisi
menit

menugaskan Kabag TU BKD untuk
menindaklanjuti.

10




s F v M WA o 1

8. |a. Mengirimkan surat kepad Disposisi a. Kegiatan
Pimpinan AKD atau Anggota DPR. menit | b. Copy,
b. Menyampaikan copy surat, NA, dan sural,
RUU hasil penyempurnaan kepada NA, dan
Kasubbag TU Pusat PUU untuk RUU
didokumentasikan.
29. | Mendokumentasikan NA dan RUU. Copy, 10 Arsip surat, | Pendokumentasian NA |
,g surat, menit | NA, dan dan RUU dibuat SOP
NA RUU RUU. tersendiri,

11



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SOF PU/ /BK DPR RI/5/2016
TGL. PEMBUATAN .. Mei 2016

TGL. REVISI -

TGL. EFEKTIF -

DISAHKAN OLEH

Kepala Pusat Perancangan
Undang-Undang,

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP.19650710 199003 1 007

NAMA SOP

{DASAR:HUKUM:ZSaasds

1.

2.

Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 1entang F'embenlukan Peratumn
Perundang-Undangan.

Undang-Undang MNomor 17 Tahun 2014  tentang  Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tala Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Namor

PENGUMPULAN DATA NASKAH AKADEMIK DAN
RﬁNCANGAN UNDANG UNDANG

Bwh =

Undang-Undang.

T IKUALIFIKASPECARSANA. R e e

Memahami Strukiur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Memahami Penyusunan Naskah Akademik,

Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Memahami Pelaksanaan Pengumpulan Data Naskah Akademik dan Rancangan




- sk

minggu

SiKeteranqgan)

sebelum
keberangkatan.

Menerima TOR serta nama dan . TOR 1 hari a. TOR Surat permohonan
alamat stakeholder yang dituju. . Daftar b. Nota penggunaan anggaran
Melakukan proses  administrasi stake- Dinas ditujukan kepada
dan mengajukan  permchonan holder c. Surat Sekretaris Jenderal dan
penggunaan  anggaran  untuk Permo- | ditembuskan kepada:
kegiatan pengumpulan data. honan 1. Kepala Pusat PUU
1) membuat nota dinas Kepala 2. Kepala Biro
Pusat Perancangan Undang- Perencanaan dan
Undang (PUU) yang ditujukan Keuangan
kepada Kepala Badan 3. Kepala Bagian
Keahlian DPR Rl (BKD). Perjalanan
2) _membuat surat permohonan
penggunaan anggaran kepada
Sekretaris  Jenderal yang
ditandatangani oleh Kepala
BKD.
Menyampaikan TOR, nota dinas,
dan surat permohonan
penggunaan anggaran kepada
Kepala Pusat PUU.
Menerima TOR, nota dinas, dan . TOR 20 a. TOR
surat permochonan penggunaan . Nota menit | b. Nota
anggaran pengumpulan data. Dinas Dinas
Menandatangani nota dinas yang . Surat c. Surat
ditujukan kepada Kepala BKD. Permo- Permo-
Menyerahkan TOR, nota dinas, honan honan
dan surat permohonan penggu penggun




BKD, untuk ditindaklanjuti .

e et s e e i e

anggra

an

Keterangam]

ggara
n n
Menerima dan menyerahkan TOR, . TOR 15 a. TOR
nota dinas dan surat permohonan . Nota menit | b. Nota
penggunaan anggaran yang sudah Dinas Dinas
ditandatangani Kepala BKD kepada . Surat c. Surat
Kasubbag TU Pusat PUU. Permo- Permo-
honan honan
penggu penggun
naan aan
anggar- anggar-
- an an
Menerima dan meneruskan TOR . TOR 20 - SPPD
dan surat permchonan penggunaan . Nota menit | - DOP
anggaran yang sudah Dinas
ditandatangani Kepala BKD kepada . Surat
Sekretaris  Jenderal beserta Permo-
tembusannya. honan
Melaporkan kepada Kepala Pusat penggu
PUU bahwa surat permohonan naan 20
penggunaan  anggaran  sudah anggara | menit
disampaikan kepada Sekretaris n
Jenderal dan sedang dilakukan
proses pencairan anggaran di Biro
perencanaan.
Melakukan proses pencairan
anggaran di Biro Perencanaan dan
Keuangan serta di  Bagian 7 hari

Perjalanan.




Perjalanan

dari Ketua Tim.
. Menyusun laporan 5 hari | Dinas
pertanggungjawaban perjalanan
dinas pengumpulan data.
. Menyampaikan laporan
pengumpulan data dan laporan 20
pertanggungjawaban perjalanan menit
dinas pengumpulan data kepada
Kepala Pusat PUU.
. Menyampaikan laporan
pertanggungjawaban perjalanan
dinas pengumpulan data kepada
Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan. _ )
12 . Menerima laporan pengumpulan Laporan 20 Disposisi
data dan Laporan pengum- menit
Pertanggungjawaban  Perjalanan pulan data
Dinas. Laporan
. Menugaskan Kasubbag TU Pusat Pertanggun
PUU untuk mendokumentasikan gjawaban
Laporan pengumpulan data dan Perjalanan
Laporan Pertanggungjawaban Dinas
Perjalanan Dinas. B
14. | Mendokumentasikan Laporan a. Disposi- 20 Pendoku- S0P
Pengumpulan data dan Laporan si menit | mentasian Pendokumentasian
Pertanggungjawaban Perjalanan > b. Laporan Hasil Kerja
Dinas. g pengum
pulan

data




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SOP PU/ /BK DPR RI/5/20186
TGL. PEMBUATAN ... Mei 2016

TGL. REVIS! -

TGL. EFEKTIF -

DISAHKAN OLEH

Kepala Pusat Perancangan
Undang-Undang,

Dr. inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP.19650710 199003 1 007

NAMA SOP UJI  KONSEP NASKAH AKADEMIK DAN

iDASAR HUKUM: S

N , ,’_x_*" = ..—.—TF..--.. — _,_..-.-.ﬁ._.t_—.-r..._

TKUALIEIKASIPECAKSAL

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

1,

2.

5 o pEs 3 2Lz
Undang-Undang N Nomur 12 Tahun 2011 tentang Pemhenmkan Peraturan
Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyatl, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 lentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia,
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyal Republik Indonesia Momor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MNomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia_ Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Bwn o

Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Memahami Penyusunan Naskah Akademik.

Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Memahami Pelaksanaan Uji Konsep Maskah Akademik dan Rancangan Undang-
Undang.




PUU paling lambat 3
(tiga) minggu
sebelum
keberangkatan.

permohonan penggunaan anggaran
dari Kasubbag TU Pusat PUL.

Menugaskan Ketua Tim untuk
mengirimkan konsep NA dan RUU
kepada pakar/narasumber dan

stakeholder yang dituju.

a. Menerima TOR serta nama dan a. TOR 1 hari a. TOR Proses Adminsitrasi
alamat stakeholder yang dituju b. Daftar b. Nota mengacu kepada SOP
b. Melakukan proses administrasi dan stakehold Dinas Permohonan
mengajukan permohonan er c. Surat Penggunaan Anggaran
penggunaan anggaran untuk Permoho | Pengumpulan Data/ Uji
kegiatan uji konsep: nan Konsep
- membual nota dinas Kepala Penggun
Pusat Perancangan Undang- aan
Undang (PUU) yang akan Anggaran
ditujukan  kepada  Kepala
Badan Keahlian DPR RI
(BKD).
- membuat surat permochonan
penggunaan anggaran kepada
Sekrelaris Jenderal DPR RI
yang ditandatangani  oleh
Kepala BKD.
¢. Menyerahkan laporan proses
permohonan penggunaan anggaran
kepada Kepala Pusat PUU.
a. Menerima laporan proses Laporan 20 menit | Disposisi




P e

Mendokumntasikan
Konsep.

lapo

ST e s

ran  Uji

| Wi f|. OUIELE

B WL | BRI .ﬁ.ll

Keterangan

a posisi | 20 menit | Pendoku- S0P

b. Laporan mentasian | Pendokumentasian
Uji Hasil Kerja
Konsep




SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SOP PU/ /BK DPR RI/5/2016
TGL. PEMBUATAN ... Mei 2016
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF =
DISAHKAN OLEH Kepala Pusat Perancangan
Undang-Undang,
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
NIP.19650710 199003 1 007
NAMA SOP DISKUSI PAKAR/NARASUMBER DALAM
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN

AUKUALIFIKAS IPECAKS AN A e

e

1.

2.

Undang-Undang
Perundang-Undangan. AN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 féntang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyal Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Bwn =

Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR R
Memahami Penyusunan Naskah Akademik.

Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Memahami Penyelenggaraan Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan
Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang.




SOutpUt

dengan substansi NA dan lai

RUU yang akan disusun.

b. Menyampaikan TOR dan nama
pakar/narasumber kepada
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pusat Perancangan Undang-
Undang (Kasubbag TU Pusat
PUU) untuk pengurusan
administrasi dan keuangan.

3. | a Menerima TOR dan nama a. TOR 4 hari | a. Surat Pengurusan

pakar/inarasumber, b. Nama b. Disposisi administrasi dan

b. Melakukan pengurusan pakar/ keuangan, meliputi:
administrasi dan keuangan narasum - Surat undangan
yang dibutuhkan untuk ber untuk pakar
pelaksanaan kegiatan. - Surat izin untuk

c. Membuat surat undangan mengeluarkan
untuk  ditandatangani  oleh honorarium
Kepala Badan Keahlian DPR pakar/narasumber
RI (BKD}, dan moderator

yang

ditandatangani oleh
Kepala Pusat BKD

- menyiapkan “bulkii
kas” pembayaran
honor
pakarinarasumber
yang akan
ditandatangani oleh

r Pakar/narasumber

b dan kwitansi kas

bon sementara




. alah.’ba an pakar.

Menerima laporan singkat Laparan 2 hari Laporan Keuangan

hasil diskusi yang dilengkapi singkat

dengan makalah/bahan dilengkapi

pakar. makalah/

Menyusun laporan keuangan bahan

penggunaan anggaran pakar

pelaksanaan diskusi.

Menyampaikan laparan

singkat hasil diskusi kepada

Kepala Pusat PUU dilengkapi

dengan makalah/bahan

pakar. .

Menerima laporan singkat Laporan 20 Disposisi

hasil diskusi dengan singkat menit

pakar/narasumber, _L—

Menugaskan Kasubbag TU

Pusat PUU untuk

mendokumentasikan laporan

singkat hasil diskusi

pakar/narasumber,
Mendokumentasikan laporan | Laporan Pendokumentasian | SOP
hasil diskusi dengan Q ‘ singkat Pendokumentasian
pakar/narasumber. . Hasil Kerja




Q_j

‘DASARHUKUM: & v e 4

| KUALIFIKASI RECAKSANA

L e L il
i T R

1,

2,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ientang Pembenlukan Peraluran
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Momor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang

- NOMOR SOP PU/ /BK DPR RI/5/2016
TGL. PEMBUATAN _. Mei 2018
TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF =
DISAHIAN OLEH Kepala Pusat Perancangan
Undang-Undang,
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN e i b B RS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA R o i e
NAMA SOP PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  DAN
RANGANGAN UNDAHG-UNDANG

1. Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RL

2. Memahami Penyusunan Naskah Akademik.
3. Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.




Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
L Indonesia. .

'KETERKAITAN: = =~ 2

1. S0P Pembentukan Tim Naskah Akademik dan Rancangan Undang Undang 1. Nota dinas/lembar disposisi.
Atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik | 2. Komputer/printer/scanner.
Indonesia. 3. Jaringan internet.

2. SOP Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan | 4. Buku terkait penggunaan teori dalam penyusunan Naskah Akademik dan
Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang.

3. SOP Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan Naskah Akademik dan | 5. Peraturan perundang-undangan terkait penyusunan WNaskah Akademik dan
Rancangan Undang-Undang. Rancangan Undang-Undang.

4. SOP Pendokumentasuan Hasﬂ Ker'a

[PERINGATAN: " = © R

hingico . in 3

a. Menenma arahan dari Kepala Arahan i Pembentukan Tim
Badan Keahlian DPR RI (BKD) dibuat SOP tersendiri.
untuk menyusun Naskah Akademik
(NA) dan Rancangan Undang-
Undang (RUU).

b. Menugaskan Ketua Tim untuk
melaksanakan  penyusunan fime
schedulelrencana kegiatan penyu-

sunan NA dan RUU.

2. | a Mengadakan rapal dengan : Disposisi | 4 jam | Time
anggota tim: > Schedule!
1) Melakukan brainstorming. Rencana
2) Menentukan time schedulel kegiatan

rencana kegiatan,




=l

b. Menyampaikan time schedule/

rencana kegiatan kepada Kepala
Pusat  Perancangan  Undang-
Undang (PUU).

1an

Menerima time schedule/rencana

kegiatan penyusunan NA.

. Menugaskan Ketua Tim untuk:

1) Melakukan pengumpulan bahan
kepustakaan.

2) Melakukan kajian dan telzahan
bahan kepustakaan terkait
urgensi RUU.

3) Menyusun outline NA.

Time
Schedulel
Rencana
kegiatan

20
menit

Disposisi

Melakukan pengumpulan bahan
kepustakaan.

Melakukan kajian dan telaahan
bahan kepusiakaan terkait urgensi
RUU.

Menyusun oulline NA,
Mempresentasikan dan
menyampaikan oulline NA dan
time schedulel rencana kegiatan
kepada Kepala Pusal PUU.

Disposisi

4 hari

a. Bahan
Pustaka

b. Qutline
NA

c. Time
Schedul
e
Rencana
kegiatan

. Menyampaikan masukan terkait
oulline NA dan time schedulel
rencana kegiatan kepada tim.

. Menugaskan Ketua Tim untuk
menindaklanjuti rencana kegiatan.

Qutline
NA  dan
time
schedule!
rencana
kegiatan

60
menit

Disposisi

. Melakukan diskusi dengan
pakar/narasumber terkait penyusun-
an NA dan RUU.

Disposisi

4 hari

a. Kegiatan
b. Laporan

a. Diskusi dilaksanakan
maksimal 4  kal
dalam 4 hari (SOP




Diskusi Pakar/
Narasumber).

b. Melakukan  pengumpulan  data 8 hari . Pengumpulan data
penyusunan NA dan RUU dalam dalam kota maksimal
kota dan daerah. 3 kali dalam 3 hari

(SOP Pengumpulan
Data).

Pengumpulan  data
ke daerah
dilaksanakan
maksimal 5  har
(SOP Pengumpulan
Data).

. Menyusun laporan pengumpulan 4 hari . Setiap pengumpulan
data penyusunan NA dan RUU data dalam kota
dalam kota dan daerah. diberikan waktu 1

hari setelahnya untuk
menyusun laporan.

Setiap pengumpulan
data daerah
diberikan waktu 3
hari setelahnya untuk
menyusun laporan.

. Menyampaikan laporan pengum- 20
pulan data kepada Kepala Pusat menit
PUU.

. Menerima laporan. Laporan 20 Disposisi

. Menugaskan tim untuk merumus- menil
kan konsep NA dan menyusun
kerangka dasar draf RUU.

. Mengadakan rapat untuk Disposisi 12 a. Kegiatan. | Rapat dilakukan dengan




e —— S
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. Menyampaikan dan memresenta-

sikan konsep NA dan RUU kepada
Kepala Pusat PUU.

merumuskan konsep NA. hari |b. Konsep pembagian tugas
. Mengadakan rapat untuk menyusun 1 hari NA kepada anggota tim.
kerangka dasar draft RUU: c. Kerangka
1) Mengumpulkan bahan. dasar
2) Menganalisis bahan. draf RUU
3) Merumuskan kerangka dasar/
sistematika RUU.
. Menyampaikan kerangka dasar/ 20
sistematika RUU kepada Kepala menit
Pusat PUU.
9, . Menerima kerangka  dasar/ Kerangka 60 Disposisi
sistematika RUU dasar menit
. Memberi masukan terhadap draf RUU.
kerangka dasar draf RUU.
. Menugaskan Ketua Tim untuk
menyusun draft RUU.

10. |a. Mengadakan  rapat untuk Disposisi 12 a. Kegiatan. | = Rapat dilaksanakan
merumuskan draf RUU sesuai hari | b. Bahan dengan pembagian
masukan Kepala Pusat PUU. Presen- lugas kepada ang-

. Menyiapkan presentasi konsep NA 2 hari tasi gota tim, 12 hari.
dan RUU kepada Kepala Pusat Konsep = Menyiapkan
PUU. 20 NA dan presentasi konsep
menit RUU. NA dan RUU, 2 hari.

Konsep NA dan RUU
disampaikan melalui
email kepada Kepala
Pusat PUU.

= Presentasi dilaksana-
kan 1 hari.
Dalam hal Koordina-
tor Bidang bukan
sebagai  ketua tim




presentasi oleh ketua
tim didampingi Koor-
dinator Bidang.

11. | Menerima konsep NA dan RUU yang Tidak Konsep 60 Konsep NA

lelah dipresentasikan: NA menit | dan RUU.
a. apabila ada koreksi, konsep NA = dan RUU.

dan RUU dikembalikan kepada

Ketua Tim. Ya
b. apabila tidak ada koreksi, konsep

MNA dan RUU dijadikan bahan

untuk melakukan uji konsep NA

dan RUU.

12, | a. Mengadakan rapat untuk Konsep 2 hari | Konsep NA | Rapat dilaksanakan
membahas konsep NA dan RUU MNA dan RUU maksimal 2 hari,
berdasarkan koreksi dari Kepala =ﬁ dan RUU Dalam hal Koordinator
Pusat PUU. Bidang bukan sebagai

b. Menyampaikan konsep NA dan 20 ketua tim, pembahasan
RUU hasil koreksi kepada Kepala menit didampingi Koordinator
Pusat PUL. Bidang.
13. | Menugaskan Tim uniuk melakukan uji Konsep 18 Disposisi
konsep NA dan RUU. = NA menit
ij dan RUU
14. | a. Melakukan uji konsep NA dan RUU. Disposisi | B hari | a.Kegiatan. |a.3 hari uji konsep NA
» b.Bahan dan RUU ke daerah
Presenta- | dan 3 har uji konsep
si konsep | MNA dan RUU di dalam
g NA dan | kota (6 hari).




SOP Uji Konsep
NA dan RUU

- Uji Konsep NA
dan RUU dapat
dilakukan melalui
seminar, warkshop
llokakarya, atau
FGD.

Kepala BK.

. Mengadakan rapat untuk 2 hari b. Rapat untuk mem-
membahas konsep NA dan RUU bahas konsep NA
berdasarkan hasil uji konsep. dan RUU dilaksana-

kan 2 hari.

. Menyiapkan  bahan  presentasi 2 hari c. Penyiapan bahan
konsep NA dan RUU uniuk Kepala presentasi dilaksana-
BK yang akan disampaikan kepada kan 2 hari.

Alat Kelengkapan DPR (AKD) atau
Anggota DPR.

. Menyampaikan bahan presentasi 20 d. Konsep NA dan RUU
konsep NA dan RUU kepada menit disampaikan melalui
Kepala Pusat PUL. email kepada Kepala

Pusat PUU.
15. | a. Mempresentasikan konsep NA dan Bahan 1hari | Konsep NA | Presentasi  dilaksana-
RUU kepada Kepala BK. Presentasi dan RUU kan 1 hari.

. Menyampaikan konsep NA dan konsep Presentasi oleh Kepala

RUU hasil presentasi kepada MNA  dan Pusat PUU didampingi
RUU Koordinator Bidang dan/

atau Ketua Tim.




Menerima
lelah dipresentasikan:
a.

apabila ada koreksi, konsep NA
dan RUU dikembalikan kepada
Kepala Pusat PUU  untuk
diteruskan kepada lim.

apabila lidak ada koreksi, konsep
NA dan RUU disampaikan kepada
AKD atau Anggota DPR.
Menugaskan Kabag TU BK untuk
membual surat penyampaian NA
dan RUU kepada Pimpinan AKD
atau Anggota DPR.

17.

Membual surat penyampaian NA
dan RUU yang ditujukan kepada
Pimpinan AKD atau Anggota DPR.
Melaporkan pelaksanaan tugas
dan tindak lanjut surat penyam-
paian NA dan RUU dari Pimpinan
AKD atau Anggota DPR kepada
Kepala BKD.

Disposisi

1 hari

Surat

Tembusan disampaikan

kepada:

1. Sekretaris Jenderal
DPR.

2. Kepala Pusat PUU.

18.

Atas permintaan AKD atau Anggota
DPR, mempresentasikan MNA dan
RUU kepada AKD atau Anggola
DPR didampingi Kepala Pusat
PUU, Koordinator Bidang, dan Tim.
Menerima masukan dan tanggapan
dari AKD atau Anggota DPR
terhadap NA dan RUU yang telah
dipresentasikan:
1) apabila ada masukan dan
tanggapan, NA dan RUU

Suratf
Perminta-
an

1 hari

a. Presen-
tasi

b. Masukan

c. Disposisi

Sesuai dengan permin-
taan AKD atau Anggota
DPR.




L

disempurnakan oleh
EBKD.

2) apabila tidak ada masukan dan
tanggapan, NA dan RUU
diserahkan kepada AKD atau
Anggota DPR.

c.Menugaskan Kepala Pusat PUU
untuk menyempurnakan NA dan

RUU.

Kepala

19.

Menerima dan menugaskan Ketua Tim
untuk melakukan penyempurnaan NA
dan RUU berdasarkan masukan dan
tanggapan AKD atau Anggota DPR.

n

Disposisi

15
menit

Disposisi

20.

a. Mengadakan rapat untuk menyem-
purnakan NA dan RUU sesuai
dengan masukan dan langgapan
dari AKD atau Anggota DPR.

b. Menyampaikan NA dan RUU hasil
penyempurnaan kepada Kepala
Pusat PUL,

Dispaosisi

3 hari

a. Kegiatan.
b. NA dan
RUU

Pusat PUU
dapat menugaskan
Koardinator Bidang
untuk berkoordinasi
dengan Ketua Tim
dalam penyempurnaan
NA dan RUU.

Kepala

21.

a. Menerima NA dan RUU hasil
penyempurnaan.

b. Menugaskan Kasubbag TU Pusat
PUU untuk membuat surat
penyampaian NA dan RUU hasil
penyempurnaan kepada Kepala
BKD.

F's

MNA dan
RULU.

15
menit

Disposisi

22,

a. Membuat surat penyampaian NA
dan RUU hasil penyempurnaan
kepada Kepala BKD.

b. Menyampaikan surat  kepada

Disposisi

30
menit

Surat




rﬂ P : ﬁ apa ;
Kepala Pusat PUU  untuk
ditandatangani.
23. | Menandatangani surat penyampaian Surat 15 Disposisi
MA dan RUU hasil penyempurnaan menit
dan menugaskan Kasubbag TU Pusat
PUU untuk menyampaikannya kepada
Kepala BKD.
24. | Menyampaikan surat beserta lampiran Dispaosisi 10 Surat, NA,
kepada Kepala BKD melalui Kabag TU menit | dan RUU
BKD.
25. | Menerima dan menyampaikan surat il Surat, NA, | 10 | Surat, NA,
beserta lampiran kepada Kepala BKD. e dan RUU menit | dan RUU
26. | a Menerima NA dan RUU yang telah NA dan 15 | Disposisi Tembusan disampaikan
disempurnakan. RUU menit kepada:
b. Menugaskan Kabag TU BKD untuk 1. Sekretaris Jenderal
membuat surat penyampaian NA DPR
dan RUU kepada AKD atau 2. Kepala Pusat PUU
Anggota DPR.
26. | a. Membuat surat penyampaian NA - Disposisi 30 | Surat
dan RUU hasil penyempurnaan menit
kepada Pimpinan AKD atau
Anggota DPR.
b. Menyampaikan  surat  kepada
Kepala BKD untuk ditandatangani.
27. | Menandatangani surat dan N Surat 15 | Disposisi
menit

menugaskan Kabag TU BKD unluk
menindakianjuti.

10




B epada

28. | a. Mengirimkan surat Disposisi a. Kegiatan
Pimpinan AKD atau Anggota DPR. menit | b. Copy,
b. Menyampaikan copy surat, NA, dan surat,
RUU hasil penyempurnaan kepada MNA, dan
Kasubbag TU Pusat PUU untuk RUU
didokumentasikan,
29. | Mendokumentasikan NA dan RUU. Copy, 10 Arsip surat, | Pendokumentasian NA
ﬁ surat, menit | NA, dan dan RUU dibuat SOP
NA,RUU RUU. tersendiri,

H



[ NOMOR SOP PU/ JBK DPR RI/52016
TGL. PEMBUATAN ... Mei 2016
TGL. REVISI =
"TGL. EFEKTIF 0

DISAHKAN OLEH Kepala Pusat Perancangan

Undang-Undang,

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN i
Dr. Inosentius Samsul, S H., M.Hum.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA e
NAMA SOP PENGUMPULAN DATA NASKAH AKADEMIK DAN

RANCANGAN UND&NG-UNDANG

DASAR HUKUM L S e i s aspnesvane || KUATIFIKAST PELAKSANATEREN

k gg?uan"dg;E g"ijann dga:;oa[:wmr 12 Tahun “@m tentang F‘embenlukan Peraturan Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
—_— Memahami Penyusunan Naskah Akademik.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah mﬁg;?_:;aa"r'} J:::kﬁanaa" Pengumpulan Data Naskah Akademik dan Rancangan

diubah dengan Undang-Undang MNomor 42 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Momor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor

o




mi sebelum )

keberangkatan.
Menerima TOR serta nama dan c. TOR 1hari |a TOR Surat permchonan
alamat stakeholder yang dituju. d. Daftar b. Nota penggunaan anggaran
Melakukan proses  administrasi stake- Dinas ditujukan kepada
dan mengajukan  permohonan holder c. Surat Sekretaris Jenderal dan
penggunaan  anggaran  untuk Permo- | ditembuskan kepada:
kegiatan pengumpulan data: honan 1. Kepala Pusat PUU
1) membuat nota dinas Kepala 2. Kepala Biro
Pusat Perancangan Undang- Perencanaan  dan
Undang (PUU) yang dilujukan Keuangan
kepada Kepala Badan 3. Kepala Bagian
Keahlian DPR RI (BKD). Perjalanan
2) membuat surat permohonan
penggunaan anggaran kepada
Sekretaris  Jenderal yang
ditandatangani oleh Kepala
BKD.
Menyampaikan TOR, nota dinas,
dan surat permaohonan
penggunaan anggaran kepada
Kepala Pusat PUU.
Menerima TOR, nota dinas, dan a. TOR 20 a. TOR
surat permohonan  penggunaan b. Nota menit | b. Nota
anggaran pengumpulan data. Dinas Dinas
Menandatangani nota dinas yang c. Surat c. Surat
dilujukan kepada Kepala BKD. Permo- Permo-
Menyerahkan TOR, nola dinas, honan haonan
dan surat permohonan penggu pengqun




iad FTe Sl el kil

lienn ‘ £
Ry Bt

BKD, untuk ditindaklanjuli . anggara
n n

Menerima dan menyerahkan TOR, . TOR 15 a. TOR

nota dinas dan surat permohonan . Mota menit | b. Nola

penggunaan anggaran yang sudah ﬁ Dinas Dinas

ditandatangani Kepala BKD kepada . Surat c. Surat

Kasubbag TU Pusat PUU. Permo- Permo-
honan honan
penggu penggun
naan aan
anggar- anggar-
an an

Menerima dan meneruskan TOR . TOR 20 - SPPD

dan surat permohonan penggunaan . Nota menit | - DOP

anggaran yang sudah Dinas

ditandatangani Kepala BKD kepada . Surat

Sekretaris  Jenderal beserta Permo-

tembusannya. honan

Melaporkan kepada Kepala Pusat pengqu

PUU bahwa surat permohonan naan 20

penggunaan  anggaran  sudah anggara | menit

disampaikan kepada Sekretaris n

Jenderal dan sedang dilakukan

proses pencairan anggaran di Biro

perencanaan.

Melakukan  proses  pencairan

anggaran di Biro Perencanaan dan

Keuangan serta di  Bagian 7 hari

Perjalanan.




prels DY

dari Ketua Tim.

—————

Perjalanan

data

b. Menyusun laparan 5 hari | Dinas
pertanggungjawaban perjalanan
dinas pengumpulan data.
c. Menyampaikan laporan i
pengumpulan data dan laporan | 20
pertanggungjawaban perjalanan | menit
dinas pengumpulan data kepada _
Kepala Pusat PUU,
d. Menyampaikan laporan
pertanggungjawaban perjalanan
dinas pengumpulan data kepada
Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan.

13. | a. Menerima laporan pengumpulan Laporan 20 Dispaosisi
data dan Laporan pengum- menit
Pertanggungjawaban  Perjalanan pulan data
Dinas. : Laporan

b. Menugaskan Kasubbag TU Pusat ' Pertanggun
PUU untuk mendokumentasikan gjawaban
Laporan pengumpulan data dan Perjalanan
Laparan Pertanggungjawaban Dinas
Perjalanan Dinas.

14. | Mendokumentasikan Laporan a. Disposi- 20 Pendoku- SOP
Pengumpulan data dan Laporan si menit | mentasian | Pendokumentasian
Pertanggungjawaban Perjalanan p- b. Laporan Hasil Kerja
Dinas. pengum

pulan




NOMOR SOP PU/ /BK DPR RI/5/2016
TGL. PEMBUATAN _. Mei 2016
TGL. REVISI =
TGL, EFEKTIF -
BISARIAN SN Kepala Pusat Perancangan
Undang-Undang,
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 5t e e
: ul, S.H., M.Hum.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA -—-—éf—w—ﬁ—mm e
NAMA SOP UJI KONSEP NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG

‘DASAR HUKUM:iF=#

 'KUALIFIKAS| PEFAKSANA: i

1.
2.

Undang-Undang Numar 12 Tahun 2011 tentang F‘emhentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyal, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyal, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyal Daerah,

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang

Sekretarial Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Momor 1 Tahun
2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Terlib.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MNomor 2 Tahun 2016 tentang

1. Memahami Struktur Orgamsas} Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

2. Memazhami Penyusunan Naskah Akademik.
3. Memaharmi Penyusunan Rancangan Undang-Undang.

4. Memahami Pelaksanaan Uji Konsep Naskah Akademik dan Rancangan Undang-

Undang.




" Kasubbag TU Pusat

PUU paling lambat 3
(tiga) minggu
sebelum
keberangkatan.

d.

b.

Menerima TOR serta nama dan
alamat stakeholder yang dituju
Melakukan proses administrasi dan
mengajukan permohonan
penggunaan anggaran untuk
kegiatan uji konsep:

-  membuat nota dinas Kepala
Pusat Perancangan Undang-
Undang (PUU} yang akan
ditujukan  kepada Kepala
Badan Keahlian DPR Rl
(BKD).

- membuat surat permohonan
penggunaan anggaran kepada
Sekretaris Jenderal DPR Rl
yang ditandatangani oleh
Kepala BKD.

. Menyerahkan laporan proses

permohonan penggunaan anggaran
kepada Kepala Pusat PUU.

Menerima laparan proses
permohonan penggunaan anggaran
dari Kasubbag TU Pusat PUU.
Menugaskan Ketua Tim untuk
mengirimkan konsep MA dan RUU
kepada pakar/narasumber dan
stakeholder yang dituju.

a. TOR

b. Daftar
stakehold
er

1 hari

|
a TOR

b. Nota
Dinas

c. Surat
Permoho
nan
Penggun
aan
Anggaran

Proses Adminsitrasi
mengacu kepada SOP
Permohaonan
Penggunaan Anggaran
Pengumpulan Datal Uji
Konsep

Laparan

20 menit

Disposisi




Mendoku aaikan
Kansep.

Uji

a. Disposisi

SWakeu s

20 menit

b. Laporan
Uji
Konsep

it -

OhtputEs

Pendoku- |
mentasian Pendokumentasian
Hasil Kerja
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NOMOR SOP PU/ /BK DPR RI/5/2016
TGL. PEMBUATAN ... Mei 2016

| TGL. REVISI -
TGL. EFEKTIF =

RISARIANOLEN Kepala Pusat Perancangan

Undang-Undang,

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN ,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum,

NIP.19650710 199003 1 007

NAMA SOP DISKUSI PAKAR/NARASUMBER DALAM
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  DAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
27 [ KUALIFIKAS] PECAKSAN A e o e lseee e,

L Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Memahami Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Perundang-Undangan. L
. 5 Memahami Penyusunan Naskah Akademik.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 t'e:‘ntang Majelis Permusyawaratan Memahami Penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Eakyat,l Dewan Reryaillan Rakys, I_Jewan Pemakiian Daerah; dan Dowan Memahami Penyelenggaraan Diskusi Pakar/MNarasumber dalam Penyusunan

erwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang- Naskah Akademik dan Rancangan Undana-Undan

Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang - ‘ g 9 2
Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyal Republik
Indonesia.

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2014 lentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia MNomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Namor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan

Bwn =




i

dengan substa NA dan
RUU yang akan disusun.

. Menyampaikan TOR dan nama
pakar/narasumber kepada
Kepala Subbagian Tata Usaha
Pusat Perancangan Undang-
Undang (Kasubbag TU Pusat
PUL) untuk pengurusan
administrasi dan keuangan.
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T

. Menerima TOR dan nama a. TOR 4 hari | a. Surat Pengurusan
pakar/narasumber. b. Nama b. Disposisi administrasi dan

. Melakukan pengurusan pakar/ keuangan, meliputi:
administrasi dan keuangan narasum - Surat undangan
yang dibutuhkan untuk ber untuk pakar

pelaksanaan kegiatan.

. Membuat surat undangan
untuk ditandatangani  oleh
Kepala Badan Keahlian DPR
RI (BKD).

- Surat izin untuk
mengeluarkan
honorarium
pakarfnarasumber
dan moderator
yang
ditandatangani oleh
Kepala Pusat BKD

- menyiapkan "bukli
kas" pembayaran
honor
pakar/narasumber
yang akan
ditandatangani oleh
Pakarfnarasumber
dan kwitansi kas
bon sementara




makalah/bahan pakar.

pakar/narasumber.

i Menerima laporan singkat Laporan 2 hari | Laporan Keuangan
hasil diskusi yang dilengkapi singkat
dengan makalah/bahan dilengkapi
pakar. makalah/
Menyusun laporan keuangan bahan
penggunaan anggaran pakar
pelaksanaan diskusi.
Menyampaikan laporan
singkat hasil diskusi kepada
Kepala Pusat PUU dilengkapi
dengan makalah/bahan
pakar,
8. Menerima laporan  singkat Laporan 20 Disposisi
hasil diskusi dengan S singkat menit
pakar/narasumber, 4
Menugaskan Kasubbag TU ' o
Pusat PUU untuk
mendokumentasikan laporan
singkat hasil diskusi
] pakar/narasumber.
9. Mendokumentasikan laparan Laporan Pendokumentasian | SOP
hasil diskusi dengan singkat Pendokumentasian
Hasil Kerja




PEDOMAN WAWANCARA

Apakah saudara mengetahui SOP penyusunan Naskah

lingkungan Pusat Perancangan Undang-Undang?

Akademik dan RUU yang ada di

Tahu

Tidak Tahu

\

V

SOP terkait apa saja yang saudara
ketahui?

v

Mengapa saudara tidak
mengetahui terkait SOP yang

ada?

Apakah saudara termasuk

{

anggota tim penyusun 50P?

P

Ya Tidak

v

a. Apa latar belakang

penyusunan SOP?

Bagaimana praktik dalam
penyusunan Naskah Akademik
dan RUU selama ini? Apakah ada
ketetapan vyang baku atau
kesepakatan dalam pembentukan

tim?

b. Apa dasar hukum
yang dijadikan
referensi dalam
penyusunan SOP?

c. Adakah kendala

dalam penyusunan

SOP ini?

v

v

Apakah SOP tersebut sudah diterapkan dalam

pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dan RUU?

Y




Ya Tidak

v

Mengapa

SOP belum

diterapkan?

Y \ 4

Apakah sebenarnya dibutuhkan SOP dalam proses penyusunan Naskah

Akademik dan RUU?

\

Bagaimana saran perbaikan untuk SOP kedepannya?




Perbandingan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Angka
Kreditnya
Dengan
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.
41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-Undangan dan Angka Kreditnya

Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara No.
41/Kep/M.Pan/12/2000 tentang Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-Undangan dan Angka
Kreditnya

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI No. 6 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara No.
41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-Undangan dan Angka
Kreditnya

A. Melakukan Persiapan

II.Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
A. Perencanaan Penyusunan Peraturan
Perundang-Undangan

1. Melakukan studi kelayakan
a. Mengumpulkan data
b. Menganalisa
¢. Mengadakan kaji ulang
d. Menyusun laporan

1. Menyiapkan konsep usul
Penyusunan
Perundang-Undangan
a. Mengumpulkan data
b. Menganalisis konsep usul prakarsa
¢. Merumuskan konsep awal usul

prakarsa
d. Menyempurnakan konsep awal usul
prakarsa

prakarsa
Peraturan

2. Menelaah usul penyusunan peraturan
perundang-undangan dari unit teknis:
a. Mengumpulkan bahan
b.Menganalisaa  usul  penyusunan
peraturan perundang-undangan

¢. Merumuskan telahaan usul
penyusunan peraturan
peundang-undangan

d. Menyempurnakan  naskah  hasil

telahaan usul penvusunan peraturan
perundang-undang

2. Menelaah usul penyusunan peraturan

perundang-undangan dari unit teknis

a. Mengumpulkan data

b. Menganalisis  usul  penyusunan
peraturan perundang-undangan

¢. Merumuskan  usul  penyusunan
peraturan perundang-undangan

d. Menyempurnakan  naskah  hasil
telaahan usul penyusunan peraturan
perundang-undangan

3. Penyusunan antara lain Program
Legislasi  Nasional/PROGSUN RPP,




PROGSUN RPerpres, PROGSUN
RPermen, PROGSUN RLembaga,
Program Legislasi Daerah,/PROPEN

Rperkada, Penetapan Prioritas
Tahunan
a.Menyusun konsep keterangan

Pimpinan instansi pusat atau daerah
dalam rapat baleg atau panleg/ badan
musyawarah/ paripurna
b.Menyempurnakan konsep ketrangan
pimpinan instansi pusat atau daerah
dalam rapat baleg atau panleg/ badan
musywarah/ paripurna
¢. Mengumpulkan data
pembahasan
d.Menganalisa hasil sidang pembahasan
1. Tingkat Pleno Baleg
2. Tingkat Panja
3. Tingkat Timus/Timcil

sidang

3. Menyiapkan Naskah Akademis
a. Menginventarisasi masalah
b. Melakukan pengkajian masalah
¢. Merumuskan dan menyusun Naskah
Akademis

4. Membahas Naskah Akademik
a. Menyajikan naskah akademik
b. Menvajikan Naskah Pembanding

5. Menyempurnakan Naskah Akademik
a.Mengidentifikasi dan mengumpukan
data tambahan
b.Merumuskan dan menyusun konsep
penyempurnaan

4. Menyiapkan Naskah Akademik
a. Mengumpulkan data
b. Menganalisis data

¢. Merumuskan naskah
akademik

d. Menyempurnakan Naskah
Akademik

6. Menyusun  konsep usul  prakarsa
penyusunan RUU/RPP

a. Mengumpulkan bahan

b. Menganalisa  bahan  penyusunan
konsep usul prakarsa
RUU/RPP/RAPERDA

c. Merumuskan konsep awal prakarsa
1) RAPERDA
2) RUU
d. Menyempurnakan konsep awal usul
prakarsa
1) RAPERDA
2) RUU




7. Meneliti
terkait
a. Menzumpulkan bahan
b. Menganalisa usul prakarsa

1) RAPERDA
2) RUU

usul prakarsa dari instansi

B. Menyusun Rancangan

I. Menyusun kerangka dasar peraturan
perundang-undangan

a. Mengumpulkan  bahan

menvusun kerangka dasar

b. Menganalisa bahan penyusunan

untuk

kerangka dasar peraturan
perundang-undangan
¢. Merumuskan  kerangka  dasar

peraturan perundang-undangan
d. Menyempurnakan kerangka dasar
peraturan perundang-undangan

2. Merumuskan rancangan peraturan
perundang-undangan

3. Membahas  rancangan  peraturan
perundang-undangan

4. Menvempurnakan rancangan

peraturan perundang-undangan
5. Membahas kembali rancangan dalam
rangla harmonisasi

B. Penyusunan Ranecangan Peraturan
Perundang-undangan

l. Mengumpulkan data

2. Menganalisis data

3. Merumuskan  kerangka  dasar
rancangan peraturan

perundang-undangan

4. Merumuskan rancangan peraturan
perundang-undangan

5. Menyempurnakan rancangan
peraturan perundang-undangan

Dalam perbandingan ini ditemukan bahwa pada lampiran peraturan sebelumnya,

naskah akademik dibuat pada waktu yang bersamaan dengan tahap penyusunan RUU,

namun di lampiran peraturan yang baru disebutkan bahwa penyusunan naskah akademik

di buat dalam rangka penetapan prioritas tahunan kemudian setelah itu baru di bentuk

RUU.

Dampaknya adalah dikhawatirkan apabila Perancang menyusun naskah akademik

setelah ditetapkannya prioritas tahunan, maka Perancang tidak akan mendapat angka

kredit dari pekerjaan penyusunan Naskah Akademik itu. Implikasi lainnya terhadap SOP

di Pusat Perancangan Undang-Undang adalah perlu ada evaluasi SOP dengan cara harus

di pisahnya antara SOP Penyusunan Naskah Akademik dan SOP Penyusunan RUU

karena dalam proses penyusunan nya tidak dalam waktu yang bersamaan.




SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAII APARATUR NEGARA
DAN REFORIIASI BIROKRASI
REPUEBLIX INDONESIA

PERATURAN MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS] BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR 41 /KEP/M.PAN/12/2000
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri
Negara Pendavagunaan Aparatur Negara Nomor
41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri
Negara Pendavegunaan Aparatur Negara Nomor
41 /KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Furngsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka
Kreditnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
jabatan fungsional jenjang ahli;

b. bahwa untul melaksanakan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan



Mengingat

Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undungan dan
Pembinaannya, perlu penctapo pengangkatan pejabat
Pimpinan Tinggi atau pejal

wiministrast  untuk
menduduki jabatan fungsional Perancang melalui
penyesuaian dalam jabatan;

bahwa  berdasarkan pertimirangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hioaf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteéri Pendayagunuan Aparatur MNegara dan
Reformasi Birokrasi tentang TPerubahan Kedua atas
Keputusan Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur
MNegara Nomor 41/KEP/M.PAN/ 1 2/2000 tentang Jabatan
Fungsional Perancang Peratwr iy Perundang-undangan

dan Angka Kreditnva sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Negara FPondayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Eirokras: Nomor
PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentan: Perubahan
atas Keputusan Menteri Negara Pendayvagunaan Aparatur
Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/ 1 2/2000 tentng Jabatan
Fungsional Perancang Peraturin Perundang-undangan
dan Angka Kreditnya;

Undang-Undang Nomoer 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negaia (Lembiran  Negars  Republik
Indenesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomur 5213);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Fepublik Indeaesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintalh Nomer 39 Tahun 2015 tentang
Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-
undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaannyva (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Momor 3729);
Keputusan Menter! Negara | endavagunaan Aparatur
Negara Nomar 4] /KEP/M.PAN; ' 2/2000 tentang Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan



Menetapkan :

dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menter:1 Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomeor 41 /KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  NOMOR
41/KEP/M.PAN/12/2000 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
ANGKA KREDITNYA.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam  Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
41 /KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka
Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri  Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
41 /KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka
Kreditnya, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
L. Pegawui Mege ! Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalali warg negara Indonesia yang memenuhi



syarat tertentu, diangkat scbagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara sccara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian uniuk menduduki jabatan
pemerintahan.

Jabatan Fungsional adalah sckelempok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
ketrampilan tertentu.

Pejabat Fungsional adalah Pagawal yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan adalah jabatan yang
mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh ocleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan pembentukan peraturan
perundang-undangan dan penvusunan instrumen
hukum lainnya pada Instansi Pemerintah Pusat dan
Instansi Pemerintah Daeral:.

Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang
selanjutnya disebut Perancang adaloh Pegawai
Negeri Sipil yvang telahh dianghkat dalam jabatan
fungsional Perancang yangz diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan ak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakulan kegiatan
pembentukan peraturan perundang-undangan dan
penyusunan instrumen hulum lainnya.

Instansi Pemerintah Pusat zadalah Kementerian,
Lembaga Pemerintah Nonkementerian,
Kesekretariatan Lembaga Negara, dan
Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural.

[nstansi Pemerintaly Daerah adalah perangkat
daerah provinsi dan perangiar daerah
kabupaten/kota yvang meliputi sekretariat daerah,
sekretariat dewan perwak:lan rakyat dacrah, dinas
daerah, dan lembaga teknis daerah.

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perancang
yang selanjutnya discbut Instansi Pémbina adalah
kementerian vyanz menvelenggaraksn  wrusan
pemerintahan di bidang huicum
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9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara dan reformasi birokrasi.

10. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah
dan Dbertanpggung jawab kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
hukum.

Di antara BAB Il dan BAB IIl disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB IIA serta disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal
3A, Pasal 3B, dan Pasal 3C sehingga berbunyi sebagai
berilout:

BAB IIA
INSTANSI PEMBINA

Pasal 3A
Instansi Pembina adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
hulcam.

Pasal 3B

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3A mempunyai tugas:

a. menvusun Kkebijakan dan petunjuk teknis
pelaksanaan Jabatan Fungsional Perancang;

b. menyvusun pedoman formasi Jabatan Fungsional
Perancanag;

¢. melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan
pelatihan fungsional dan teknis Perancang;

d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan
fungsional dan teknis Perancang;

e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
fungsional dan teknis Perancang berkoordinasi
dengan  Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Pemerintinh yang telah terakreditasi;

f. menerapltan  standar kompetensi Jabatan
Fungsional Perancang;



g melakukan uji kompetensi terhadap Perancang
untuk kenaikan jenjang jabatan:

h. menyusun standar kualitas hasil kerja Jabatan
Fungsional Perancang;

i. mengembangkan sistem  informasi  Jabatan
Fungsional Perancang;

1834
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memfasilitasi pembentukan organisasi profesi

Jabatan Fungsional Perancang;

k. memiasilitasi penyusunan kode eotik Jabatan
Fungsiconal Perancang;

L. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis
kepada Tim Penilai Kinerja instansi:

m. melakukan sertifikasi penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan fungsional Perancang;

n. melakukan monitoring dan evaluasi dalam
rangka penjaminan kualitas Jabatan Fungsional
Perancang; dan

0. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional
Perancang.

(2) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas
pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan  hasil  celaksanaan  pembinaan
Jabatan Fungsional Peraneang secara berkala
kepada Menteri denzan tembusan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Necar.

Pasal 2C
Tugas Instansi Pembina sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3B dilaksanakan olth Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangarn.

Ketentuan dalam Pasal 5 diubah sehingea berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5
Unsur dan sub unsur lkegintan Jabatan Fungsional
Perancang terdiri atas:



pendidikan, meliputi:

L.

b

3.

pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah
atawu gelar;

pendidilkan dan pelatihan fungsional di bidang
perancang peraturan perundang-undangan dan
memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan

latihan; dan

pendidilkan dan pelatihan pra jabatan.

pembentukan  peraturan  perundang-undangan,
meliputi;

1.

perencanaan penyusunan peraturan
perundang-undangan;

2. penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan;

3. pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantopan konsepsi rancangan  peraturan
perundang-undangan;

4. pembahosan Rancangan Undang-Undang atau
Rauncanzcan Peraturan Daerah;

5. pengundangan peraturan perundang-
undanaon;

6. memberiian tanggapan/notula/risalah rapat,
laporan dalam  pembentukan  peraturan
perundang-undangan, perjanjian internasional,
persetujnan  internasional, memorandum of
widersionding, kontrak internasional/kontrak
nasional/perjanjian kerjasama dan pengujian
peraturan perundang-undangan;

7. memberikan kajian atau evaluasi peraturan
perundnng-undangan;

8. memberkan  konsultasi langsung terhadap
produl hukum  daerah dan  permasalahan
huloum didaerah; dan

9., pemetaan produk hukum daerah.

penyusiinan ‘nstrumen hulkum melipati:

. Surat Cdaran, Instruksi/Keputusan Presiden,

Insirals) /Keputusan/Petunjuk  Pelaksanaan/
Poerani o Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan
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B

9.
10.

Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga
Negara, Gubernur, dan Bupati/Walilkota;
perjanjian internasion:l;

persetujuan internasional;

memorandum of understanding;

kontrak internasional:

kontrak nasicnal/ perjunjian kerja sama;
Keterangan Pemerintah/Dewan  Perwakilan
Ralgyat, kesimpulan Presiden atas permohonan
uji materiil Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan
jawaban termohion atas permohonan uji materiil
peraturan perundang-undangan di  bawah
Undang-Undang terhadap Undang-Undang di
Mahkamah Agung dan gugatan serta jawaban
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
kegiatan di bidang bantuan hukumn;

legal opinion; dan

memberikan mediasi langsung bag! pihak yang
memerlulkan terkait dengan permasalahan
hukum,.

kegiatan lain dalam perangkapan jabatan.

pengembangan profesi, meliputi:

L.

2.

melakukan kegiatan karva tulis atau karya
ilmiah di bidang hulcum; dan
menerjemahkan/menvadur buku dan bahan-
bahan lain dibidang hulkum.

penunjang kegiatan Jabatan Fungsional Perancang,
meliputi:

1

mengajar, membimbing dan/atau melatih di
bidang penyusunan peraturan perundang-
undangan dan instrumen hukum lainnya;
mengikuti seminar atau lokakarya;

keanggotaan dalam tim penilai Jabatan
Fungsional Perancan: Peraturan Perundang-
undangan;

keanggotaan dalam oraanisasi profesi;

memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan



6. mendaput tanda penghargaan /tanda jasa.

4. Ketentuan dualam Pasal 7 diubah sehingga berbunyi
sebagai berilut:

Pasal 7
(1) Rincian kegiatan Perancang Pertama, sebagai

a. menzumpulkan data dalam rangka menyiapkan
konsep usul prakarsa penyusunan peraturan
perundang-undangan;

b, mengumpulkan data dalam rangka menelaah
usu!  enyusunan  peraturan  perundang-

undanzan dari unit teknis;

ranglca penyusunan paling sedikit meliputi:
program legislasi nasional/ program
penyusiinan Rancangan Peraturan Pemerintah,

proccan penyusunan Rancangan  Peraturan

Pre program penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri, program penyusunan
Rancancan  Peraturan  Lembaga, program
legislasi daerah/program pembentukan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah,
pehetapan prioritas tahunan:

d. menzumpulkan data dalam rangka menyiapkan
nasizall weademile

e. menouipulkan data dalam rangka penyusunan
rancatican peraturan perundang-undangan;

f.  merimuskan rancangan peraturan perundang-
undonzan tingkat kesulitan [;

g. e sulkan data dalam rangka

Tnonisasian, pembulatan, dan
pemonicpan Konsepsi rancangan peraturan
perundang-undangan;

h. merimiskan  konsep  pengharmonisasian,
pen an, dan pemantapan konsepsi
si=hs DRV RELEY peraturan perundang-undangan
ting! esulitan [;
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mengumpulkan data vang akan dibahas dalam
sidang Dewan erwakilan  Rakyat/Dewan
Perwakilan Ralovat Dacraly;

mengumpulkan data dalam rangka
mengevaluasi Rancangan  Peraturan Daerah
yang dimintalan pengesahan Menteri Dalam
Megeri/Gubernur;

mengumpulkan data dalam rangka memberikan
tanggapan dalan  pembentukan peraturan
perundang-undangan;

merumuskan tanggapan rancangan peraturan
perundang-undangan tinglkat kesulitan I;
menyusun  notula/risalah rapat  dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan,
perjanjian internasional, persetujuan
internasional, memorandum of understanding,
kontrak internasional, atau kontrak
nasional/perjanjian  keria  sama, pengujian
peraturan perundang-undangan;
mengumpulkan data dalam rangka lkajian atau
evaluasi peraturan perundang-undangan;
merumuskan kajian atau evaluas! peraturan
perundang-undangan tinglar kesulitan I
mengumpulkan data dalam rangka memberikan
konsultasi langsung terhadap produk hukum
daerah dan permasalahan hukum di daerah;
mengumpulkan data dalam rangka pemetaan
produk hukum daerah;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan
Surat Edaran, Instruksi/Keputusan Presiden,
Instruksi/Keputusan /Petunjuk  Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga
Negara, Gubernur, dan Bupati/Waliliota;
mengumpulkan daia dalam rangka penyusunan
perjanjian internasional;

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan
persetujuan internasional;



(2)

W,

aa.

bb.

mengumpulkan data dalam rangka penyusunan
memeraridum of understanding,;

mencumpullkan data dalam rangka penyusunan
kontral: internasional;

lrontral: nasional/perjanjian kerja sama;

menguinpulkan data dalam rangka penyusunan
keteranzan  dan  kesimpulan  Pemerintah/
Dewan Perwakilan Rakyat atas permohonan uji
materiil Undang-Undang terhadap Undang-
Undan: Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan
jawaban termohon atas permohonan Uji Materiil
persturon perundang-undangan di bawah
Undane-Undang terhadap Undang-Undang di
Hanal Agung serta gugatan dan jawaban
gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;

menzumpulkan data dalam rangka penyusunan

mencvnpulkan data dalam rangka penyusunan
legal opinion;

mencuinpulkan data dalam rangka memberikan
mediasi langsung bagi pihak yang memerlukan
terlilt Cengan permasalahan hukum;
muenvustn laporan hasil mediasi.

Rineiar oo iitan Perancang Muda, sebagai berikut:

a.

menganalisis konsep wusul prakarsa dalam
ranvlio  menyiapkan konsep usul prakarsa
pentiicunan peraturan perundang-undangan;

Mwncooolisis usul  penyusunan  peraturan
perimncong-undangan dalam rangka menelaah

sl enyusunan  peraturan  perundang-
uneinn-oan dari unit teknis;

micrunmaskan usul  penyusunan  peraturan
poroncang-undangan dalam rangka menelaah
s fenyusunan  peraturan  perundang-

undangan dari unit teknis;
1 lkonsep  keterangan  pimpinan
Itsfoanl pusat atau daerah dalam rapat badan



=

=12~

legislasi daerah atau panitia legislasi/badan
musyawarah/paripurna;

menganalisis hasil sidang pembahasan tingkat
tim perumus/tim sinkronisasi;

menganalisis data dalam rangka menyiapkan
naskah akademil:

menganalisis data kerangka cdasar rancangan
peraturan perundang-undangan dalam rangka
penyusunan rancangall peraturan perundang-
undangan;

merumuskan Kerangka dasar rancangan
peraturan perundang-undangan dalam rangka
penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan;

merumuskan rancangan peraturan perundang-
undangan tingkat kesulitan II;
menyempurnakan  rancangan peraturan
perundang-undangan tingkat kesulitan [;
menganalisis data dalam rangka
pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konseps: rancangan  peraturan
perundang-undangan;

merumuskan  konsep pengharmonisasian,
pembulatan, dan  pemantapan  konsepsi
rancangan peraturan perundang-undangan
tingkat kesulitan II;

menyusun konsep  keterangan/penjelasan,
pandangan fralsi, jawnban dan/atau sambutan
singkat Pemerintah/Dewan Perwakilan
Rakyat/Pemerintali Daerah/Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

menyusun konsep daftar inventarisasi masalah
atau menyusun  jawaban  atas  daftar
inventarisasi masalah;

merumuskan hasil sidang Rancangan Undang-
Undang/Rancangan Peraturan Daerah pada
tingkat tim perumus/tim sinkronisasi;
menganalisis Rancangan  Peraturan Daerah

dalam rangka  imengevaluasi Rancangan



W.

Perana
Mexnl
NN
unaan

‘an Daerah yang dimintakan pengesahan
¢ Dalam Negeri/Gubernur;

iing Naskah peraturan perundang-
an  vang akan diundangkan dalam

Lembaran  Negara, Tambahan Lembaran

P‘.'r?_','_:::'.'.

Lemba

TReN

L - |'\.
tangga

)

peria
i':--' 5
NAas101
1'."..'.'

Berita Negara, Tambahan Berita
Lembaran Daerah, Tambahan
i1 Daerah, Berita Daerah;

nalisis data dalam rangka memberikan
yan, notula/risalah rapat, laporan dalam

hkan peraturan perundang-undangan,

ian internasional, persetujuan
rieosional, memorandum of understanding,

internasional, atau kontrak

1al/perjanjian kerja sama, pengujian

ur perundang-undangan;

1=lkan tanggapan rancangan peraturan

wlang-undangan tingkat kesulitan II;

e npurnakan  tanggapan rancangan

an perundang-undangan tingkat

iwan  tanggapan dalam penyusunan

iian internasional, persetujuan
Saesional, memorandum of understanding,

internasional, atau kontrak

! perjanjian  kerja sama, pengujian

an perundang-undangan;

un  laporan  dalam  pembentukan
an perundang-undangan, perjanjian
inal, persetujuan internasional,
nidum  of  understanding, lkontrak
dunal, atau kontrak nasional/perjanjian

1, pengujian peraturan perundang-

sis data dalam rangka melakukan
‘au evaluasi peraturan perundang-

tzan kajian atau evaluasi peraturan
u:z-undangan tingkat kesulitan II;



aa,

bb.

CccC.

dd.

£e.

gg.
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menganalisis data dalam rangka memberikan
konsultasi langsung terhadap produk hukum
daerah dan permasalaban hukum di daerah:
menganalisis data dalam rangka melakukan
pemetaan produk huloum dacrah;

menganalisis data dalam rangka penyusunan
Surat Edaran, Institiksi/Keputusan Presiden,
Instruksi/Keputusan /Petunjule  Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis/pedoman Menter:, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga
Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
menganalisis data dalam rangka penyusunan
perjanjian internasional;

menganalisis data dalam rangka penyusunan
persetujuan internasional;

menganalisis data dalam rangka penyusunan
memorandum of understanding,;

menganalisis data dolam rangka penyusunan
kontrak internasional:

menganalisis data dalam rangka penyusunan
kontrak nasional/perianjian kerja sama;
menganalisis data dalam rangka penvusunan
keterangan dan kesimpulan Pemerintah/Dewan
Perwakilan Rakyat atas permohonan uji materiil
Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republilt Indonesia Tahun 1945
di Mahkamah Konstitusi dan jawaban termohon
atas permohonan Uji Materiil peraturan
perundang-undangan di  bawah Undang-
Undang terhadap Undang-Undang di
Mahkamah Agung serta gugatan dan jawaban
gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara;
menganalisis data dalam rangka penyusunan
somasi;

menganalisis data dalam rangka penyusunan
legal opinion;

menganalisis konsep mediasi langsung bagi
pihak yang memerlukan terkait dengan
permasalahan huloun.



(3)

Rincian lzeciatan Perancang Madya, sebagai berikut:

a.

merumuskan konsep awal usul prakarsa dalam

ravc o nenyiapkan konsep usul prakarsa
per nnan peraturan perundang-undangan;

men cinpurnakan konsep awal usul prakarsa
dalamn rangka  menyiapkan konsep usul

pralirsa penyusunan  peraturan perundang-

mesveapurnakan naskah hasil telaahan usul
peniusunan peraturan  perundang-undangan
dalem  rangka menelaah usul penyusunan

perctioan perundang-undangan  dari unit

tel

menyonpurnakan konsep keterangan pimpinan

msionsl nusat atau daerah dalam rapat badan

legislasi atau panitia legislasi/badan

mu ah/paripurna;

m isis hasil sidang pembahasan tingkat

panitia leerja;

R GERELE 1 naskah akademik;

mevenpurnakan naskah akademik:

s 0 can rancangan peraturan perundang-

uncdlonean tingkat kesulitan [1I;

menvemnpurnakan rancangan peraturan

prrundang-undangan tingkat kesulitan 11;

mer i askan . konsep  pengharmonisasian,

peiiouiatan,  dan pemantapan  konsepsi

Fars oo peraturan  perundang-undangan

tinebal kusulitan 0T

mercioah konsep dalam rangka menyusun

kst n/penjelasan, pandangan  fraksi,

Jam dan/atau, sambutan singkat

Penyorintah/Dewan Perwakilan Ralcyat/
i Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat

E el

e i hasil sidang Rancangan Undang-

Ehidan mcangan Peraturan Daerah tingkat

P a;



r.

aa.
bb.

e,
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merumuskan Rancangan Peraturan Daerah
dalam rangka mengevaluasi Rancangan
Peraturan Daerah yang dimintakan pengesahan
Menteri Dalam Negeri/Gubernur;

merumuskan tanggapan rancangan peraturan
perundang-undangan tingkat kesulitan III;
menyempurnakan tanggapan rancangan
peraturan perundang-undangan tingkat
kesulitan II;

merumuskan kajian atau evaluasi peraturan
perundang-undangan tingkat kesulitan IiI;
merumuskan mater:  konsultasi  langsung
produk hukum daerah dan permasalahan
hukum di daerah;

merumuskan Surat Edaran,
Instruksi/Keputusan Presiden,
Instruksi/Keputusan /Petunjuk  Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Monkementerian/Lembaga
Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
menyempurnakan Surat Edaran,
Instruksi/Keputusan Presiden,
Instruksi/Keputusan, Petunjuk  Pelaksanaan/
Petunjuk Teknis/pedoman Menteri, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Lembaga
Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
merumuskan perjanjian internasional;
menyempurnalan perjanjian internasional;
merumuskan persetujuan internasional;
menyempurnakan persetujuan internasional;
merumuskan memorandum of understanding;
menyempurnakan memorandum of
understanding:

merumuskan kontrak internasional;
menyempurnakan kontrak internasional;
merumuskan  konirak  nasional/perjanjian
kerjasama;

menyempurnakan kontrak nasional/ perjanjian
kerjasama;



dd. mesumn
vintih/Dewan Perwakilan Rakyat atas
an uji  materiill Undang-Undang

B
ge.
R
K
|
ff.
gg. !
(4] Rinei:
a. 1
P
g 1
P
i
d, 1

—

Sespiaia el

:an keterangan dan kesimpulan

Undang-Undang Dasar Negara

‘ndonesia Tahun 1945 di Mahkamah

dan jawaban termochon atas

yan wjl materiil peraturan perundang-
. di bawah Undang-Undang terhadap

ndang di Mahkamah Agung serta
un jawaban gugatan Pengadilan Tata

rara;

«npurnakan keterangan dan kesimpulan

tih/Dewan Perwakilan Rakyat atas

n uji  materill Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara

: Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah

dan jawaban termohon atas
mn Uji Materiil peraturan perundang-
di bawah Undang-Undang terhadap
ndang di Mahkamah Agung serta
an jawaban gugatan Pengadilan Tata

rarad,

An somasi;

:an legal opinion,

11 Perancang Utama, sebagai berikut:
lizis hasil sidang pembahasan tingkat

badan legislasi;

irnaltan rancangan peraturan
-utidangan tingkat kesulitan III;
unakan konsep pengharmonisasian,
1, dan  pemantapan  Konsepsi
¢ peraturan perundang-undangan;
irmakan  konsep dalam  rangka
lketerangan /penjelasan, pandangan
vaban dan/atau sambutan singkat
h/Dewan Perwakilan
wnmerintah Daerah/Dewan Perwakilan

rah;
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e. menyempurnakan lonsep daftar inventaris
masalah atau jawaban atas daftar inventaris
masalah;

f. merumuskan hasil sidang Rancangan Undang-
Undang/Rancangan Peraturan Daerah pada
tingkat rapat kerja;

g. menyempurnakan tanggapan rancangan
peraturan perundang-undangan tingkat
kesulitan III;

h. menyempurnakan somasi;

i. menyempurnakan legal opinion.

Perancang Pertama sampai dengan Perancang

Utama yang melaksanakan kegiatan penunjang

kegiatan Perancang diberikan nilai angka kredit

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Ketentuan dalam Pasal 10 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 10
Unsur kegiatan vang dinilai dalam memberikan
angka kredit, terdiri atas:
a. unsur utama; dan
b. penunjang,

Unsur utama terdiri atas:

a. pendidikan;

b. penyusunan peraturan perundang-undangan;
¢. penyusunan instrumen hukum;

d. kegiatan lain perangicapan jabatan; dan

pengembangan profesi.
Unsur penunjang merupakan kegiatan yang
mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional
Perancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf f.
Rincian kegiatan Perancang dan angka kredit

masing-masing  butir  kegiatan  sebagaimana



dimal:sud

Peraturan e

Di antara |

yakmni

Fas:;i.

sal 2

sebagai berili i

(1) Pejaba:

yang

l1ayat (1) tercantum dalam Lampiran [

teriini.

{an Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal,
dan Pasal 21B sehingga berbunyi

Pasal 21A

miprinan Tinggi atau Pejabat Administrasi

pembriiiul

Lembaws N
Nonke et

Pemerin:

Kabuy
Fungs

jabatan.
(2) Jenjan:

bagi
Admi:

diteta i
pangla:
terakhir sel

Peraturan ]

ah [

Ketentuan men

penyesuaisn

Administra

diatur den-an |

Manusia,

Di antara

yakni BAE 7.\

24A dan P

AT Lembaga

akan tugas di bidang hukum atau
peraturan perundang-undangan pada
/4, Kementerian, Lembaga Pemerintah
Nonstruktural,
werah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
1 dapat diangkat ke dalam Jabatan
rancang melalui penyesuaian dalam

1 dan jumlah angka kredit kumulatif

Pimpinan Tinggi atau Pejabat
bagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan tingkat
jumlah masa kerja dalam pangkat

‘aimana tercantum dalam Lampiran 111

suai pendidikan,

nbert ini,

Pasal 21B
! pengangkatan, syarat, dan tata cara
bat Pimpinan Tinggi atau Pejabat
rimana dimaksud dalam Pasal 21A

voturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

lan BAB X disisipkan 1 (satu) bab,
lisisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal
‘hingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
NGKAP JABATAN



-20-

Pasal 24A
Perancang dapat merangkap Jabatan Pimpinan Tinggi
atau Jabatan Administrasi pada unit kerja di linglungan
instansi pemerintah vang mempunyai tugas dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan dan
penyusunan instrumen hukum lainnya.

Pasal 24B
Ketentuan mengenai rangkap jabatan Perancang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A diatur dengan
peraturan Instansi Pembina.

Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal,
yakni Pasal 29A, Pasal 29B dan Pasal 29C sehingga
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Kegiatan tugas jabatan yang telah dilakukan Perancang
sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinilai
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 41/KEP/M.PAN/12/2000
tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan
Perundang-undangan dan Angka Kreditnya sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 .Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
41/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional
Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Angka
Kreditnya.

Pasal 29B
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua
peraturan  perundang-undangan vang  merupakan
peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
41 /KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional



Perancang Perat
Kreditnya sebap

Menteri Nogora
Reformasi Lin

Tahun 2005 ‘en

Negara Penda:a

41/KEP/M PN

Perancang Prr:

Kreditnya, cdiny

bertentangan d:

Menteri ini.

Pada saat Perat

Jabatan Fung:i

Fungsional Pec

Perancang Nuad

Utama diadeal
Keahlian aiyg

Pemerintal men

Peraturan Menton
diundangkan.

an Perundang-undangan dan Angka
sana telah diubah dengan Peraturan

ndayagunaan Aparatur Negara dan
si Nomor PER/60/M.PAN/6/2005

12z Perubahan atas Keputusan Menteri

maan  Aparatur Negara Nomor
2000 tentang Jabatan Fungsional
n Perundang-undangan dan Angka

(tan tetap berlaku sepanjang tidak

elum diganti berdasarkan Peraturan

Pasal 29C

n Menteri ini mulai berlaku, jenjang
nal  Perancang Pertama, Jabatan

ang  Muda, Jabatan Fungsional
dan Jabatan Fungsional Perancang
agal  jenjang Jabatan Fungsional
iengan  diundangkannya Peraturan
i1 Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 1l
mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YUDDY CHRISNANDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 929
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LAMPIRAN | : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
41 /KEP/M.PAN/12/2000

HOMOR
TANGGAL :

RINCIAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL PERANGANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ANGKA KREDITNYA

22 Desember 2000

UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN SATUAN AMNGEA PELAKSANE
HASIL (TIAP) KREDIT e I R et

2 3 4 5 & R

PEMDIDIKAN |1 Pendidikan sekolah a. Daklor ljazah 150 Semur jenjana

dan memperoleh b. Pasca Sarjana ljazah 100 Semua [enjang

ijszah/gelar €. Sarjana’D.V ljazah 75 Semus j2njang

2. Pendidikan dan latihan a_ Lamanya lebih 560 jam Sertifthal 15 Semwua jenjany

fungsional di bidang pe- b. Lamanya antara 641 s/d 960 jam Serifikal 9 Semua jenjana

rancang peraturan perun-  |c Lamanya anlara 481 s/d 640 jam Seriflkat [} Semua jenjang
dang-undangan dan men- |d. Lamanya antara 161 s/d 480 jam Serifikat 3 Semua jenjang :

capal Suratl Tanda Tamal |e. Lamanya anlara 81 s/d 160 jam Serifikal 2 Semua jenang
Pendidikan dan Latitan f. Lamanya antara 30 s/d 80 jam Senifikat 1 Semua jenjang :

{STPPL)

29



1 2 3 L 5 6 7
Il JPENYUSUNAN |A. Melakukan Persiapan 1. Melakukan Studi Kelayakan
PERATURAN a. Mengumpulkan data Lapaoran 0,008 P.Pertama
PERUNDANG- b. Menganalisa Laporan 0.2 P. Muda
UNDANGAN c. Mengadakan kaji ulang Laporan 0,12 P.Madya
d. Menyusun laporan Laporan 0,16 P. Muda
2. Menelaah usul penyusunan pe-
raturan perundang-undangan da-
ri unit teknis ;
a. Mengumgulkan bahan Paket 0.06 P.Perlama
b. Menganalisa usul penyusunan
peraluran perundang-undang-
an:
1) tingkat kesulitan | Laporan 0,2 P. Muda
2) lingkat kesulitan Il Laporan 0,36 P. Madya
3) tingkat kesulitan 111 Laporan 0,45 P. Madya
c. Merumuskan lefaahan usul
penyusunan peraturan perun-
dang-undangan :
1) tingkat kesulitan | Maskah 0,16 P. Muda
2} lingkat kesulitan Il Naskah 0,33 F. Madya
3) tingkat kesulitan 1l Maskah 0,42 P. Madya
d. Menyempurnakan naskah ha-
sil lelaahan usul penyusunan
peraturan perundang-undang-
an
1) lingkal kesulitan | Naskah 0,12 P. Madya
2) tingkat Lesulitan || Naskah 0,2 P. Ulama
3} tingkat kesulitan |1l Naskah 0.24 P.Utama
::T.)Aenyiapkan Maskah Akademis
a. Menginvestarisasi masalah Laporan 0.44 P. Muda
b. Melakukan pangkajian masa- |
lah Laporan 1,32 P. Muda
¢. Merumuskan dan menyusun
Naskah Akademis Naskah 0,6 P Madya |
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ﬁjﬂﬁmh&has Maskah Akademis —"
o Menyajkan Naskah Akademis Hali 0,15 P Madya
b. Menyajikan Maskah Pembanding Kalt 0.6 P Madya
d@l&nvammﬂmn Maskah Akademis
a. Mengidantifikasi dan mengumpul-
kan data lambahan Laparan 0,08 P Magya
b Memumuskan dan menyusun kon-
SEp panyempumaan Naskah 0.18 P Magya .
6. Menyusun konsep usul prakaisa
penyusunan RULRPP
a. Mengumpulkan bahan Pakel 0.06 ___PPemama -
b. Menganafisa bahan penyusunan
konsep usul prakarsa RUURPRY
RAPERDA
1) RAPERDA Lagoran 0,24 P Muda —
2) RuL Laporan 0,36 P Madya
¢. Merumuskan konsep awal pra-
karsa
1) RAPERDA Maskah awal 02 E Muda i
) RUU Haskah awal 03 = Madya =
d. Menyempurmnakan konsep awal
usul Prakarsa
1. RAFERDA taskah akhir_ 01 PoMuds
“2YRULT Naskah akhe 0,15 i Madyo
7. Menelili usul prakarsa dan inslansi
lerkail
a, Mengumpulkan bahan Pakel 0.08 P Penama -
b. Menganalisa dan menyusun
jawaban usul prakarsa
1) RAPERDA ljin Prakarsa 0.3 P_Muda
2) RU liln Prakarsa 0.45 P Madya
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B. Menyusun rancangan 1. Menyusun kerangka dasar peralu-
ran perundang-undangan
2. Mengumpulkan bahan untuk me-
nyusun kerangka dasar i Pakel 0.06 P Pemama
. Menganalisa bahan penyusunan i
kerangka dasar peraluran perun-
dang-undangan
1) tingkat kesullan | Laporan 0,18 P Penama
2} tingkal kesuiitan il Laparan (L] P Muda
3} linakal kesuilan il Laporan 0,75 P_Madya ot
¢ Merumuskan kerangka dasar pa-
raluran perundang-undangan
1) lingkat kesulitan | Laporan 0,15 P. Perlama
2] tingkal kesullan 1 Laporan 0,36 P Muga_
__3) tngkal kesulitan 1] Lapcran 06 P_Madya
d. Menyempurmakan kerangka da-
sar peraluran perundang-undang
an
1) tingkat kesulilan | Kerangka dasar 0.1 P. Muda
2) lingkal kesuiitan Ii Ferangka dasar 0,26 P. Madya
3} tingkal kesulitan Il Kerangka dasar 0,45 P Utama
2. Merumuskan rancangan paraluran
perundang-undangan
a, lingkal kesulitan | Rancangan 0.2 P Pemama
b. lingkal kesulitan Il Hancangan 07 P Muda :
¢ lingkat kesulitan 11 Rancangan 15 P _Madya
3. Membahas rancangan peraturan
perundang-undangan
a. Membahas di intern Tim/Panitia
1) Men}-a_ljiﬂ::ﬂn rancangasn Seliap kali 0.09 P Muda
2} Memberikan tanggapan alas
rancangan yang disajikan Seliap kali 0,135 P Madya
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b, Membahas di ekslem TimiPaniia o
1) Menyajikan rancangan Seliap kali 0.08 P Muda
Z) Membenkan tanggapan alas
rancangan yang disafikan Seliap kali 0,135 P Magya =
4. Menyempurnakan rancangan pera-
turan pemundang-undangan
a. Mengidentifikasi dan mengumpul-
kan data lambahan Seliap kali 0.1 P Muda o
b. Merumuskan dan menyusun kon- i
SED panyEmpurnaan Sallap kail 0,18 P Madya
5. Membahas kembali rancangan
dalam rangka harmonisas! Setiap kali 0,18 PolemE
AHASAN RUUT = — 1
A, 1. Manyusun keterangan Pemeriniah/
Pemeriniah Daerah
a. Menyusun konsep Honsep D4 P Muya
b. Mengiaah konsep Konsep 0,39 P Madya 3
c. Menyempumakan Kensep Konsep
0.36 P Uama
2. Menyusun konsep jawaban Peme-
nnlah/Pemerintah Daerah lerhadap
Pemandangan Umum Fraksi
a. Me un konse Konsep 044 P. Muda
b, Menelaah kensep Fonsep 0,39 F Madya
c. Menyempurnakan kensep Fonsep 0.36 P Ulama
3. Menyiapkan jawaban alas Daflar In-
venlarisasi Masalah (DIM) i
a. Menyusun konsep jawaban DIM Konsep 0,4 P Wiuta 1
[__b. Menelaah konsep [awaban DIM Konsep 0,45 P Madya
¢. Menyempurnakan konsep [awa-
ban DiM Konsep 0,36 P Utama 2
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4, Mengikull Sidang DPRIDPRD =
a, Menyiepkan bahan yang akan di-
bahas Pakel 0.06 P Pernama
b. Mengikuli permbahasan
1) Tingkal PANSUS Seliap kali 024 P Utama
. 2) Tingkal PANJA Satiap kali 0,18 P. Madya
3) Tingkal TIMUSITIMGIL Seliap kali D12 P_Muda
4} Tingkat Tim Sinkconisasi Soliap kall 012 T ———
© Membual lagoran hasil sidang Laparan 0,05 P Muda .
5. Merumuskan hasil sidang pemba-
hasan peraluran perundang-un-
dangan
a Menyusun konsep Kensep 0.09 P. Muda
b. Menelaah konsep Konsep 0,13 P Madya
c. Menyempumakan konsep Maskah 0.05 P, Litlama
6 Menyiapkan sambulan singkal
MenteriKepala Daerah dalam Si-
dang PANSUS -
a. Menyusun kensep HKonsep 0,26 P Muda !
. Menelaah konsep Konsep 0,27 P Madya .
c. Menyempumakan konsep Naskah 0.135 P Madys o
7. Menyiapkan sambulan Menler/
Kepala Daerah dalam sidang Pari-
PUma 0
a. Menyiapkan konsep Konsep 0,26 P Muda :
b. Menelaah konsep Konsep 027 P hadya
c. Menyempurnakan Konsep Naskan 0,135 B Madya
8. Menelaah Peraluran Daerah Ting- .
kat | yang dimintakan pengesahan i
Menter Dalam Negen .
a. Mengumpulkan bahan Pakel 0.045 P Perama !
b. Menyusun konsep telaahan Maskah 0.18 P Muda i
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¢, Membenkan perimbangan alas
konsep lelaahan MNaskah 0135 e F Maoys
d. Menyempurnakan kansep lelaah-
an tdaskah 008 P Muga
0. Memberkan tanggapan ter-
hadap peraturan perundang-
undangan 1. Mengumpulkan bahan Paket 0,08 P Penamns
2. Menyusun konsep langgapan ran-
carngan peraluran pervndang-un-
dangan
a. lingkat kesulitan | Konsep 0,13 _ PPenama
b_lingkat kesulitan || Honsep 04 P Muda
c. tingkal kesulitan 1il Konsep § P Muda
3. Menelaah konsep langgapan ranca-
ngan peraluran perundang-undang-
an
a. lingkat kesulitan | Kaonsep 0,18 P. Muda v
b_lingkal kesufilan It Konsep 038 P Madya
c. tingkat kesulian 111 Kansep 0,45 P _Madya
4. Menyempurmakan konsep langga-
pan rancangan peraluran perun-
dang-undangan
a. lingkal kesulitan | Naskah 0,13 P. Muda
b, Ungkat kesulitan |l Maskah 0,21 P_Muda
€. ingkat kesulitan [l Haskah 0.27 F Utama
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1. MENYLUSUN A Instruksi Presiden, Menteri, |1. Menyusun konsep Instruksi Konsep 0.15 P. Pertama
INSTRUMEN Pimpinan LPMND/Lembaga
HUKUM Tinggi Negara, Jaksa Agung, [2. Menelaah konsep instruksi Konsep 0,26 P. Muda
Kepala Kepolisian RI, Panglima
TNI, Gubernur dan Bupati/ 3. Menyempurnakan instruksi Maskah 0.27 P. Madya
Walikota
B. Surat Edaian 1. Menyusun kensep surat edaran Konsep 0,15 P. Pertama
2. Menelaah konsep surat edaran Konsep 0,26 P. Muda
3. Menyempurnakan sural edaran Konsep _ 0,27 P. Madya
C. Perjanjian Internasicnal 1. Melakukan persiapan dalam rangka
penyusunan Naskah Perjanjian
Internasional
a. Menelazah usul dari Unit Teknis
Tentang penyusunan Perjanjian
Internasional Maskah 0,6 P. Madya
b. Melakukan studi kelayakan
1) Mengumpulkan dala Laparan 0,09 P Pertlama
2) Melakukan analisis data dan
menyusun laporan hasil studi
kelayakan Laporan 0,44 P. Muda
2. Menyusun naskah perjanjian
a. Menyusun naskah dasar perjanji-
an Maskah 0.9 P. Muda
b. Menelaah naskah dasar perjanji-
an Maskah 0.9 P Madya
c. Menyempurnakan naskah dasar
perjanjian Maskah 0,45 P Madya
4. Membenkan langgapan lernadap
counter draft
a. Menyiapkan kensep langgapan Konsep 0.6 P. Muda
b. Menelaah konsep tanggapan Konsep 0,75 P. Madya
c. Menyempurnakan konsep tang-
_gapan Maskah 0,45 P. Madya
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4. Membahas naskah cenanFan o )
a. Mengikuli pembah Kali 0.18 I Magya _
b. Membual laparan hasd pembaha-
san Laporan 0.9 P Madya =
€. Menywsim naskah skhir perfaniian Haskah 1,35 PMadye
D. Perseluguan Intemasional |1, Melakuian persiapan dalam rangka
penyusunan naskah persefuuan in-
lemasional
a. Menetaah usul dari Unil Tekns
lemang penyusunan Persebujuan
Inlemasional Haskah 0.6 P Madya
b Melakuian sluo: kelayaken .
1] Mengumpulian data Laporan 058 P Pentama
H anahsis dala dan
menyusun kperan hasd sludi
kelayakan Laporan a4 P Muda
2. Menyusun naskah persefujuan
a. Menyusun naskah dasar perselu-
Maskah 0.9 P M _
b. Menelagh naskah dasar persetu-
Maskah 0.8 P Magcya
¢. Menyampumakan naskeh perse-
| luan Maskah 45 P kagya
3. Membesikan langgapan tethadap
counler drafl
2. Menyiapkan kensep langgapan Honse 0.8 P Muda
b. Menelash aaan s 075 P Madya
€. Meryempuenakan konsep farg-
gapan Naskah 045 P Madya
4. Membahas Naskah Persetujuan
2 Mengikuli permbahasan Rai 0,18 P Mudz
b. Membuat laporan hasid pembaha-
san Laporan 0.9 P Madya H
¢. Menyempurmakan naskah akhir L
Perselujuan Maskzh 0.135 P Magya .
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E. Kentrak Internasional 1. Melakukan persiapan dalam rangka
penyusunan rancangan konlrak in-
lernaslonal
a. Menelaah usul dan Unit Teknis
lenlang penyusunan rancangan
kantrak intemasional MNaskah 06 P Madys
b, Melakukan sludi kelayakan )
1§ M&Eu‘nwﬂmn data Laporan _ Il 0,09 P. Penama N
kukan enalisis dala dan -
menyusun laporan hasil sludi
kelayakan Laporan 0,44 P huda e
2, Menyusun naskah konlrak inlerna-
sional
a. Menyusun naskah dasar konlrak Maskah 09 P. Muda
b. Menelaah naskah dasar konirak Haskah 05 P_Madya T
©. Menyempurnakan naskah dasar ————
konlrak Maskah 0.45 P Madya
3. Memberikan langgapan lerhadap
counler drall
a. Menyiapkan konsep langgapan Konsep 0,8 P. Muda S
b. Mensla nsep langgapan Konsep 0,75 P. Madya o
¢. Menyempumakan konsep lang- Maskah 0.45 P Madya
apan
-~ gapa 2
4. Membahas rancangan
&a. Mengikuli pembahasan Kal 0,18 P Madya
b. iF:l!narl-lbhmlt laporan hasil pemba- ’
asan Laporan 0.9 P Madya
€. Menyusun naskah akhir konlrak =
internasional Maskah 1,35 P oMedya
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F. Konirak Masional 1. Melakukan persiapan dalam rangka
penyusunan rancangan kontrak na-
sional
a, Menelaah usul dan Unil Teknis
lenlang penyusunan rancangan
konlrak nasional Haskah 0.35 _ F huda
b. Melakukan siudi kelayakan
1) Mggumgulkan dala Laporan 0.06 P Penama —
) Melakukan analisis data dan
menyusun laparan hasil studl
kelayakan Laporan 0.4 P. Muda
2. Menyusun naskah konlark nasional
a. Menyusun naskah dasar konlrak
nasicnal Maskah 0.35 P, Perama
b. Menelaah naskah dasar konlrak 3
nasianal Naskah 0.50 P Muda R
¢. Menyempurnakan naskah dasar
konirak nasional Maskah 0.18 P Muda
3. Memberikan langgapan lerhadap
counier draft
a. Menyiapkan konsep langgapan Konsep 0.30 P Penama o
b. Menelaah konsep langgapan Konsep 0.40 —_—
pda
& Menyempurmakan Konsep lang-
gapan Maskah 012 P oMuga =
4, hl::?ahanas naskah Kontrak MNasio-
a. Mengikuli pembahasan Kali 0,135 P. Madya o
b. Membual laporan hasll pembaha-
san Laporan 0.75 P Madya =
c. Menyusun naskah akhir konirak
nasional Maskah 1.05 P Madya
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5. Gugalan 1. Melakukan persiapan dalam rangka
menyusun naskah gugatan
a. Menelaah kasus Maskah 0,18 _ P Muga
b. Mengumpulkan dala Laporan 0,13 B —F Perama :
c. Menganalisa dala Laporan 0,44 = Muda =
2. Menyusun gugatan
a. Menyusun kerangka gugalan Konsep 0,44 P. Muda
. Menelaah kerangka gugatan MHaskah 028 . P. Muda
& Meényempurnakan Kerangka gupa-
lan Haskah 0.27 B Madya
3. Mengikuli Sidang Kall 0,045 P. Pedama
4. Menyusun laporan hasil sidang Laporan 0.09 _P_Penama
H. Jawaban gugatan 1. Melakukan persiapan dalam rangka
penyusunan konsep |awaban guga-
lan
a. Menelaah kasus Laporan 0.18 F Muds =
b, Mengumpulkan dala Laporan 0,13 P. Perlama
c. Menganalisa data Laporan 044 P Muds
2. Menyusun jawaban gugalan
a, Menyusun kerangka jawaban gu-
gqalan Konsep 0,22 P Muoa
b. Menelaah kerangka jawaban gu-
gatan Konsep 0,26 P_Muda
¢ Menyempumakan kerangka jawa-
ban gugatan Konsep 0,27 P. Madya
3. Mengikuti sidang Kali 0045 P Penama
4. Menyusun laporan hasll sidang Laporan 009 P Pertama
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I. Aktla 1. Melakukan persiapan
a. Menyusun kerangka dasar akla MNaskah 0,54 P.Madya
b, Mengumpulkan bahan Laporan 0,06 P.Pertama
¢, Turut serta melakukan perunding-
an Kali 0.09 P. Muda
d. Merekam hasil perundingan Nolulen 0.09 P. Madya
e. Merumuskan hasil perundingan Laparan 039 P.Madya
2. Menyusun konsep akla
a. Menyusun kerangka dasar akla Kerangka dasarl 0,39 F. Madya
b. Mengumpulkan bahan Laporan 0,06 P.Pertama
¢. Merancang konsep akla
1) Mengolah bahaun Konsep 0,09 P. Perlama
2} Membahas konsep Kansep 0,09 P. Muda
3) Memadukan (mengintegrasi-
kan) konsep Konsep 0,18 P. Madya
4) Menelaah konsep akta MNaskah 0,75 P. Muda
5) Menyempurnakan konsep akta Naskah 0,18 P. Madya
3. Memberikan tanggapan
a. Menyiapkan jawaban tanggapan Konsep 0.3 P. Pertama
b. Menelaah konsep tanggapan Konsep 0.4 P. Muda
c. Menyiapkan usul kensep akla Naskah 0,18 P. Madya
J. Legal Gpinion 1. Menyusun konsep Konsep 0,30 P. Pettama
2. Menelaah konsep Konsep 0.39 P. Muda
3. Menyempurmakan Konsep 0,36 P. Madya
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. JPENGEMBANGAN

A Melakukan kegiatan kana
lulisiwanya dmiah di bidang
haskumy

1. Hasil penelEan pengujian, sunei
dan evaluasi di bidang hukum yang

dipubkkasikan
a. Dalam benluk bulos yang dilestbil-
kan dan diedarkan kepada ihalz-
s

1250

b. Dalam mzgalah imiah yang diskos
cleh Lembaga Imu Pengelahuan
Indonesia

2. Karya lulis iiméah berupa injauan
alau lasan imiah dengan gagasan
sendii dalam bidang hukum yang
dipublikasikan
a. Dalam bentuk buku yang diderba-

kan dan diedarkan kepada khala-
yak buas

Semua pengsny

. Dalam majalah maah yang diak.n
oleh Lembaga limu Pengelahuvan
indonesia

Semusa jenRng

3. Kanya luEs Bmiah benpa linjauan
alau ulasan iméah dengan gagasan
sendin datam bidang hukum yang
a. Datam benluk bula

Karya

Semua jergang

b. D2lam benhuk makaiah

Hanpa

Semaua jergang

4. Menyampaikan prasaran berupa
lgauan gagasan glaw wasan ikmiah

dalam perdemuan @miah

Maskah

250

Semuz jeryand
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B Menenemahkan/Menyadur |
Buku dan Bahan-bahan kain
di Bidang Hukum 1. Terjemahan/saduran dalam bidang
hukum yang dipublikasikan
a. Dalam benluk buku yang dilerbit-
kan dan diedarkan kepada khala-
yak umum Karya 7 Semua [en@ng o
b. Dalam majalah iimian yang diakui
cleh Lembaga llmu Pengelahiuan
Indonesia Karya s Semua jenang ===
2. Terjemahan/saduran dalam bidanc
hukum yang lidak dipublitasikan
a, Dalam beniuk buku Karya 3 Semwua jenjang
b. Dalam benluk majalah Karya 15 Semua jenjang
V. |PENDUKUNG
KEGIATAN
PERANCANG  |A. Mengajar, malalih dan alau)
membimbing pada pendidik- i
an sekolah dan pendidikan
lathan pegawai 1. Mengajar, membimbing dan afau
melalih pada pendidikan sekolah 2 jam pelajaran 0,024 Semua jenjang
2. Mengalar, membimbing dan alau !
melalih pada pendidikan luar seko-
lah 2 jam pelajaran 0,024 Semua jenjang
B. Mengikuti SeminarfLoka- f
harya Mengikuti kegiatan seminarfiokakarya 1
sebagai
1, Pemrasaran Kali 3 Semua jenjang -
2. Moderaler Kali 2 Semua jenjan 1
3_Pembahas Kali i Semua jenjang i
4, Marasumber Kali F Semua jenjang |
5. Peserta Kall 1 Semua jenj|ang |
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. Menyunting naskah di bi-
dang Hukum dan Perun-
dang-undangan Menyunling naskah di bidang hukum
dar perundang-undangan Maskah 1 Semua jenfang
0. Berperan serta dalam Pe-
nyuluhan Hukum Melakukan penyuluhan hukurm Kali 1 Semua [ENang S
E. Menjadi anggola organisasi
profesi 1. Tingkal Internasional/Nasional
sebagal
8. Penqurus aklif Seliap tahun 1 Sefmua [enjang i
b. Angaota aklif Sefiap tahun 05 Semua jenjang o
2 Tingkal Propinsi, sebagat:
a. Pengurus akiil Seliap lahun 025 Semua jenjang.
b. Anggola akhl Sebap lahun 0.15 Semuajenang
F. Keanggolaon dalam
Tim Penilai Jabalan Fung-
sional Perancang Menjadi anggota Tim Penilal jabatan
{ungsicnal Perancang secara aktif Tahun 0.50 Semua fenjang &
G. Menjadi anggola delegasi
dalam Pertamuan infernasi-
onal Sebagai
1. Kelua Delegasi Kali a Semua jenjang
2. Angqola Delegasl Kali 2 Semua jenjang =3
H. Memperoleh gelar kesara-
naan lainnya Mempercieh gelar kesarjanaan yang
fidak sesuai dengan lugas pokoknya
1. Doklor Gelar/ljazah 15 Semuajenjang
Z. Pasea Sanana Gelarfljazah 10 Semua jenjang =5
3. Sanana Gelar/ijazah 5 Semua jerang
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I Mempercleh tarda peng- | 1. Tanda jasa dari Pemerintah alas
hargaarJlanda jasa preslasi kerfanya
! Tiap tanda jssa_ lingkat :
a. Nasionalinlernasional Tanda jasa 3 Sermua jenjang
b. Propinsi Tanda [asa 2,50 Semua jenjang
¢. Kebupalen/Kola Tanda jasa 2 Semua jenjang
2, Gelar kehormatan akademis Gelar 15 Semua jenjang
P i el
S
el T - .
e




LAMPIRAN Il : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : 41/KEP/M.PAN/12/2000
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Bahan Kuisioner

Setelah mengumpulkan SOP, melakukan wawancara yang berpedoman pada

pedoman wawancara dan melakukan review antara Permenpanrb yang baru terkait

Jabatan Fungsional Perancang maka di dapat beberapa hal yang perlu di jadikan bahan

dalam penyusunan kuisioner yang dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:

L.

II.

I11.

IV.

Tingkat Pengetahuan Perancang terhadap SOP

Mencari tahu apakah Perancang mengetahui bahwa Pusat Perancangan
Undang-Undang memiliki SOP. Apabila belum mengetahui apakah alasan Perancang
tidak mengetahui. Berdasarkan wawancara sebelumnya para narasumber
mengatakan sebenarnya seluruh Perancang sudah mengetahui adanya SOP namun
memang belum memahami secara mendalam substansinya.

Tujuan dari mencari tahu tingkat pengetahuan Perancang terhadap SOP adalah

untuk mengetahui apakah perlu di lakukan sosialisasi kepada Perancang.

Pedoman Peraneang dalam bekerja

Mencari tahu pedoman Perancang dalam bekerja menggunakan SOP yang sudah
ada atau tidak. Hal ini untuk mengetahui apakah SOP sudah di manfaatkan secara

maksimal.

Manfaat  SOP  terhadap  Jobdese sebagai  Perancang  Peraturan

Perundang-undangan

Bertujuan mencari tahu apakah SOP memiliki manfaat bagi Perancang.

Sumber Pengetahuan Perancangan terhadap SOP

Perlu diketahui sumber pengetahuan dari SOP.

Penerapan SOP didalam praktiknya
Mencari tahu apakah SOP sudah diterapkan seluruhnya. Jika SOP belum

diterapkan perlu dicari tau pula akar permasalahan mengapa SOP belum dapat



diterapkan seluruhnya. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi dari permasalahan ini.

VI. Evaluasi terhadap SOP
Mencari tahu pula penyelesaian permasalahan SOP di Pusat PUU seperti
sosialisasi, evaluasi secara berkala maupun revisi terhadap SOP.
Dari hasil perbandingan Permenpan yang baru dengan peraturan yang lama pun
diketahui ada perbedaan yang mengharuskan evaluasi perlu ditinjau lagi

kedepannya.



LAMPIRAN
KEGIATAN 2



KUISIONER
ANALISIS PENERAPAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG (RUU)
DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Kuisioner ini diberikan dalam rangka menjalankan kegiatan Habituasi  Aryani
Sinduningrum CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RL Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan SOP Penyusunan
NA dan RUU di lingkungan Pusat PUU.

Dalam pengisian kuisioner ini, Saudara dapat menjawab semua pertanyaan dengan
cermat dan jujur sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi penelitian ini.

Atas kerjasama Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama

No. Telepon

Jabatan* : a. Perancang Undang-Undang Madya
b, Perancang Undang-Undang Muda
c. Perancang Undang-Undang Pertama
d. Calon Perancang Undang-Undang

Bidang Kerja* : a. Kesejahteraan Rakyat

b. Politik, Hukum, dan HAM
¢. Ekonomi, Kevuangan, Industri, dan Pembangungan

(*) Mohon lingkari huruf sesuai dengan identitas Bapak/Ibu

Petunjuk Pengisian:
I.  Berikanlah tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia.
2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu pada setiap pernyataan untuk dijawab dengan benar dan

akurat.



diterapkan.

Tidak adaptif, schingga perlu menyesuaikan dengan kondisi

di lapangan.

Terdapat kondisi tertentu, seperti desakan dari AKD atau
Anggota Dewan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam

kurun waktu yang terbatas.

VI Evaluasi terhadap SOP

Jawaban

Ya Tidak

Menurut/Bapak Ibu SOP yang ada telah dirumuskan dengan

jelas dan rinci.

2. Menurut Bapak/Ibu uraian dalam SOP telah jelas dan mudah
dipahami.

3. Menurut Bapak/Ibu apakah perlu dilakukan penyempurnaan
terhadap SOP yang ada di Pusat PUU.

4, Menurut Bapak/Ibu apakah alokasi waktu yang tersedia
pada SOP dalam menyelesaikan satu tugas telah memadai.

5. Menurut Bapak/Ibu SOP perlu ditinjau secara berkala dalam
waktu tertentu.

6. Menurut  Saudara, perlu ada tim evaluasi terhadap
pelaksanaan SOP yang sudah ada.

& Menurut Saudara, perlu ada sosialisasi terhadap SOP yang

ada di Pusat Perancangan Undang-Undang.




III. Manfaat SOP terhadap Jebdese

Jawaban

Ya | Tidak

‘1. | Menurut Bapak/lbu adanya SOP membantu dalam |
melakukan  pekerjaan  sebagai  seorang  perancang

undang-undang.

' IV. Sumber Pengetahuan terhadap SOP

Jawaban

Ya Tidak

1. Bapak/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP
| sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan

NA dan RUU karena Bapak/lbu sebagai tim Penyusun SOP.

12

| Bapak/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP
| sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penvusunan

NA dan RUU karena Bapak/Ibu berdasarkan informasi dari

Tim Penyusun.

Lad

Bapak/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP

' sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penvusunan |
NA dan RUU berdasarkan sosialisasi vang pernah di |

: lakukan oleh rekan kerja. ‘

4. | Bapak/lbu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP |
. | sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penvusunan

| NA dan RUU berdasarkan sumber lain, vaitu ‘

Jawaban

‘ V. Penerapan SOP di dalam praktiknya |

Ya Tidak

| L Menurut Bapak/Ibu apakah selama ini SOP telah diterapkan
‘ dengan konsisten seluruhnva sesuai dengan praktik y:mg.‘

 dilakukan dalam penyusunan NA dan RUU,

[-2, Jika jawaban pertanyaan no | adalah Tidak, mt:nurut|

Jawaban

' Bapak/Ibu, hal apakah yang menjadi penyebabnya:

Ya Tidak

‘ Belum diterapkan seluruhnya karena sebagian tidak dapat




diterapkan. ‘

Tidak adaptif. sehingga periu menyesuaikan dengan kondisi |
|

|
| di lapangan.

| Terdapat kondisi tertentu, seperti desakan dari AKD atau
i.—'mggom Dewan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam

1
- kurun waktu vang terbatas.

V1. Evaluasi terhadap SOP

Jawaban

Ya

| Tidak

I

Menurut/Bapak Ibu SOP vang ada telah dirumuskan dengan

| jelas dan rinci.

[-3

| Menurut Bapak/Ibu uraian dalam SOP telah jelas dan mudah

: dipahami.

Menurut Bapak/Ibu apakah periu dilakukan penvempurnaan |

terhadap SOP vang ada di Pusat PUU.

-;—

. Menurut Bapak'lbu apakan alokasi wakiu vang tersedia

' pada SOP dalam menyelesaikan satu tugas telah memadai.

!.-‘r

Menurut Bapak/Tbu SOP periu ditinjau secara berkala dalam

waktu tertentu.

|Menumt Saudara. perlu ada tim evaluasi terhadap

| pelaksanaan SOP vang sudah ada.

=
.

Menurut Saudara. perlu ada sosialisasi terhadap SOP vang |

: ada di Pusat Perancangan Undang-Undang.




KUISIONER
ANALISIS PENERAPAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG (RUT)
DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Kuisioner ini ditcerikan daiam rangka menjalankan kegiatan Habituasi Aryani
Sincduningrum CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahlian DPR RI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan SOP Penyusunan
NA dan RUU di lingkungan Pusat PUUL

Dalam pengisian kuisicner ini. Saudara dapat menjawab semua pertanvaan dengan
cermat dan jujur sehingga dapat memberikan manfaat vang sangat berarti bagi penelitian ini.

Ains kerjasama Bapak/Tbu, sava ucapkan terima kasth.

IDENTITAS RESPONDEN
Nama : w
No. Teleren - =
Jabatwan* @P:mncang Undang-Undang Madva
b. Perancang Undang-Undang Muda
c. Perancang Undang-Undang Pertama
d. Caion Perancang Undang-Undang
Bidang Kerja* éj Keseiahteraan Rakyat
b. Politik, Hukum, dan HAM
¢. Ekonomi, Keuangan, Industri. dan Pembangungan

(*) Mohon lingkart huruf sesuai dengan identitas Bapak/Ibu

Perunjuk Pengisian:

1. Bertkanlah tanca silang (X) pada jawaban yang tersedia.

5

2. Mohon kesediaan Bapak/Ibu pada setiap pernyataan untuk dijawab dengan benar dan
akurat.



‘ No. ‘ Pernyataan l Jawaban

! .
L | Ya | Tidak |
- L Tingkat Pengetahuan terhadap SOP

' 1. | Apakah Bapak/lbu mengetahui bahwa sejak tahun 2016

| Pusat PUU telah memiliki SOP sebagai acuan dalam

)I melaksanakan kegiatan penyusunan NA dan RUU? i
i (#jika jawaban Ya dapat langsung mengisi pada bagian II.

|
l
|
l
|
.'

Pedoman dalam Bekerja) I

1.2

 Bapai [bu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan i
|
| penyusunan NA dan RUU karema tidak pemah |

1 e i a
- , disosialisasikan. I

Lad

| Bapak/lbu tdak mengetahui adanya SOP kagiamn" ‘
|

| penvusunan NA dan RUU karena dalam menjalankan tugas |
|

selama ini tidak pernah mengalami masalah

4 | Bapal/Ibu tidak mengetahui adanya SOP karena tidak ada

| perbedaan vang bermakna terkait ada atau tidak adanya
|

| sop | |

5. |Bapak/Ibu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan | l

| penyusunan NA dan RUU Karena alasan lainnya, vaitu , |

l
|
1
l
|
l
| 1

| | I
| II. Pedoman dalam Bekerja "
' | Ya | Tidak |
L - l |
. 1. | Saudara menggunakan SOP sebagai pedoman dalam | v l l
1

bekerja. . '

Jawaban |

| B
.

| Saudara menggunakan kesepakatan tim sebagai pedoman

v

l | dalam bekerja.

3. | Saudara menggunakan pedoman lain dalam bekerja. 'l |
' l | V4 I
]

(“Jika jawaban Saudara pada bagian I tidak mengetahui ;

adanya SOP, Saudara dapar  berhenti  mengerjakan

kuisioner sampai bagian inf)




| NA dan RUU karena Bapak/Ibu sebagai tim Penyusun SOP.

l [I1. Manfaat SOP terhadap Jobdesc l Jawaban
i l Ya | Tidak {
'L | Menurut Bapal/lbu adanya SOP membanw dalam |
I | melakukan  pekerjaan  sebagai  seorang  perancang \/ \/ |
E | undang-undang. [ |
| IV. Sumber Pengetahuan terhadap SOP I Jawaban I
| T Ya | Tidak
bes
i 1. | Bapak/Tbu mengetwahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP'I ll
| | sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan l l/f s

|

ll | Bapak/Tbu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP
' ' sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan
| | NA dan RUU karena Bapak/Tbu berdasarkan informasi dari II
I, 7 Tim Penyusun. '

3. lE’u:lpak.'ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP '
| sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan |
| NA dan RUU berdasarkan sosialisasi yang pernah di

. | lakukan oleh rekan kerja. ,

4. | Bapak/Tbu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP |

| sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penvusunan ]

NA dan RUU berdasarlan sumber lain, yaitu
]

V. Penerapan SOP di dalam praktiknya !

Jawaban

Ya

Tidak

|
|
|
|
|
|
|

l. | Menurut Bapak/Ibu apakah selama ini SOP telah diterapkan

| {
. | dengan konsisten seluruhnya sesuai dengan praktk yang
I

| | dilakukan dalam penyusunan NA dan RUL. |

l
|

v

2. | Jika jawaban peranvaan no 1 adalah Tidak, menurut

Jawaban

l | Bapak/Ibu, hal apakah vang menjadi penvebabnya: [

|

Ya

Tidak

|

Belum diterapkan seluruhnya karena sebagian tidak dapat
!




| diterapkan.

|

¢ Tidak adaptif. sehingga periu menyesuaikan dengan kondisi

l di lapangan.

l

Terdapat kondisi tertentu, seperti desakan dari AKD atau
Angzota Dewan untuk menvelesaikan pekemjaan dalam

| kurun wakwu vang terbatas.

1

v4

N —

' VL Evaluus; terhadap SOP
|

Jawaban

Ya

i Tidak

} MenuruvBapak [bu SOP vang ada telah dirumuskan dengan
|

jelas dan rinei.

1
l
|

|
L
i
!

-3

| Menurut Bapak/Ibu uraian dalam SOP telah jelas dan mudah

1
| dipahami.

ad

Menurut Bapak/Tbu apakah perfu dilakukan penyempurnazan

! terhadap SCP vang ada di Pusat PUU.

l

|

P

Menurui Bapak/ibu apakah alokasi wakiu vang tersedia

pada SCP dalam menvelesaikan satu tigas telah memadai.

tay

Menurut Bapak/Ibu SOP periu ditinjau secara berkala dalam

wakiu terteni.

|
|
|

Menurut Saudara. perfu ada tim evaluasi terhadap |

pelaksanaan SOP vang sudah ada.

=1

*] Menurut Saudara, periu ada sosialisasi terhadap SOP vang |

| ada di Pusat Perancangan Undang-Undang.

|




Ticeuinbang

KUISIONER
ANALISIS PENERAPAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG (RUT)
DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Kuisioner ini diberikan dalam rangka menjalankan kegiatan Habituasi Arvani
Sinduningruom CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Sekretariat Jenderal dan
Badan Xeaniian DPR RI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan SOP Penyusunan
NA dan RUU di lingkungan Pusat PUUL

Dalam pengisian kuisioner ini, Saudara dapat menjawab semua pertanyaan dengan
cermat dan jujur sehingga dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi penelitian ini.

Atas kerjasama Bapak/Thu. sava ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN
Nama
No. Telepon

ndang-Undang Madya

o

Jabatan® :a, Perancang
b. Perancang Undang-Undang Muda
c. Perancang Undang-Undang Pertama
':ﬂcn Perancang Undang-Undang
Bidang Xerja* : 2. Kesejahteraan Ralgyat
b. Politii, Hukurn, dan HAM
@Ekutwmi. Keuangan, Industri, dan Pembangungan

(*) Mohen lingkari huruf sesuai dengan identitas Bapak/Ibu

Pemunjuk Pengisian:
I. Berkanlah tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia.
2. Mohon kesediaan Bapak/Tbu pada setiap pernyataan untuk dijawab dengan benar dan

akurat



| No. | Pernvataan ] Jawaban |
l Ya | Tidak ’
' L. Tingkart Pengetahuan terhadap SOP |
" 1. | Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa sejak tahun 2016 ] |
| Pusat PUU telah memiliki SOP sebagai acuan dalam | | |
l, , melaksanakan kegiatan penyusunan NA dan RUU? II . ! i
1 (*jika jawaban Ya dapat langsung mengisi pada bagian [I. | 'I '

| || Pedoman dalam Bekerja) l I' _;

2. | Bapak/Tbu tidak mengetahui adanya SOP kegiaan B
|| penyusunan NA dan RUU karena tidak pernah | | :
| | disosialisasikan. | ' I
| 3. | Bapal/lbu tidak mengetahui adanya SOP  kegiaun | | |
1  penyusunan NA dan RUU karena dalam menjalankan tugas | | '
' | selama ini tidak pernah mengalami masalah

4 | Bapak/Ibu tidak mengetahui adanva SOP karena tidak ada ,
' perbedaan vang bermakna terkait ada atau tidak adanya | i I
|| soP, i |
| 5. | Bapak/lbu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan | '
| l penyusunan NA dan RUU Karena alasan lainnya, vaitu ' l I
| | | |
| ! ', I |
'ull[. Pedoman dalam Bekerja l| .Inw:;han
| . Ya Tidak
;L l. | Saudara menggunakan SOP sebagai pedoman dalam | " 11 i
l | bekerja. ' l |

1. | Saudara menggunakan kesepakatan tim sebagai pedoman J | ,

| dalam bekerja. |

3.

| Saudara menggunakan pedoman lain dalam belerja. |
| |
| (“Jika jawaban Saudara pada bagian I tidak mengerahui

adanya SOP, Saudara dapar berhenti mengerjﬂkan'

' kuisioner sampai bagian inf)




| 1. Manfaat SOP terhadap Jobdesc i
|

Jawaban

Ya | Tidak

1. | Menurut Bapak/Tbu adanya SOP membantu dalam |

1 |
,melakukan pekerjaan  sebagai  seorang perancang |

|
|

I'V. Sumber Pengetahuan terhadap SOP \

Jawaban

l

Ya | Tidak
{

l

|
l
i | undang-undang. [
|
1

| 1. | Bapak/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP,

sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penvusunan |

|
NA dan RUU karena Bapak/Tbu sebagai tim Penyusun SOP. |

2. | Bapak/Tbu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP
' ' sebagai pedeman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan

| '
, NA dan RUU karena Bapak/Ibu berdasarkan informasi dari |

| Tim Penyusun. '

'3, | Bapak/Tbu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP
| sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penvusunan
NA dan RUU berdasarkan sosialisasi vang pemah di

lakukan oleh rekan kerja.

:I-

Bapai¢/Ibu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan
NA dan RUU berdasarkan sumber lain, vaitu

i

V. Penerapan SOP di dalam praktiknyva |

Jawahan

[
' .
| |

Ya | Tidak

|
| 1. | Menurut Bapalk/Tbu apakah selama ini SOP telah diterapkan |
|

| dengan konsisten seluruhnya sesuai dengan prakiik vang
|

dilakukan dalam penyusunan NA dan RUU.

]

v

2 Jika jawaban pertanvaan no | adalah Tidak, menurut

Jawaban

| Bapak/Ibu, hal apakah vang menjadi penyebabnya:

Ya | Tidak

| Belum diterapkan seluruhnya karsna sebagian tidak dapat
|




| diterapkan. ‘

Tidak adaptif. sehingga periu menyesuaikan dengan kondisi |

I

di lapangan. l

i
|

|

| Terdapat kondisi tertentu. seperti desakan dari AKD atau |
Anggota Dewan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam |

| kurun waktu vang terbatas. ‘

|

v
i
v’

|
| V1. Evaluasi terhadap SOP |

Jawaban j

| , Ya | Tidak |
k ‘ Menuruv/Bapak [bu SOP vang ada telah dirumuskan dengan | |
. N | — —
l 1 jelas dan rinci. l |
! !
' 2. | Menurut Bapak/Tbu uraian daiam SOP telah jelas dan mudah | | ,
1
| ! Ll - S i
- | dipahami. | l
ES Menurut BapakTbu apakah periu dilakukan penyempumaan
b T T | == -
terhadap SOP vang ada di Pusat PUU.
4. Menurut Bapak/Ibu apakah alokasi waktu vang tersedia |
{ 5 - Bos 5 - i y — | |
, | pada SOP dalam menyelesaikan satu tugas telah memadai. | -
! - | _L — .
3. | Menurut Bapak/Tbu SOP periu ditinjau secara berkala dalam | U s
1 1 - " a— |
, | waktu tertentu. |
5. | Menurut Saudara periu ada tim evaluasi terhadap | ' '
l . ' L —
| | pelaksanaan SOP vang sudah ada. T i |
| %

| Menurut Saudara. perlu ada sosialisasi terhadap SOP yang

| ada di Pusat Perancangan Undang-Undang.

L]



KUISIONER
ANALISIS PENERAPAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG (RUT)
DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Kuisioner ini diberikan dalam rangka menjalankan kegiatan Habituasi Arvani
Sinduningrum CPNS di Pusat Perancangan Undang-Undang (PUU) Sekretariat Jenderal dan
Badan Keahiian DPR RI. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan SOP Penyusunan
NA dan RUU di lingkungan Pusat PUUL.

Dalam pengisian kuisioner ini, Saudara dapat menjawab semua pertanyaan dengan
cermat dan jujur sehingga dapat memberikan manfaat vang sangat berarti bagi penelitian ini.

Atas kerjasama Bapak/Tbu, sava ucapkan terima kasin.

IDENTITAS RESPONDEN

Jabatzn* (2) Perancang Undang-Undang Madya
b. Perancang Undang-Undang Muda
¢. Perancang Undang-Undang Pertama
d. Calen Perancang Undang-Undang
Bidang Kerja*® @Keseja‘nteraan Rakyat
b. Politik. Hukum, dan HAM
¢. Ekonomi, Keuangan. Industri, dan Pembangungan

(*} Mohon lingkart huruf sesuai dengan identitas Bapak/Tbu

Perunjuk Pengisian:

|. Berikanlah tanda silang (X) pada jawaban vang tersedia.

2. Mehon kesediaan Bapak/lbu pada setiap pernyataan untuk dijawab dengan benar dan
akurat.



- No. | Pernyataan
|

Jawaban

Ya | Tidak |

I I. Tingkat Pengetahuan terhadap SOP

‘ l. | Apakah Bapak/Tbu mengetahui bahwa sejak tahun 2016

| melaksanakan kegiatan penyusunan NA dan RUU?

Pusat PUU telah memiliki SOP sebagai acuan dalam |

I
(*jika jawaban Ya dapat langsung mengisi pada bagian II.

Pedoman dalam Bekerja) |

7 | ¥

-3

Bapak/lbu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan
| | penvusunan  NA  dan RUU karena tidak pernah

| disosialisasikan. i
L

v’

Led

| 3. | Bapak/lbu tidak mengethui adanya SOP kegiatan
| \ penyusunan NA dan RUU karena dalam menjalankan tugas

selama ini tidak pernah mengalami masalah |

4 | Bapak'lbu tidak mengetahui adanya SOP Karena tidak ada
perbedaan yang bermakna terkait ada atau tidak adanva |
SOP.

L

| Bapak/lbu tidak mengetahui adanya SOP kegiatan

| penyusunan NA dan RUU Karena alasan lainnya, yaitu

| 1. Pedoman dalam Bekerja |

1. | Saudara menggunakan SOP sebagai pedoman dalam |

bekerja.

d
.

Saudara menggunakan kesepakatan tim sebagai pedomanl

dalam bekerja.

Lad
h

| Saudara menggunakan pedoman lain dalam bekerja.
|

("Jika jawaban Saudara pada bagian I tidak mengetahui

| adanya SOP, Saudara dapat berhenti mengerjakan

| kuisioner sampai bagian inf)

~



oy

1. Manfaat SOP terhadap Jobdesc Jawaban

¥a | Tidak

l. | Menurut Bapak/lbu adanva SOP membantu dalam |

i melakukan  pekerjaan  sebagai seorang perancang | </
|

| undang-undang. ‘

V. Sumber Pengetahuan terhadap SOP ' Jawaban

Y¥a Tidak

| Bapak/Tbu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiliki SOP

v

| sebagai pedeman dalam melaksanakan «egiatan penyusunan |

NA dan RUL karena Bapak/Thu sebagai tim Penyusun SOP. |

=¥

IBanamIbu mengetahui. bahwa Pusat PUU memiiiki SOP | |
| sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan | |
+ NA dan RUU karena Bapak/Tbu berdasarkan informasi dari | ‘
|

| Tim Penvusun. |
| |

L]
L
)
i
[ 1]
el
P
o
]
=
1]
=3

[1ix]
Y]
-
o]
b o
|

bahwa Pusat PUU memiliki SOP | '
sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan \/ |
NA den RUU berdasarkan sosialisasi vang pernah di |

| lakukan oleh rekan kerja. | |

4, Bapak/Tbu mengetahui, bahwa Pusat PUU memiiiki SOP
sebagai pecoman dalam melaksanakan kegiatan penyusunan
| NA dan RUU berdasarkan sumber lain, yaiw

| |
|
| |

V. Penerapan SOP di dalam prakdknva | Jawaban

Ya | Tidak

.| Menurut Bapak/Tbu apakah selama ini SOP telah diterapkan | I W/

| dengan konsisten seluruhnya sesuai dengan praktik yang |

i dilakukan dalam penyvusunan NA dan RUU.

2. | Jika jawaban pertanyaan nc | adalah Tidak, menurut| Jawaban
- Bapak/Tbu. hal apakah vang menjadi penyebabnya: |  ¥a Tidak
| Belum diterapkan seluruhnya karena sebagian tidak dapat | W
i |

Vad



| diterapkan.

Tidak adaptif, sehingga perlu menyesuaikan dengan kondisi

' di lapangan.

| Terdapat kondisi tertentu, seperti desakan dari AKD atau
| Anggota Dewan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam

lurun waktu yang terbatas.

I V1. Evaluasi terhadap SOP

|
i Jawaban
Ya - Tidak

L.

MenuruvBapak [bu SOP vang ada telah dirumuskan dengan

' jelas dan rinci.

WV

P

Menurut Bapak/Ibu uraian dalam SOP ielah jelas dan mudah |

dipahami.

l

v/

1ad

Menurut Bapak/Ibu apakah perlu dilakukan penyempurnaan

terhadap SOP vang ada di Pusat PUU.

v

| Menurut Bapak/Ibu apakah alokasi wakiu yang tersedia |

I pada SOP dalam menyelesaikan satu tugas telah memadai.

L

Menurut Bapak/Ibu SOP perlu ditinjau secara berkala dalam

waktu tertentu.

4

Menurut Saudara, perlu ada tim evaluasi terhadap |

' pelaksanaan SOP vang sudah ada.

!

| Menurut Saudara, perlu ada sosialisasi terhadap SOP vang ' \/

ada di Pusat Perancangan Undang-Undang.
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LAPORAN HASIL KUISIONER
ANALISIS PENERAPAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA) DAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG (RUU)
DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Setelah di lakukan penyebaran kuisioner di lingkungan kerja Pusat Perancangan
Undang-Undang terhadap 34 orang responden yang bersedia dan tidak
berhalangan (berhalangan seperti: cuti panjang, diklat suncang, dan pindah ke
bagian lain) pada saat pengumpulan kuisioner ini berlangsung di Pusat
Perancangan Undang-Undang, maka berikut adalah hasil dari kuisioner tersebut.
Terima kasih kepada setiap pihak yang terlibat dalam penyebaran kuisioner ini,
dan semoga hasil dari kuisoner ini dapat memberikan manfaat bagi Pusat

Perancangan Undang-Undang.

Data Hasil Kuisioner

No. Aspek Bidang Jumlah Jabatan Jumlah
Responden
L Tingkat Pengetahuan SOP
. | Mengetahui SOP Eku 11 Madya 13
Polhuk 10 Muda T
Kesra 11 Calon Perancang 12
Total 31 Total 31
2. | Ragu-ragu mengetahui | Eku Madya 2
SOP Polhuk Muda
Kesra 2 Calon Perancang
Total 2 Total 2
3 Tidak  tahu  karena | Eku Madva 2
belum pernah | Polhuk Muda
disosialisasikan
Kesra 2 Calon Perancang
Total 2 Total 2
4. | Tidak pernah Eku Madya I
mengalami masalah Polhuk Muda




Kesra Calon Perancang
Total Total
5. Tidak ada perbedaan Eku Madva
dan makna berarti Polhuk Muda
Kesra Calon Perancang
Total Total
6. Tidak tahu alasan lain Eku Madyva
Polhuk Muda
Kesra Calon Perancang
Total Total
II. | Pedoman dalam bekerja
|5 Menggunakan SOP Eku 11 Madya 12
sebagai pedoman kerja
Polhuk 6 Muda 4
Kesra 10 Calon Perancang | 11
Total 20 Total 26
2. | Menggunakan Eku I Madya 14
kesepakatan tim
Polhuk 9 Muda 7
Kesra 12 Calon Perancang | 11
Total 29 Total 29
3. Pedoman lain Eku 4 Madya 4
Polhuk 7 Muda -
Kesra 2 Calon Perancang | 5
Total 13 Total 13
Il | Manfaat SOP
B SOP bermanfaat Eku 10 Madva 14
Polhuk 10 Muda 7
Kesra 12 Calon Perancang | 11
Total 32 Total 32
2. | Tidak beramanfaat Eku I Madya
Polhuk Muda
Kesra Calon Perancang | |
Total 1 Total 1
3. Ragu-ragu Eku Madya |
Polhuk Muda
Kesra [ Calon Perancang
Total 1 Total 1
IV. | Sumber Pengetahuan terhaap SOP




I. | Tahu karena tim Eku 6 Madya 4
penyusun
Polhuk 3 Muda 4
Kesra 3 Calon Perancang | 4
Total 12 Total 12
Ragu-ragu Eku Madva |
Polhuk Muda
Kesra [ Calon Perancang
Total 1 Total 1
2. | Informasi dari tim Eku 8 Madva I
Penyusun
Polhuk 5 Muda 3
Kesra 9 Calon Perancang | 8
Total 22 Total 22
3. | Berdasar sosialisasi Eku 5 Madya 11
Polhuk ¥ Muda 3
Kesra 8 Calon Perancang | 6
Total 19 Taotal 19
4. | Berdasarkan sumber Eku P Madya 3
lain
Polhuk Muda
Kesra 2 Calon Perancang | 1
Total 4 Total 4
V. | Penerapan SOP di dalam praktik
1. Diterapkan dengan Eku Madya
konsisten seluruhnya
Polhuk Muda
Kesra Calon Perancang
Total 0 Total 0
2. | Tidak diterapkan Eku 11 Madya 15
dengan konsisten
Polhuk 10 Muda 7
Kesra 13 Calon Perancang | 12
Total 34 Total 34
3. | Jika tidak diterapkan Eku 5 Madva 8
dengan konsisten
alasannya karena
sebagian tidak dapat
diterapkan
Polhuk 3 Muda 2
Kesra 8 Calon Perancang | 6
Total 16 Total 16




Tidak adaptif Eku b Madva 9
Polhuk 4 Muda 2
Kesra 9 Calon Perancang | 8
Total 19 Total 19
V1. | Evaluasi terhadap SOP
I: SOP telah jelas dan rinci | Eku 8 Madva 8
Polhuk 4 Muda 4
Kesra 5 Calon Perancang | 5
Total 17 Total 17
2. | SOP telah jelas dan Eku 9 Madya 9
mudah dipahami
Polhuk 7] Muda 5
Kesra 7 Calon Perancang | 9
Total 23 Total 23
3. | SOP perlu Eku 10 Madya 12
disempurnakan
Polhuk 9 Muda 5
Kesra 8 Calon Perancang | 10
Total 27 Total 27
4. Alokasi waktu di SOP Eku 7 Madya 5
belum memadai
Polhuk 3 Muda 3
Kesra 4 Calon Perancang | 6
Total 14 Total 14
5. Perlu ditinjau secara Eku 11 Madwya 13
berkala
Polhuk 10 Muda 7
Kesra 11 Calon Perancang | 12
Total 32 Total 32
6. Perlu ada di tim Eku 1 Madva 11
evaluasi
Polhuk 9 Muda 6
Kesra 8 Calon Perancang | 6
Total 28 Taotal 28
e Perlu ada sosialisasi Eku 11 Madva 14
Polhuk 9 Muda 7
Kesra 12 Calon Perancang | 11
Total 32 Total 32




Berdasarkan data hasil kuisioner diketahui bahwa:

I. Tingkat Pengetahuan terhadap SOP
1. Sebanyak 94% mengetahui bahwa Pusat Perancangan Undang-Undang telah
memiliki SOP, sedangkan 6% lainnya belum mengetahui.
2.Dari 6% Perancang tersebut memilih alasan bahwa faktor yang menyebabkan
mereka belum mengetahui adanya SOP.

II.Pedoman Dalam Bekerja

Pada bagian ini, responden di persilahkan untuk memilih lebih dari 1 (satu)

pedoman dalam bekerja.

1.Sebanyak 79% dari responden menggunakan SOP sebagai pedoman dalam
bekerja, sedangkan 21% lainnya tidak memilih menggunakan SOP sebagai
pedoman dalam bekerja.

2. Sebanyak 94% dari responden menggunakan kesepakatan tim sebagai
pedoman dalam bekerja dan 6% lainnya tidak memilih kesepakatan tim sebagai
pedoman dalam belkerja.

3. Sebanyak 38% dari seluruh responden menggunakan pedoman lain dalam
bekerja.

IlI.Manfaat SOP terhadap Jobdesc
Sebanyak 94% Perancang berpendapat bahwa SOP bermanfaat karena membantu
dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang perancang undang-undang, 3%
lainnya berpendapat bahwa SOP tidak bermanfaat serta 3% lainnya ragu-ragu
apakah SOP bermanfaat atau tidak.

IV. Sumber Pengetahuan terhadap SOP
Pada bagian ini, Responden diperkenankan memilih lebih dari 1 (satu) sumber
pengetahuan terhadap SOP. Berdasarkan beberapa sumber pengetahuan di
ketahui bahwa :
1. Sebanyak 65% dari total responden mengetahui SOP bersumber dari informasi
oleh tim Penyusun.

2. Sebanyak 59% dari total responden mengetahui SOP bersumber dari sosialisasi



oleh rekan kerja.
3. Sebanyak 35% dari total responden mengetahui SOP bersumber karena
responden merupakan tim penyusun SOP.
4. Sebanyak 12 % dari total responden mengetahui SOP bersumber dari sumber
lainnya.

V. Penerapan SOP di dalam Praktiknya
1. Sebanyak seluruh responden (100%) menyatakan bahwa penerapan SOP di
lingkungan Pusat PUU belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten.
2. Pada bagian ini Responden dipersilahkan untuk memilih lebih dari 1 (satu) alasan
tidak dapat diterapkan SOP di Pusat PUU,
a.Sebanyak 100% dari total Responden memilih alasan SOP tidak dapat
diterapkan karena terdapat kondisi tertentu, seperti desakan dari AKD atau
Anggota Dewan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu yang
terbatas,
b.Sebanyak 56% dari tatal Responden memilih alasan SOP tidak dapat diterapkan
karena tidak adaptif sehingga perlu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
¢.Sebanyak 47% dari total Responden memilih alasan SOP tidak dapat diterapkan
karena sebagian tidak dapat diterapkan.

VI. Evaluasi Terhadap SOP

Terkait evaluasi terhadap SOP :

1. Sebanyak 94% dari total responden memilih bahwa SOP perlu ditinjau secara
berkala.

2.Sebanyak 94% dari total responden memilih bahwa perlu ada sosialisasi SOP di
Pusat PUU.

3.Sebanyak 82% dari total responden memilih bahwa perlu ada tim evaluasi
terhadap pelaksanaan SOP.

4.Sebanyak 79% dari total responden memilih bahwa perlu dilakukan
penyempuranaan terhadap SOP.

5.8ebanyak 68% dari total Responden memilih bahwa uraian dalam SOP telah
Jelas dan mudah dipahami.

6.Sebanyak 50% dari total Responden memilih bahwa SOP telah dirumuskan



dengan jelas dan rinci.
7.Sebanyak 41% dari total Responden memilih bahwa alokasi waktu yang tersedia
pada SOP dalam menyelesaikan satu tugas telah memadai.

Kesimpulan

Terkait tingkat pengetahuan SOP diketahui bahwa sebagian besar Perancang
ternyata memang sudah mengetahui bahwa Pusat PUU memiliki SOP walaupun ada
juga beberapa Perancang yang masih belum tau maupun ragu-ragu. Menjadi
perhatian disini bahwa walaupun sebagian besar Perancang sudah tahu tentang SOP,
tetapi seluruh responden berpendapat bahwa penerapan SOP di lingkungan Pusat
PUU belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Ini merupakan temuan penting
bahwa kondisi yang ada SOP diketahui tapi tidak semua di jalankan dengan
konsisten. Hal ini membuktikan bahwa memang benar rumusan isu yang Penulis
angkat pada habituasi ini benar terjadi.

Belum seluruhnya SOP diterapkan secara konsisten salah satu analisis yang
Penulis bisa dapat dari hasil kuisioner disebabkan karena belum mendalamnya
pemahaman Perancang terhadap SOP. Nyatanya sekitar 94% dari total responden
masih membutuhkan sosialisasi terhadap SOP yang ada. Solusi dari permasalahan
ini adalah dengan menyelenggarakan forum sosialisasi substansi SOP, Solusi ini
masuk dalam ranah wewenang dari Kapus PUU untuk memberikan instruksi kepada
Perancang senior maupun tim penyusun SOP untuk melakukan sosialisasi sehingga
hal ini akan Penulis masukkan ke dalam rekomendasi sebagai output hasil akhir dari
habituasi ini.

Penyebab lainnya, berdasarkan hasil kuisioner penyebab yang paling banyak
dipilih terkait belum seluruhnya SOP diterapkan secara konsisten adalah karena
SOP tidak dapat diterapkan seluruhnya karena terdapat kondisi tertentu seperti
desakan dari AKD untuk menyelesaikan pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.
Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melakukan peninjauan SOP secara
berkala dan perlu ada tim evaluasi terhadap pelaksanaan SOP. Hal ini juga akan

Penulis masukkan sebagai rekomendasi kepada Kapus PUU.

dededde ok doheode
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HASIL KUISIONER
ANALISIS PENERAPAN STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (NA)
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUL)
DI LINGKUNGAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI

Setelah di lakukan penyebaran kuisioner di lingkungan kerja Pusat Perancangan Undang-Undang terhadap 34 crang responden yang

bersedia dan tidak berhalangan (berhalangan seperti: cuti panjang, diklat suncang, dan pindah ke bagian lain) pada saat pengumpulan

kuisioner ini berlangsung di Pusat Perancangan Undang-Undang, maka berikut adalah hasil dari kuisioner tersebut. Terima kasih

kepada setiap pihak vane terlibat dalam penyvebaran kuisioner ini, dan semoga hasil dari kuisoner ini dapat memberikan manfaat bagi
p P vang pen; g

Pusat Perancangan Undang-Undang,

L. Tingkat Pengetahuan terhadap SOP

|. Sebanyak 94% mengetahui bahwa Pusat Perancangan
Undang-Undang telah memiliki SOP, sedangkan 6% lainnya belum
mengetahui.

E:lTahu_ T
..E Tiudak T:IndJ_

2. Dari 6% Perancang tersebut memilih alasan bahwa faktor yang
menyebabkan mereka  belum mengetahui  adanya SOP di
karenakan:

O Tidak Peman df Sosiassgskan

| RDatarn meniaianian fugas teiama ) tda
& pemah mengatami massan

ClTidak ada permedaon yang benmaana ter
ait B33 Hiau baak sdanya SOP

EAlasan Lam

I1. Pedoman Dalam Bekerja
Pada bagian ini, responden di persilahkan untuk memilih

lebih dari | (satu) pedoman dalam bekerja.

I.  Sebanyak 79% dari responden menggunakan SOP
sebagai pedoman dalam bekerja, sedangkan 21%
lainnya tidak memilih menggunakan SOP sebagai
pedoman dalam bekerja.

Wienggunakan SGP

| Digax Menggunasan S0P

-— TO%

[£%)

. Sebanyak 94% dari responden  menggunakan
kesepakatan tim sebagai pedoman dalam bekera dan
6% lainnya tidak memilih kesepakatan tim sebagai
pedoman dalam bekerja.

BManggunakan Xedena
kaian Tim

OTidak Mengpunaxan &
aspoasian Tem




3. Sebanyak 38% dari seluruh responden menggunakan pedoman
lain dalam bekerja,

CMenggunakan Padoiman
Lan

WTidak Mongguriokan Pa
daman Lan

[L.Manfaat SOP terhadap Jobdesc

Sebanyak 94% Perancang berpendapat bahwa SOP bermanfaat
karena membantu dalam melakukan pekerjaan sebagai seorang
perancang undang-undang, 3% lainnya berpendapat bahwa SOP
tidak bermanfaat serta 3% lainnya ragu-ragu apakah SOP
bermanfaat atau tidak.

‘DEarmantaal
W Ticak Bermaniaai
ORagu-Ragu

IV. Sumber Pengetahuan terhadap SOP

Pada bagian ini, Responden diperkenankan memilih lebih dari |
(satu) sumber pengetahuan terhadap SOP. Berdasarkan beberapa
sumber pengetahuan di ketahui bahwa :

I. Sebanyak 65% dari total responden mengetahui SOP bersumber
dari informasi oleh tim Penvusun,

Dinformas Tim P anyusu
A

WEvukan Melai informa
31 Tim Paryusun

&5%

2. Sebanyak 59% dari total responden mengetahui SOP
bersumber dari sosialisasi oleh rekan kerja.

41%

B EBerdasarsan Sosialis:
5i Rekan Karja

CBukan Berdasarkan <

__sialisasi Rekan KEJTE

3. Sebanyak 33% dari total responden mengetahui SOP
bersumber karena responden merupakan tim penvusun
SOP.

3% —

35%

WTahu Karena Tim Pany
sUN

SBukan karena Tim Pen
usun

DORagu-Ragu

4. Sebanyak 12 % dari total responden mengetahui SOP
bersumber dari sumber lainnya.

CBerdasarkan Sumbar Lain

B Ticak Menjawab Bagian ini

88%




V. Penerapan SOP di dalam Praktiknya

I. Sebanyak seluruh responden (100%) menyatakan bahwa
penerapan SOP di lingkungan Pusat PUL belum sepenuhnya
diterapkan secara Konsisten.

CiSwdan dhoragnan

WS eium daeiaphan

13

Pada bagian ini Responden dipersilahkan untuk memilih
lebih dari | (satu) alasan tidak dapat diterapkan SOP di Pusat
PUL.

a. Sebanyak 100% dari total Responden memilih alasan SOP
tidak dapat diterapkan karena terdapat kondisi tertentu,
seperti desakan dari AKD atau Anggota Dewan untuk
menyelesaikan pekerjaan  dalam  kurun wakw  yang
terbatas,

|DiTerdapal kandis igfeniu

IO Tigsak memilin bagian ini

100%

b, Sebanyak 56% dari total Responden memilih alasan SOP
tidak dapat diterapkan karena tidak adaptif sehingza perlu
menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

DTigak Adapl!

(M Tidak memil bagun
i

C.

Sebanyak 47% dari total Responden memilih alasan
SOP tidak dapat diterapkan karena sebagian tidak
dapat diterapkan.

e %

B Sebagian Bk dapat &
arapkan

§ ITroas memiih Gagian ni

V1. Evaluasi Terhadap SOP

Terkait evaluasi terhadap SOP:

L.

Lad

Sebanyak 94% dari total responden memilih bahwa
SOP perlu ditinjau secara berkala,

.Sebanyak 94% dari total responden memilih bahwa

perlu ada sosialisasi SOP di Pusat PUU.

.Sebanyak 8§2% dari total responden memilih bahwa

perlu ada tim evaluasi terhadap pelaksanaan SOP,

.Sebanyak 79% dari total responden memilih bahwa

perlu dilakukan penvempuranaan terhadap SOP.

. Sebanyak 68% dari total Responden memilih bahwa

uraian dalam SOP telah jelas dan mudah dipahami.

.Sebanyak 50% dari total Responden memilih bahwa

SOP telah dirumuskan dengan jelas dan rinci.

.Sebanyak 41% dari total Responden memilih bahwa

alokasi waktu yang tersedia pada SOP dalam
menyelesaikan satu tugas telah memadai.

BT



Form Sosialisasi Hasil Kuisioner

Analisis Penerapan Standart Operational Procedure

Penvusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU)
di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI

No, Nama Jabatan Bidang Tanda Tangan
1. | Woro Wulaningrum, S.H., M.H. Perancang PUL Madya Kesra
2. | Arrista Trimaya, S.H. M.H. Perancang PUU Madya Kesra ‘—m.:»yb"l_,
e -
3. | Atisa Praharini, S.H., M.H. Perancang PUU Madya Kesra J
/) Z
4. | Aan Andrianih, S.H., M.H. Perancang PUU Madya Kesra | f
5. | Nita Ariyulinda, S.H.. M.H. Perancang PUU Madya Kesra AZ{ E
6. | Chairul Umam, S.H., M.H. Perancang PUU Madya Kesra | 27
K
7. | Ricko Wahyudi, S.H., M.H, Perancang PUU Madya Kesra | )\(& ]
| | SRR
8. | Teguh Nirmala, S.H., M.H. Perancang PUU Madya Polhukam ry L
9. | Yeni Handayani, S.H., M.H. Perancang PUU Madya | Polhukam \W
10. [ Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. Perancang PUU Madya | Polhukam i_r
11. | Akhmad Aulawi, S.H., M.H. Perancang PUU Madya | Ekuinbang -
/
JI‘ —
12. | Arif Usman, S.H., M.H. Perancang PUU Madya | Ekuinbang -
13. | Khopiatuziadah, S.Ag,, LLM Perancang PUU Madya | Ekuinbang . d g
(-
14, | Zagiu Rahman, S.H., M.H. Perancang PUU Madya | Ekuinbang . /)'ij‘v‘ﬂ
~ e I ‘
15. | Bagus Prasetyo, S.H., M.H. Perancang PUU Madya Kesra %
=
16. | Perancang PUU Muda Kesra kS

M.H.

LRz:u:!m‘uﬂ: Wahyudi Hidayat, S.H.,

I




Polhukam

17. | Kuntari, S.H., M.H. Perancang PUU Muda Kesra
18. | Raden Priharta Budiprasetya Perancang PUU Muda Polhukam

Ekalaya P. Y., S.H., M.Kn. M
19. | Yudarana Sukarno Putra, S.H., Perancang PUU Muda | Polhukam :

LLM. ' »
2. | Titi Asmara Dewi., S.H., M.H. Perancang PUU Muda | Polhukam ‘
2%, | Riyani Shelawati, S.H., M.Kn. Perancang PUU Muda Polhukam %/\l
3% | Laksmi Harundani, S.H., M.Kn. Perancang PUU Muda Ekuinbang , W\
5. | Nova Manda Sari, S.H., M.H. Calon Perancang UU Kesra -

ﬂ -
2. | Febri Liany., S.H., M.H. Calon Perancang UU Ekuinbang W
1= | Thsan Badruni Nasution, S.Sy, S.H. | Calon Perancang UU Kesra in
Ll—
N
. | Yanuar Putra Erwin, S.H. Calon Perancang UU Kesra
1 L
L T Agus Privono, S.H. Calon Perancang UU Polhukam ’
_o | Apriyani Dewi Azis, S.H. Calon Perancang UU Polhukam s A -
D‘a

. | Christina Devi Natalia, S.H. Calon Perancang UU

1| Maria Priscyla Stephfanie Calon Perancang UU Polhukam
Florencia Winoto, S.H. @
o
| - . | K. Zulfan Andriansyah, S.H. Calon Perancang UU Ekuinbanﬁ%
12 | M. Nurfaik, S.H.L Calon Perancang UU Ekuinbang ; él E
3 Muhammad Yusuf, S.H, Calon Perancang UU Ekuinbang v \g Z:)
(
U Olsen Peranto, S.H. Calon Perancang UU Ekuinbang
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REKOMENDASI

PELAKSANAAN STANDART OPERASIONAL PROCEDURE |/
PEDOMAN KERJA DI LINGKUP PUSAT PERANCANGAN
UNDANG-UNDANG

Berdasarkan hasil habituasi vang telah dilakukan dengan masalah
yang diangkat yaitu “Perarcang belum semua menjalankan SOP dalam
proses penyusunan naskal: akademik dan rancangan undang-undang’,
maka salah satu oufput dari kegiatan habituasi ini adalah berbentuk

rekomendasi kepada Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang (Kapus
PUU) vaitu :

1. Melakukan evaluasi ter 'adap pelaksanaan dan rumusan SOP dengan

cara membentuk tim eviluasi SOP

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada Perancang
di Pusat PUU sebagai responden, diketahui bahwa responden memilih
bahwa perlu di lakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan
SOP di Pusat PUU.

2. Memberikan arahan urtuk mendokumentasikan SOP dalam bentuk
buku sepeti pada Buku Pedoman Penyusunan NA.

Berdasarkan diskusi ‘engan Koordinator Bidang di Pusat PUU,
diperoleh saran bahwa SOP perlu di dokumentasikan dalam bentuk

buku agar mudah dipahami oleh para Perancang di Pusat PUU.

3. Memberikan arahan untuk menyelenggarakan sosialisasi SOP kepada

Perancang.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada Perancang

di Pusat PUU sebagii responden, diketahui bahwa walaupun



responden sudah mengetahui tentang SOP di Pusat PUU, responden

masih memerlukan sosialisasi lebih dalam lagi dalam memahami SOP.

Pada dasarnya tindalk lanjut terhadap rekomendasi ini diserahkan
kembali kepada wewenang Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang.
Demikian rekomendasi ini disampaikan semoga bermanfaat dan dapat
menjadi salah satu refercnsi dalam pengambilan kebijakan di Pusat

Perancangan Undang-Undang.




List SOP yang sudah di Upload

No, | Websue PUU S0P Semua
55 | Pendamipingan Perumusan/Penvusunan | Pendampingan Perumusan/Penyusunan | 6
Maskal Akademik dan Rancangan | Naskah  Akademik dan  Rancangan
Undang-Undang di Alat Kelengkapan DPR Rl | Undang-undang diAlat Kelengkapan DPR
13|
73 Pendanipingan dalam Pembahasan Rancanzar | Pendampingan dalam Pembahasan | 7
Undang-Undang - dengan Pemerintaly di Alsi | Rancangan Undang-Undang dengan
Kelenglapan DPR RI Pemerintah di Alat Kelengkapan DPR RI
54 | Pendanipimgan dalam harmonisusi. | Pendampingan dalam Harmonisasi, | 3
pembulatan dan  pemantapan  Konseps: | Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
rancanean undang-undang usul inisiatii DPR | Rancangan undang-undang usul inisiatif dpr
| RI di Badan Legislasi ri di badan legislasi
56 | Penvususnan  Naskah  Akademik  dan | Penvusunan  naskah  akademik  dan | 2
| Rancancan Undang-Undang rancangan undang-undang
71 | Pembemukan  Tim  Pepyvusunan  Nashal | Pembentukan Tim  Penyusunan Naskah | 1
Akademik dan Rancangan Undang-Undang | Akademik dan Rancangan Undang-undang
Atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan | atas Permintaan Alat Kelengkapan Dewan
| Perwalilan Rakyvat Republik Indonesia Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
I
Penzumpulan Data Naskah Akademik dan | 3
Rancangan Undang-Undang
Uji Konsep Naskah Akademik dan |4
| Rancangan Undang-Undang
Diskusi PakarNarasumber dalam | 8
Penyusunan  Naskah  Akademik  dan
. Rancangan Undang-undang |
Permohonan Penggunaan Anggaran | 9
Pengumpulan Data atau Uji Konsep
|
| Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran | 10
' | Pengumpulan Data/ Uji Konsep
| Permohonan Penggunaan Anggaran | 11
Honorarium Pakar/MNarasumber
| Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran | 12
Honorarium Pakar/Narasumber
Pendokumentasian Hasil Kerja 13




